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Adapun dalam tesis ini penulis membahas mengenai Letter of Credit sebagai Sarana
Pembayaran Dalam Perdagangan Internasional, Prakiek Negosiasi Wesel Ekspor di PT.
BNI {(Persero) Thbk, dalam hal ini merupakan implementasi praktek perbankan khususnya
di Kantor Cabang Utama May dimana terdapat kebijskan yang dirasa kurang matang
sehingga dalam pelaksanaannya menimbullkan resiko bagi kantor cabang. Schingga kantor

cabang dituntut untuk kreatif dalam memanfaatkan peluang sekaligus melindungi diri.

Letter of credit bagi bank adalah transaksi dokumen. Dalam tesis ini penulis akan
menjabarkan aspek hukum dalam transaksi berdokumen ini juga akan ditampilkan contoh

kasus vang terjadi.

Penuiis menyadari bahwa dalam penyusunan dan penulisan tesis in tidak lepag davi
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ABSTRAK

Nama : Krista Kumnia

Program Studi : Timu Hukum

Judul : Letter of Credit Sebagal Sarana Pembayaran Dalam Perdagangan
Internasional, Praktek Negosiasi Wesel Ekspor di PT. BNI
{Persero} Thk

Keterbatasan sumber daya alam suato negara menimbulkan interaksi antar negara guna
memenuhi  keterbatasan  tersebut  sehingga  terjadi  perdagangan  internasional
Perkembangan perdagangan interpasional yang cukup pesat membutuhkan mekanisme
pembayaran yang sman dan dapat melindungl para pihak yang terkait di dalamnya.
Hinpga saat ini L/C dipandang sebagai alat pembayaran yang paling aman karena cukup
mermniliki kepercayaan untuk melindungi para pihak yang terlibat dalam transaksi L/C
yaitu dalam hal ini adalah eksportin, importir dan bank,

BNI adalah salah satu lembaga perbankan yang memiliki ijin sebagai bank devisa dan
dengan demilkian melayani pembukaan fasilitss L/C maupun pembayaran L/C.
Pembukasn dan pembayaren fasilitas L/C bagi nassbah BNI melalui proses dan prosedur
yang telah ditetapkan secara intern oleh perusahaan dengan tetap mengacu pada ketentuan
nasional dan intemasional, Fasilifas Negosiasi Wesel Ekspor (NWE) adalgh salzh saty
bentuk kewenangan yang diberikan kepada masing- masing kantor eabang BNI wniuk
melakukan negosiasi atas L/C masuk. Hal ini juga merupakan suatu bukti bahwa BNI
turut serta mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi negara. Namun demikian pada
fasilitas L/C tetap melekat resiko bagi para pihak yang teriibat didatamnya.

Sebagai kesimpulan bahwa peran BNI dalam menpakomodasi kepentingan eksportic
adalah salzh satunya sebagai mediator kepentingan eksportir dan importir. Bagi eksportir
khususnya BNI berperan sebagai bank pembayar melalui fasilitas NWE yang diberikan
kepada kantor cabang. Mamun tetap harus mempertimbangkan resiko yang secara garis
besar adalah unpaid bills, defay of payment, double payment, settlement of delay, fraud.
Masing- masing resiko tersebut memiliki keterkaitan antara pihak yang satu dan pihak
vang Jain. Untuk it mutlak bapi para pihak ontek reenguasal aturan nain dalam transaksi
L/C guna meminimalisir resiko yang mungkin terjadi,

Kata kunei :
Letter of Credit, Negosiasi Wesel Ekspor, Restko Transaks:
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ABSTARCY

Name : Krista Kurnia

Program of study X Science of Law

Subjec : Letter of Credit as a Payment Facilities in International
Trade, Negotiated Bil] Export Practice in PT. BNI {Persery)
Tok

The Himitations of nature resources of a country caused the international interaction in
order to fills these limitations so as 1o the international trade happen. The development of
the quite fast international trade needed the mechanism of safe payment and could protect
the related sides inside, Nowdays L/C was gazed at zs the pavment implement that was
safest because really had the belief o protect the sides that were involved in the
transaction L/C that is in this case was the exporter, the jmporter and the bank.

BNI was one of the bank that had permission as the foreign exchange bank and therefore
served the facilities opening LJ/C facilities and L/C payment. Opening and payment L/C
facilities for the BNI customer through the process and the procedure that were appointed
internally permanently to refer by thes company in the pational and internationsal
provisions, Negotiated Bill Export facilitics (NWE) was one of the forms of the authority
that was given to the BNI branch office to execute Negotiated Bill Export. This shown us
that BNI supported the acceleration of the growth of the country's economics. But
however there is a risk for every party in L/C.

As the conclusion that the BN role in accomodated the exporier interests were as a
mediator of the exporter and the importer. For the exporter especially BNI played as a
paying bank through Negotiated Bill Export facilities that were given to the branch office.
However there is @ risk such as unpaid bills, delay of payment, double payment, settiement
of delay, fraud, Each of this risk had the connection between. So very important for every
party to understand rules of play in the L/C transaction in order to minimises the risk that
possibly happened,

The key word : Letter of Credit, Negotiated Bill Export, Transaction Risk
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BABI
PENDAHULUAN

A, LATAR BELAKANG

Manusia secara individu maupun secara berkelompok memiliki ketergantungan
satu sama lain yang akhirays menimbulkan interaksi yang salah satunya dalam
bentuk perdagangan. Pada mulanya perdagangan diladkukan secara sederhana
melalui sistem pertukaran atau barter! Pada sistem barter yang menjadi
instrumen pembayarannya adalah barang atau jasa. Sistemn pertukaran dilakukan
antara barang dengan barang, atau jasa dengan barang, atau jasa dengan jasa.
Sistern perdagangan tradisional tersebut mulai berkembang tidak hanya dalam
satu wilayah negara saja melainken sudah berkembang lebih jauh yang

kemudian menjadi lintas negara ®

Perdagangan internasional merupakan salah satu aspek vang sangat penting
dalam menunjang kehidupan bangsa dan negara. Sejalan dengan perkembangan
jaman, letak geografis antar negara bukan lagi merupakan masalah dalam proses
pertukaran barang dan jass. Kebutuhan svatu bangsa aken barang dag jasa yang
diproduksi oleh negara lain  mengakibatkan terjadinys  perdagangan

internasional,®

Secara sistemnatis alasan terjadinya perdagangan internasional selain karena
kebutuhan barang dan jasa yang diproduksi negara lain, juga terjadi kerena
manfaat yang dirasakan dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh negara lain
tersebut, misalnya dalam fungsinya uniuk memenuhi kebufuban internal
bangsanya vang mengakibatkan adanya saling keterkaitan antara suatu bangsa
atas barang- barang subtitusi, barang- barang yang komplementer, efisienst dan
teknologi. Ini terjadi karena masing- masing negara memiliki keterbatasan dalam

' Gunawan Widjaju® Ahmad Yani, Seri Hukum Bisnis Transcksi Bisniz Internusional (Eispor Impar
& Imbol Bell), et 11, {Iskarta: PT. Raja Grafindo Persada, 260330 115

z Kasmir, SE., M., Dasar Dasar Perbanion, cet. ], {akerts ; PT. RaisGrafindo Persada, 20063, h. 12
1 Gunawan Widjajad Ahmad Yani, op cit, b1
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bidang sumber daya alam, sumber daya manusia, teknologi dan modal baik

secara parsial maupun secara keseluruhan ?

Selain karena alasan tersebut, perdagangan antar negara dapat timbul sebagai
akibat dari adanya pertimbangan comparative advantage (keunggulan yang
berbeda- beda) dimana suatu negara akan memperoleh manfast perdagangan
internasional jika memiliki keunggulan tertentu dibandingkan dengan negara
lain dalam memproduksi, distribusi suatu barang/ jasa, Comparative advaniage
ini musalnya bila svatu negara dapat memproduksi suatu jenis barang dengan
lebih baik dan lebih murah disebabkan lebih baiknya kombinasi fakior- faktor
produksi {alam, tenaga kerja, modal dan manajemennya) maka negara tersebut
memiliki keunggulan karena produktifitas yasg tingpi. Hal ini adalah karcna
keunggulan dalam perbandingan biaya’

Sementara suatu negara disebut memiliki competitive (absolute) advantage
{perbedaan keungguolan yang bersifat mutlak) dimans suatu negara memiliki
keunggulan dan ciri khas sendiri baik dari sumber dava alam maupun dan
bidang teknologi, jaringan keuangan dan distribusi yang memungkinkan negara
tersebut menguasai secara mutlak.® Sehingga karena keunggulan mutlak tersebut
suaty negara memiliki cird khas tertentu dan dapat menpguasal pasar sccara
monopoli. Perdagangan internasional yang terjadl antar negara tersebut juga
semakin marak dengan dukungan jaringan informasi, distribusi dan komunikasi
yang semakin baik.”

Perdagangan inferpasional saat i mutlak diperiukan oleh negara- negara di
dunia karena pengaruh keterbukaan ekenomi terutama mulei dilaksanakannya
Iiberalisasi pasar, arus vang/ madal makin mudah dan cepat, transfer teknologi
baik yang dibutuhkan atav terpaksa menerima transfer teknologi supaya tidak

? Ibid

* Proyek Pelatihan dan Pengembangan SDM, © Pelatihan Transaksi Internasional, ¥ { Makalgh
disampatkan pada Pelatihan Transaksi Luar Negeri PT, Bank Negara Indonssia, Jakarta, 19- 21 Jom
2007)

S ibid

7 Gunawan Widjaja& Ahmad Yani, op it , 5.2 menyebutkan bahwy Teori keunggulan kompetitif
dikembangkan oleh Michael E, Porter dalam tukunya Competitive ddvantage dan Competitive
Strategy.

Lniversitas Indonesia 2

Letter Of..., Krista Kurnia, FH Ul, 2009



tertinggal dan negara lain, Kemudian dar sisi ekonomi karena adanya
ketergantungan ekonomi, kevangan, perdagangan dan industyi antar negara serta
adanya persaingsn antar negara atau antar perusahaan dalam negara yang
serpakin ketat untuk meningkatkan produktifitas, efisiensi, efektifitas yang
optimal.

Timbulnya perdagangan internasional memberikan hak dan kewajiban bag
masing- masing pihak yang terlibat. D1 satu sisi memiliki bak untuk memperoleh
barang atau jasa yang diinginkan dengan membawa kewajiban untuk melakukan
pembayaran atas barang aiau jasa tersebut’ Pelaksanaan hak dan kewajiban
tersebut melibatkan peran serta pthak kefiga lainnya seperti misalnya jasa
pengangkutan dan bank.

Bank memainkan peranan penting bagi kelangsungan perdagangan interasional.
Bank adalah badan nsaha yang menghimpun dana dari masyarakat dajam beptuk
simpanan dan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit dan atau
bentuk- bentuk lainnya dalam rangka meningkatian taraf hidup rakyat banyak ’
Hal ini sesuai dengan definisi bank pada Undang Undang Nomor 18 Tahun 1998
tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang
Perbankan. Melalui definisi tersebut dapat disimpulkan babhwa bank merupakan
Jembaga keuangan yang kegiatan adaleh sebagai berikut : *°

Menghtimpun dana {uang) dari masyarakat dalam bentuk simpanan, maksudnya
dalam hal ini bank sebagai tempat penyimpapan vang atau berinvestasi bagi
masyarakat, Tujuan utama masyarakat menyimpan vang biasanya adalah untok

% tndira Carr and Richard Kidner, Statutes and Corventions on Intarnational Trade Law, 4% Edition

{USA: Cavendish Publishing Limited, 2003)

Uniform Laws on Infermational Sales act.1987 chapter 1 seficle 18, Dajam Indira Caer and Richard

Kidner disehutkan babwa : The Seler shall effect delivery ¢F the goods, hand aver any documents

relating there 1o and transfere the property in the goods and required by the contract and the present
law.

Uniform Laws on International Sales act 1967 chapter IV ertisle 56. Dalam Indira Carr and Richeard

¥idner disebuticar hahwa : The Buver shall pay the price for the goods and take delivery of them, as

required by the contract and the present Jaw.

® 131, Sentoss Sembiring, SH., MH., Himpunan Lengkap Undang- Undang Tentang Perbankan, cet 1,
Bandung: Nuansa Aulia, 2008)

¢ Kaemir, S8, MM., op i, 1.3
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keamanan wangnya. Sedangkan tujvan kedua alasan berinvestasi adalab untok
memperoieh hasil atan bunga dari simpanannya. Tujuan lainnya adalab untek
memudahkan melakokan transaksi pembayaran, Untuk memenohi tujuan
tersebut, bajk untuk mengamankan nang maupun untuk melakukan investasi,
bank menyediakan sarana yang disebut sebagai simpanan. Jenis simpenan it
sendiri sangat bervariasi tergantung bank vang bersangkutan. Namun sccara
umum jenis simpanan vang ada di bank adalah simpanan giro (demand deposis),
simpanan tabungan (seving deposit), dan simpanan depuosito (Hime depaosit).

Kegiatar: bank lainnya adalah menyalurkan dana ke masvarakat, maksudnya
adalah  barnk membenkan pinjaman {kredity kepada masyarakat yang
mengajukan permchonan. Dalam hal ini bank menyediakan dana bagi
masyarakat yang membutuhkan yang memenuhi syarat dasc kondisi yang
ditetapkan masing- masing bank agar bank terhindar dari kerugian karena
ketidakmampuan pengembalian dana yang telah dikeluarkan oleh bank. Jenis-
jenis kredit vang diberikan tergantung kepada masing- masing bank dan
tergantung kebutuhan calon penggunanya seperti kredit modal kerja, kredit

investasi dan keedit konsumtif

Selain im bank juga member jasa- jasa bank lasinnva, seperti pengiriman nang
{transfer), penagihan surat- surat berharga yang berasal dapi dalem kota
(clearing), penagihan surat- surat berharga yang berasal dari lvar kota dan luar
negeri (inkaso}, leter of credit (sealnjutnya disebut LIC), safe depasit box, bank
garansi, bark notes, ravellers cheque dan jasa lainnya, Jasa- jasa bank ind
merupakan jasa pendukung dar kegiatan pokok bank yaitu menghimpun dan

menyalurkan dana,"'

Secara ringkas kegiatan bank sebagai lembaga keuangan dapat digambarkan
sebagal berikut :

¥ 1bid, 4
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Rank

Menghimpun dana Menyalurkan dana Jasa~ jasa lainnya

Kegiatan bank yang telah dijelaskan tersebut hanys dilakukan oleh bank umum
dan bank perkreditan rakyat. Selain keduva jenis bank yang dilihat dari fungsi
tersebut masih ada Bank Indonesia vang disebut sebagai bank sentral dan hanya
sata saja yaitu Bank Indonesia yang memiliki fungsi tersebut, '

Dalam kaitannya dengan perdagangan intemastonal dimana peran bank sebagat
pihak ketiga sangat diperiukan dewasa ini karepa dalam perkembangannya
dengan sistemn barter para pelaku usaha menemukan kesulitan untuk menemukan
lawan vang sesuai dengan maging- masing kebuluhan mska kemudian dikenal
sistem meneter dimana bank sangat berperan. Sistem moneter pada mulanya
dibuat dart kepingan logam mulia pamun dengan modernisasi yang semakin
berkembang diciptakan puia alat tukar dalam bentuk kertas selain dalam bentuk
kepingan logam.

Pads akhirnya dalam praktek perdagangan internasional saat ini rmuncul suatu
kemudahan dalam proses pembayaran dengan fasilitas vang disebut dengan L/C
dimana masing- masing pihak merasa dilindungi kepentingannya.”” Pemikiran
filosofis yang melatarbelakangi penggunaan  L/C  adalah  terjaminnya
pembayaran bagi para pihak terkait dalam transaksi L/iC."*

PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Thk (sclanjutnya akan digebut BNI) adalah
salah sat: bank yang melayani pembukaan fasilitas [/C bagi nasabahnya.

2 K otut Rindjin, Pengantar Perbarkan dun Lemboge Kewangan Bukan Bonk, cer. 1 (Jakaris:
PT.Ciramedia Pustaks Utams, 2000), h.17
¥ Michael Rowe, Zetters of Credit, {London  Furomoney Publications Limited, 19853, p.3)

¥ Agus Sudrajat, SH., et al., “Mesaloh Hukum 1O sebugat Alot Pembayeren Dalam Perdegangan”
{Makaish Badan Pembinean Hukum Nasicnal, Jakarta, 1997, h.21
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Pembukaan fasilitas 1L/C bagi nasabah BNI melalui proses dan prosedur yang
telah ditetapkan secara intern oleh perusahaan dengan tetap mengacu pada
ketentvan nasional dan internasional, Pembukaan fagilitas [/C pada awalnya
dapat digjukan oleh nasabsh pada kantor cabang tempat nasabah membuka
rekening. Nanun kemudian kebijakan perusahaan mengatur bahwa pembukaan
fagilitas L/C tersentralisir pada suatu divisi salah satunya sebagai akibat dari
kasus L/C Cabang Kebayoran Baru, dimana terjadi transaksi L/C fktif sgjumlah
1,7 triliun. ™

Pada masa kasus tersebut ferjadi, kewenangan membuka L/C sepenubnya ada
pada kantor cabang sshingga fungsi kontrol dan monitor menjadi terbatas pada
cabang tersebut. Plafond nominal yang diberikan pada suatu kantor cabang juga
sangat besar sehingga dengan kondisi vang demikian kemungkinan terjadi fraud
sangat besar. Dengan pertimbangan tersebut kemudian kewenangan tersentralisic
pada suatu divisi yang di BNI dinamakan dengan Divisi Intemasional. Sejalan
dengan perkembangan bisnis justru sentralisasi terscbut membuat nasabah
menjadi malas membuoka L/C karena pertimbangan jarak schingga sekerang
terjadi penyesuatan kemball untuk memberiken kewenangan bagl cabang uniuk
melakukan proses pembukaan L/C denpan memberikan lmit tertentu yang
disebut dengan limit N'WE. Kebijakan yang sering disesuaikan inj tentu saja juga
berimbas pada penyesuaian perangkat hukum yang menjadi dasar bagi cabang
untuk melakukan fransaksi L/C.

B. POKOK PERMASALAHAN DAN TUJUAN PENELITIAN

Perdagangan internasional merupakan kegiatan yang berlangsung lintas negara
dan benua yeng sudah tentu mempunyai peraturan hukum dan budaya yang
berbeda mavpun cara berdagang, Dengan adanya perbedaan tersebut otomatis
eksportir maupun importir menghadapi resiko dalam kegiatan perdagangsn
internasional. Oleh karena itu bank harus dapat berperan sebagai lembaga yang

¥ Hardy R, Hermmwar, “Selamat, Tapi Karena Utang” , Trust (November 2003) : 16-11
Urndversitas Indonesia 6
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mengakemodir kepentingan masing- masing pihak eksportir maupun importir

dengan segala karakieristiknya'®

Keseluruhan pembahasan dalam tulisan ini akan mengacu kepada sumber
pustaka yang relevan dan praktek perbankan di BNI, Adapun yang akan menjadi
permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana peran BNI dalam mengakomodasi kepentingan eksportir
melahu kewenangannya dalam proses L/C, Peran bank dimaksud akan
difokuskan pada fasilitas ‘Negosiasi Wesel Ekspor (NEW) di cabang,
dalam hal ini adalak di Kantor Cabang May,

2. Bagaimana resikc yang dihadap! para pihak dalam transaksi L/C
sehubungan dengan prinsip dasar bahwa L/C adalah  transaksi
berdasarkan dokuwmen dimana pihak bank hanya berwrusan dengan
dokumen tanpa melihat fisik dari isi dokumen tersebut.

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ind adalah :

1. Untuk mencari scjauh mana peran bank sebagaj lembaga yang memiliki
nilai strategis dalam kegiatan perdagangan internasional apakah telah
memenuhi fungsinve dalam mengakomodasi kepentingan dan umportir
dalam ha! ini melalui fasilitas limit NWE secara maksimal.

2. Memberikan pengertian mengenai L/C dimana bagi pihak bank adalah
transaksi berdasarkan dolumen saja dan restko- resikonya bagl pihak
terkait. Sehingga dalam hal iai penulis juga zkan menjabarkan
penjelasan- penjelasan yang mendukung hahwa tanggung jawab bank
adalah terbatas pada dokumen saja.

€. LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

' Uloyd B. Thomas, Money, Banking and Financial Morkets, (USA: The McGraw- Hill Companies,
19963, p.99
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Berkaitan dengan hubungan perdagangan yang menimbulkan hak dan kewajiban
bagl eksportir dan importir, dimana ada kewajiban melakukan pembayaran dan
mengirimkan barang, maka proses pengiriman dan pembayaran tersebut menjadt
sesuatu yang penting. Pada mulanya sebelum dikenal fasilitas L/C dikenal cara-

cara pembayaran sebagai berikut : 7

1. Pembgvaran dimuka { advance payment)
2 Open account {perhitungan kemudian)

2, Inkaso {collection draft/bill of collection)
4 Ronsinyasi

Pembayaran dengan sistern tersebut diatas tidak memberikan kedudukan
seimbang pada importir dan cksportir gleh karena itu kemudian dikenal sistem
pembayaran dengan L/C. L/C merupakan salah satu sarana pembayaran dalam
perdagangan internasional. L/C termasuk dalam jenis keedit mon cash. Jenis
kredit ini dipexlukan berkaitan depgan adanya fransaksi luar negeri yang
melibatkan lembaga perbankan. Maka transaksi vang menggunakan L/C berarti
harus melahy prosedur perbankan, dalam hal ini termasuk produk trade finance,
yaitu pembiayaan kegiatan perdagangan yang berkajtan dengan transaksi ekspor

impor.

L/C adalah snatu instrumen perbankan yang sangat pemting kKhususnya dalam
perdagangan ekspor irapor vang <igunakan sebagai sarana untuk memudahkan
penyelesaian kewaiiban kepada pihak lawan.'® L/C dapat diartikan sebagal surat
yang dikeluarkan bank bersanghkutan dan ditujukan kepada eksportir di huar
negen yang menjadi relasi dari importir tersebut. Isi sarat tersebut menyatakan
bahwa eksportir penerima L/C diberi hak oleb importir untuk menarik wesel
(surat perintah untuk melunasi utang) atas Bank Pembuka'® untuk sejumlab

pang yang disebut dalam surat tersebut. Bank yang bersangkutan menjamin

"7¢. Tamer Cavusgil, Gary Knight, and John R, Riesenberger, International Business Strategy,
Managerment, and the New Realities, (New Jersey: Pedrson Bdueation, Inc., 2008}, $.377.

¥ Rartono, SH., Kementar Tentang: Surat Kredit (L/C, Letter of Credit), Konosemen (B/L, Bili of
Lading), Wesel (B/E, Bill of Exchange}, Dokumen- dokumen lainmya, cet., {Jakarta: Pradnya Paramita,
19864, h.%

*? Rank Pembuka / Qpening Bank / Issuing Bank adalah benk yang berdasarkan permintaan, membuka
familitas L/C.
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untuk mengakseptir’® wesel yang ditarik lersebut asal sesuai dan memenuhi

semua syarat yang tercantum di dalam surat fersebut,

Ada juga yang mendefinisikan L/C sebagai suatu perjaniian, apapun namanys
atau maksudnya, dimana suatu bank (fssuing bank) bertindak atas permintaan
dan instruksi seorang nasabah (applican?) atan atas namanys sendird untuk :

I.  Melakukan pembayaran kepada pihak ketiga (beneficiary) atau ordermnya
(orang yang ditunjuk oleh pihak ketiga), atan mengaksep atau membayvar
wesel- wesel yang ditarik oleh beneficiary, atau

2. Memberi kuass kepada bank lain untuk melakukan pembayaran tersebit,
atan untuk rmengaksep atau membayar wesel- wesel tersebut, atzn

3. Memben kuasa bank lain untuk menegosiasi atas pembayaran dokumen-
dolumen ditetapkan sclama persyaratan dan kondisl dari keedit yang
bersangkutan sudzh dipenuhi.”’

denis~ jenis L/D ada bermacam- macam dimana masing-masing memiliki
kelebihan dan kekurangan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan para pihak.
Secara global 1/C dapat dikelompokan meniadi 2 (dua) macain, yaitu L/C vang

urum dan L/C yang khusus. ™

Jenis- jenis L/C yang umum adalah sebagai berikut : ¥

% Hartono Hadisoeprapto, SH., Kredif Berdokumen {letter af Credit) Cara Fembayaran Palam Judl
Bell Perniagaan, (Yopyakarta: Liberty, 1981}, h96
Aksepiasi adalah suain penyataan kesanggupan dari pihak tersangkut untuk menerima perintah dari
pihak penerbit guna melakukan pembayaran atas wesel kepada pemegangnys pada tanggal yang
ditentukan atau pada hari gugur.
1 1CC Uniform Customs and Practise for Docomentary Credits (UCP 800) Rev. 2007 Article 2 which
mentioned that : ’
For the purpose of these rules, Credie(s) means any arrangement, however nmamied or deseribe, that is
irrevieable and thereby sonstitzigs a definite undertaking of the isssing bank to honour 3 complying
presentation.
Honour means :
L Topay at sight if the credit is available by sight payment,
#. Tea incur a deferred payment undertaking and pay af maturity if the credit js deferred
AyInent.
jii, g“n accept a bill of exchange (draft) drawn by the heneficiary and pay at maturity if the credit
is available by acceplenace

2 Try Widivono, 4spek Hukum Operavional Transakst Produk Perbonken D4 Indonesie, cet.}, {
Jakarta - Ghalia Indonesia, 2006 )

# Hamdani, Seluk Beluk Perdagangan Ehspor- Tmport, cet. i, { Iakarta : Yayasan Bina Usaha Niaga
ingonesia (Bushindo} , 2007 ), h, 344

Untversitas Indonesia g

Letter Of..., Krista Kurnia, FH Ul, 2009



Revocable L/C

Irrevacable LC

Irrevocable Confirmed L/
Irrevocable Unconfirmed L/C

SR TV N

Jenis- jenis 1/C yang khusus adalah sebagai berikut ; **

Revolving 1/C

Red Clause L/C

Transferable L/C

Back to Bank LAC

Straight 1T

Restricted L/C

Negotiable L/

Premiliminary L/C (Preadvice)
Merchant’s L/C

Standby L7C

IS I - T T

-
o

Namun demikian tidak semva bank dapat memberikan fagilitas jasa L/C bagi

importir dan eksportir. Hanya bank devisa sajalab yang dapat menerbitkan 1/C,

Dari segi status, jenis bank dapat dikategorikan sebagai berikut

1.  Bank Devisa®
Merupakan bank yang telah mendapat ijin dari Bank Indonesia untuk
melaksanakan transaksi keluar negeri atau yang berhubungan dengan mata
uang asing secara keseluruhan, misalnys transfer ke luar negeri, inkaso
keluar negeni, fravellers cheque, pembukasan dan pembayaran LAC.
Persyaratan untuk menjadi bank devisa ditentukan oleh Bank Indonesia,

2.  Bank non devisa
Merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan
transaks: sebagai bank devisa, sehinpga tidak dapat melaksanakan
transaksi seperti halnya bank devisa. Jadi bank non devisa merupakan

24 -

Ihid
3y Djavhari Ahgar, SH.,S.80s5.,Msi,, Pedoman Transakst Ekspor& Impor, cet ], (Jakana: Prestasi
Pustaka, 200473, hb
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kebalikan dari bank devisa, dimana transaksi yang dilakukan masih dalam

batas- batas nepara,

Untuk membuka fasilitas L/C banyak melibatkan pihak- pihak baik dari importir

maupun dan sisi eksportir, Pihak- pihsk yang umumnya terlibat antara lain

adalah : %

1. Opener atay Applicant
Importir yang meminta bantuan bank devisanya untuk mernbuka L/C puna
keperluan penjual atau cksportir disebut sebagai opener atau appiicant dan
LIC.

2. Opening Bank stau Issuing Bank
Bank devisa yang dimintal bentuan oleh importir uatuk membuka suatu
L/C untuk keperluan eksportir disebut opening benk atau issuing bank.
Bank devisa {nilab yang akan memberikan jaminan kepada eksportir, Oleh
karena ita bonafiditas L/C yang diterbitkan tergantung nama baik dan
reputasi dari bank devisa yang membuka fagilitas L/C tersebut.

3. Advising
Opening Bank membuka L/C untuk eksporiir melalui bank lain di negara
eksportir yang menjadi koresponden dari Opening Bank tersebut. Bank
karespordensi ini berkewajiban univk menyampaikan amanat yang
terkandung dalam 1/C kepada ekportir yang berhak, Oleh karena 1tu bank
koresponden bersangkutan disebut ddvising Bank atau bank penyampal
aimanat.

4. Bengficiary
Eksportir yang menerima pembukaan L/C dan diberi hak untuk menarik
vang dari dana L/C yang tersedia, Beneficiary dapat dikatakan sebagal
penerima L/C.

3. Negotiating Bank
Di dalam L/C biasanya disebutkan bahwa beneficiary boleh menguangkan
(menegosiasikan shipping document) melalui bank mana saja selama

memenuhi syarat dalam L. Bank yang melakokan pembayaran atas

* Suprive Adhibroto, Leger of Credir Dolam Teori dan Praktek, cet. 31, (Semarang: Diahara Prize,
199, h.5]
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dokumen terscbut disebut sebagal Negotieting Bawk. Tapt ada kalanya
dalam L/C menyebutkan bahwa negosiasi (pembayaran) L/C hanya boleh
dilakukan pada baok tertentu saja.

Dengan demikian L/C berfungsi antara lain : ¥

). Merupakan swvatu penjanjian bapk dalam menyelesaikan transaksi
perdagangan internasional,

2. Memberikan pengamanan bagi pihak- pihak vang terlibat dalam transaksi
yang diadakan.

3. Merupakan instromen yang didasarkan hanya pada dokumen- dokumen
dan bukan atas barang dagangan atau jasa,

4.  Membantu issuing bank memberikan fasilitas pembayaran kepada importir

dan memonitor penggunaznnya.

Kedudukan L/C sifatnya merupakan travsaksi yang terpisah dengan kontrak
penjualan atau kontrak lainnya vang menjadi dasar L/C tersebut dan bank sama
sekali tidak bersangkutan atau terkait dengan kontrak antara importir dan
eksportir yang tercantur dalar L/C.%

Untuk megninimalisir resike yang mungkin terjadi bagi importir dan eksportir,
maka masing- masing pemain melaui bank-nya masing- masing, juga negara-
negara dunia harus memahami peraturan hukum  yang berlaku  secara
internasional.”* Dalam hal ini pérz.iuran yang mengatur mengenai tata cara
perdagangan secara internasional salah satunya adalah Uniform Cusiom and
Practise for Documentary Credit (UCPDC) vang dikeluarkan oleh Kamar
Dagang Internasional {(International Chamber of Commarce /| ICC) yang
berpusat di Paris, Narmun demikian UCPDC ini bukan merupakan produk hukum
melainkan merupakan penyeragaman kebiasaan prakiek mengenal transaksi
penjaminan (kredit) berdokumen, sehingga aturan dalam UCPDC ini baru
berlaku yika para pihak menyatakannya dalam setiap L/C. International
Chamber of Commerce telah banyak mengelvarkan aturan UJCPDC dan yang

¥ Hamdani, op cif , hAS

# Ramlan Ginting, Trensaksi Bisniz dan Perdagongan hternasional, {Izkarta: Salemba Empat, 3007,
h.13

# M.Solehudin, Tindak Pidana Perbankan, Bdisi 1 Cerl, {Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997}
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teraklir adalah UCPDC 2007 Revision, ICC Publication No.600. Sebelom
digunakan UCPDC 600 adalah UCPDC 300 yang merupakan pembaharuan dar
UCDC 4000 UCPDC selalu mengalami pembaharvan segialan dengan
perkembangan praktek perdagangdn internasional.

Selain penyeragaman dalam bentuk UCPDC, ada juga yang disebut dengan
International Standard Baniing Practise (ISBP) yang juga diterbitkan oleh ICC,
ISBP mi merupakan cusiom pelengkap praktis pasal- pasal pada UCPDC dan
dapat dikatakan sebagai pengisi kekosongan antara prinsip- prinsip uvmum
sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan/ pasal pada UCPDC.

Peraturan lainnya adalah fnternational Standby Practise (ISP)Y yang diterbitkan
oleh ICC. Peraturan ini lebih kepada praktek dalam pemakaian fasilitas standby
L/C dan pengelolaan transaksinya termasuk kinerja, finansial, dan Surat Kredit
Siaga Pembavaran Langsung.

Kermudian dikenal pula Uniform Rules for Demand Guarantzes (URDG) yang
diterbitkan oleh ICC. Ini merupakan penjelasan peraturan yang mengatur
transaksi pemnberian guargnlee / jaminam, bond atar jaminman pembayaran

lainnya yang berhubungan dengan counter- guarantee,

Sedangkan custom yang mengatur lalu lintag pernbayaran (settlement) transaksi
antar bank yang terkait menggunakan L/C ada dalam Uniform Rules for Bank to
Bank Reimbursements (URR) Under Documentary Credit yang diterbitkan oleh
1CC.

Custom yang mengator transaksi dengan collection (menagih pembayaran) yang
umumnya penagihan transaksi tanpa L/C juga diterbitkan oleh ICC dan disebut
sebagal Uniform Rules for Collection (URC).

ICC juga menerbitkan apa yang disebut dengan International Commercial Terms
{(INCOTERMS) yang pertama kali diterbitkan tehun 1936 yang kemudian

P 1ohn F. Dolan, The Law of Latters of Credit and Commaercial and Sandby Credits, Revised Edition,
{Warren, Gorbam and Lamount, 19963, p4.20
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dilakukan penambahan pada tahun- tabun berikutnva, INCOTERMS merupakan
aturan penafsiran persyaratan perdagangan vang menetapkan hak dan kewajiban
pembeli dan penjual dalam iransaksi internasional terutama yang menyangkut
syarat penyerahan barang dan hayva yang ferkait dengan delivery barang dan

lain- lain.®!

Secara nasional, dalam praktek transaksi perdagangan internasional selain harus
memperhatikan peraturan yang berlaku secara internasional pertu diperhatikan
juga peratwran yang berlaku di dalam negen setempat yang menyangkuot dan
mengatur tata niaga wransaksi internasional misalnya peraturan dari Departemen
Perdagangan dan Industn, Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Bank
Indonesia dan sebagainya. Serta harus diperhatiken pula peraturan negara
setempat yang menjadi lawan dalam perdagangan internasional tersebut

misainya restrictions, custom, quota regulution dan sebagainya.

Dalam praktek perbapkan di BNI, pemberian fasilitas LA mi harus melatui
prosedur tertentu yang telah ditetapkan dan menjadi kebjjakan intern
perusshaan. Prosedur baku tersebut dilaksanakan olsh petugas vang berwenang
dalam penerbitan L/C dan melalui beberapa unit atau divisi yang berkaitan satu
sama lain. Prosedur dan kebijakan tersebut padaz dasamya diharapkan
memberikan kemndahan bagi pemohon L/C.

Pemchon L/C di BNI terbagi menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu naszbah
simpanan dan pasabah pinjaman. Secara organisasi, pelayanan bagi nasabah
simpanan dan nasabah pinjaman terpisah dalam unit- unit yapg berbeda.
Nasabah simpanan berhubupgan penvh dengen kantor cabang sedangkan
nasabah pinjaman berhubungan juga dengan unit kredit yang terpisah dari kantor
cabang. Begitu pula akhirnya dengan pembukaan fasilitas 1/C bagi nasabah
pinjaman yang menggunakan fasilitas plafond harus dengan analisa dari divisi
kredit sedangkan untuk nasabah simpanan saat ini pelayanan untuk pembukaan
LIC tersentralisir pada Divisi Internasional dan saat ini cabang akan dibenkan

keéwenangan untuk melayani nasabah simpanan,

3 Y, Diavhari Absjar, SH., 8.80s., Msi., op oit, 1,237
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D, METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penelitian hukum, adanya kerangka konsepsional dan landasan atau
keranpgka teoritis menjadi syaral yang sangat penting. Dalam  kerangka
konsepsional diungkapkan beberapa konsepsi atau pengertian yang akan
dipergunakan sebagal dasar penelitian hukum. Sementara di dalam landasan/
kerangka teoritis diuratkan segala sesuatu yang terdapat dalam teori sebagat

svatu sister ancka ajaran atau theorema, >

Kemudian unfuk mencari jawsban atas permasalahan yang telah dirumuskan
perulis akan menggunakan metode penclitien kuantitatif untuk mencant
kebenaran ilmiah yang diperoleh melalui deskrpsi alairat tentang svato variabel
dan hubungan antar variabel, dan memiliki daya generalisasi yang baik,
meskipun dalam deskripsi dan generalisasi inj tidak digunakan angka- angka,
meskipun kebenaran ini tidak bebas konteks. Xuantitatif juga mengacu pada
keakuratan deskripsi setiap variabel dan keakuratan hubungan hubungan antara
satu variabel dengan variabel lainnya, yang disebut sebagal internal validity atau

linking power. *

Penelitian kuantitatif sebenamya tidak hanya berurusan dengan kuantita. Paling
tidak dalam ilmu sosial, katz kuantitatif ditafsirkan secara bebas sebagai
keakuratan deskripsi suatu variabel dan keakuratan hubungan antara suatu
variabel dengan variabel lainoya, serta memiliki daerah aplikasi (generalisasi)

yang huas.

Pendekatan kuantitatif ini juga akan dilakukan sccara deskniptif dan
eksplanatoris, dedukiif- induktf dengan berpijak dari teori dap konsep yang
baku. Kemudian penulis juga akan menggupakan metode dimana variabel-
variabel yang akan digunakan telah ada sejak awal dan dapat digenerzexiis:as:il‘et:an.s5

% prof. Dr. Sociono Soekanto, .1, M.A. dan 8ri Mamudji, 3.B.,, M.L.L., Penelitian Hukum Normatif
Suetu Thjauan Singhot, ¢, 1, { Jakarts : PT. Rajagrafindo Persada, 2006) , h. 7

Prasetya Irawan, Penelition Kualianif & Kuontitatif Untuk Hmu- Hmu Sosial, cet 1, {Jakerta ©
Drepartemen Yimu Administrasi Fakultes iy Sosial dan Himu Politik Universitas Indonesia, 2006} ,
W33
* tid
 Burhan Ashshofa, Metede Penelition Hukum, cet. IV, (Jakarta: Rineka Cipts, 2004)
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Dalam  menjawab permasalahan  yang telah  dirumuskan, penubis  akan

menggunakan data sekundex yang mencakup data- data sebagai berikut

1. Behan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, contohnya .

a. Norma atau kaidah dasar
b. Peraturan perundung- undangan
c. Yurisprudensi

2. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan
hukwm primer seperti rancangan undang- undang, hasil penelitian, hasil
karya hulum, dan lain- [ain,

3. Bahan hukum tertier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupon
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus dan
ensiklopedia,

Data sekunder itu sendirt ada yang bersifat pribadi dan ada yang bersifat publik,

dengan ciri- ciri sebagai berikut ;¢

1. Data sekunder pada wmumnya ada dalam keadasn siap terbuat {(ready-
made)

2.  Bentuk maupun isi data sekunder telah dibentuk dan diisi oleh peneliti-
peneliti terdahulu

3. Data sekunder dapat dipercieh tanpa terikat atau dibatasi oleh wakiu dan
tempat.

Demikian langkah- langkah yang aksn dilakukan penelii dalam mencari

jawaban atas rumusan permasalah yang ada.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulis akan menulis mengenal fasilitas 1/C dalam kaitannya dengan
perdagangen internasional, dengan mengambil judul Letter of Credit Sebagai
Sarana Pembayaran Dalam Perdagangan Internasional, Praktek Negosiasi Wesel
Ekspor di PT. BNI (Persero) Thk.

38 prof. Dr. Soejono Soekanto, $.H., M.A. dan Sti Mamudji, $.H., M.L.L., op eif, b, 24

Lniversitas Indonesia 16

Letter Of..., Krista Kurnia, FH Ul, 2009



Penjelasan- penjelasan akan diberikan melalui bab per bab dalam tesis ini yang

keseluruhannya terdird dari S (Jima) bab dengan sistematika sebagai berikut

BABI PENDAHULUAN

A,

@Yoo

Latar Belakang

Pokok Permasalahan dan Tujuan Penelitian
Landasan Teori dan Kerangka Pemikiran
Metodologi Penelitian

Sistemnatika Perulisan

BABII TINIAUAN DMUM TENTANG PERDAGANGAN
INTERNABIONAL, LETTER OF CREDIT DAN BANK

A.

Konsep Pemahaman Perdagangan Internasional, Letter of Credit
dan Bank

1, Pemshmman Perdagangan Internasional

2. Pemahaman Letter of Credit

3. Pemahaman Bank

Struktor Orpanisasi BNI

BAB IIT TRANSAKSI LETTER OF CREDIT DI PT. BANK NEGARA

INDONESIA (PERSERQO) TBK.

A, Prinsip Dasar LIC

B. Prosedur Pembukaan L/C pada PT. Bank Negara Indonesia
{Perserc) Thk

C. Kendala Penerapan Fasilitas Limt NWE di Kantor Cabang

D. Resiko L/C Sebagai Instrumen Pembayaran Berdasarkan

Dokumen

BAB IV PRAKTEK. TRANSAKS! LETTER OF CREDIT DI PT. BANK
NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK

A

Universitas Indonesiz

Peran BNI dalam Mengakomodasi Kepentingan Eksportir
1. Pencrapan Fasilitas Limit NWE di Kantor Cabang
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2. Kewenangan Kantor Cabang Melalui Fasilitas Limit NWE
B. Resiko yang Dihadapi Para Pihak Dalam Transaksi 1C
1. Masalah- Magsalah Dalam Pelaksanaan Pembayaran L/C
2. Pemberlakvuan UCPDC Dalam Perspektif Hukum Nasional
dan Hukom Perdata Infernasional

BABV KESIMPULAN DAN SARAN
A.  Kesimpulan

B. Saran
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BAB I
TINJAUAN UMUM TENTANG PERDAGANGAN INTERNASIONAL, LETTER
OF CREDIT DAN BANK

A, KONSEP PEMAHAMAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL, LETTER
OF CREDIT DAN BANK

Pada bab ini penulis akan menjelaskan mengenai dasar pemikiran dalam penulisan
tugas akbir ini dan yang akan menjadi teori dasar atau acuan dalam mencari jawaban
gtas rumusan permasalahan. Sesvai dengan judul yang dipilih yaitu Letter of Credit
Sebapai Sarana Pembayarza Dalam Perdagangsn Internasional, Prakiek Negosiasi
Wesel Ekspor di PT. BNI (Persero} Tbk. maka pembehasan akan mencakup
beberapa hal yaitu mengenal fasilitas L/C ifu sendiri, kemudian perdagangan

internagional dan subyek yang berkaitan dengan hal tersebut.

Pada bab pendshuluan telah diberikan gambaran singkat dan umum mengenai topik
bahasan ini. Sebagal informasi penelitian ni terutama akas mengacu khmsusnya
pada prakiek perbanican di BNI, mengenai kewenangan dan proses pambukaan L/C
serta praktek perbankan pada umumnya.

.1 PEMAHAMAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Perdagangan diawali dari sistern barter depgan instrumen pembayarnya adalah
barang dan/ atan jase.”’ Sistem barter di kemudian hari menimbulkan kesulitan
dalam mencari pariner vang sesuai dengan kebutuban karena keragaman kebutuhan
dari masing- masing individu dengan individu”® Walaupun saat ini sistem barter
masil digunakan namun selanjutnya muncul sistern moneter dengan menggunakan

logam mulia yang memiliki nilai standar yvang diakui oleh masyarakat dan kemudian

¥ Michael Rowe, Letters of Credit, op cif , p.138
** Gunawan Widjala & Ahmad Yani, opci?, h117
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s¢ialan dengan tingkat modemnisasi masysrakat yang semakin berkembang maka
dalam sistem moneter kemudian dikenal pula mata vang kartal dalam bentuk logam
dan kertas. Dengan diterimanya mata uang kartal oleh masyarakat maka sistem
perdagangan menjadi jauh lebih mudah karepa standar mata uang ini telah diakui
dalam masyarakat setempat. Bahkan dewasz inl mulai dikenal beberapa jenis mata

vang vang telah berlaku lintas negara.

Namun dengan lain globalisasi yang semakin luas tontutan pemenuhan kebutuhan
tidak lagi terbatas pada letak geografis. Perdagangan telah meluas menjadi lintas
negara yang kemudian diistilahkan dengan perdagangsn intermasional® Bahkan
dewasz ini hampir tidak ada lagi suatu negara di duniz vang betul- betul dapat

memenuhi kebutuhannya dari hasil produksi negaranya sendiri.*

Beberapa literatur mendefinisikan perdagangan internasional sebagai berikut

Perdagangan internasional didefinisikan sebagai perdagangan huar negeri yang pada
hakekatnya berarti menyelenggarakan fungsi- fungsi markering ( pomasaran ) yaitu
pelaksanasn  dari kegiaten ussha dan nisga vang diarabikan kepada vang
bersangkutan dengsn menpalimys barang- barang atau jasa- jasa dari pthak produsen
sampal kepada konsumen paﬂa tingkat internasional atau dengan kata lain masing-
masing pihak produsen dan konsumen dipisshkan oleh batag kenegaraan

(geapolitis).*

Perdagangan adalah salah satu kegiatan bisnis yang meliputi investasi, produksi,
pemasaran, dan lain- lain, dimana perdagangsn yang berkaitan dengan transaksi
barang dan jasa. Suatu kondisi jika suatu produk melintast batas suatu negara dengan
maksud diperjual- belikan maka disebut sebagal perdagangan iniernasional. Dalam
perdagangan internasional kegiatan jual beli tersebut dinamakan transsksi ekspor

impor. Perdagangan internasional adalah kegiatan yang berlangsung lintas negara

** . Tamer Cavusgil, Gary Knight, and John R, Riesenberg, op cif, p.5
:‘: Amir MS., Sefuk Beluk dun Teknik Perdagangan Luar Negeri cei, 1X, (Jakaria : PRM, 28060}, h. 97
ibid
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dan benua dimana terdapat perbedasn peraturan hukum dan budaya maupun cara

berdagang.

Perdagangan internasional adalah proses pertukaran barang dan jasa antar negars
melalul keplatan ekspor dan impor yang dilekuken berdasarkan keungguian
komparatif dan keungpulan mutlak yang dimiliki suatu negara dalam menyediakan
produk-produk tfertentu, yang memberikan dasar dari svatu pembagian kerja

internasional

Perdagangan ite sendiri melibatian minimal pembell dan penjual yang kemudian
meluas menjadi banyak pihak terutama jike perdagangan tersebut terjadi lintas
negara. Pernbell atau disebut juga pihak importir dan penjual atau disebut juga pihak
eksportir adalah pibak utama dalam suaty transaksi perdagangan. Masing. masing
pihak ini kemudian memiliki hak dan kewajiban yang melekat dari suatu
kesspakatan dagang. i satu sist importir berhak mendapatkan obyek perdagangan
dengan membawz kewajiban melakukan pembayaran atas obyek perdagangan
tersebut, dan begitu pula sebaliknya dengan eksportir. Eksportir memiliki hak untuk
mendapatkan pembayaran atas obyek dagang miliknya,

Hak dan kewajiban atas perdagangan internagional tersebut saish satunya adsiah
melakukan pembayaran kepada pihak lawan.** Pembayaran ini kemudian menjadi
persoalan karena perdaganpan dilakukan lintas negara yang otomastis banyak
terdapat perbedaan yaity jarak iokasi antar subyek perdagangan yang mengakibatican
pembayaran tidak dapat dilekukan secara tradisional. Perbedaan ini juga menjadi
lebih kompleks karena melibatkan kepentingan lebih dari setu sistem hukum.
Perbedaan negara antera para pihak mengakibatkan hukum yang melekat pada

subyek hukum tersebut berbeda karena masing- masing pihak tunduk dan terikat

* Hamdani, op oit , 1.1

% Irawan Sri Kartika, “Bkspor- Impor, Peagenalan Transaksi,  ( File Presentast Pribadi, September 2008 ),
hl

“* Prof.R.Subskli, SH., £¥iab Undang- Undong Hukum Perdute, {Jakarts; Pradnys Paramita,1996) Ps. 1513
Kewajiban uiama si pembeli ialah membaysr barga pembelian, pada wakti dan 4i tempat sebagaimans
ditetapkan menurat perjanjian
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pada hukum negara masing- masing dan kecenderungan yang terjadi adalah masing-
masing pihak ini menghendaki perdagangan disepskati berdaserkan hukum
negaranya masing- masing demi rasa Keamanan pribadi. Perbedasn tersebut
mengakibatkan perdagangan internasional menjadi rentan terhadap penyelcsaian

pembayaran dan pengiriman obyek perdagangan.

Perbedaan geografis dan  geopolitis  mengakibatkan kepiatan perdagangan
internasional lebik sulit dan berbelit-belit. Selain karena perbedaan sistern hubum
seperti tersebut sebelumnya juga terdapat perbedaan waktn di negara para pihak,
sehingga menimbulkan kendala- kendala lain vaitu diperiukannys tenggang wakin
pengiriman barang, penjual dan pembeli tidak saling mengena! secarz pribadi
sehingga menimbulken resiko transaksi, pembeli menghendaki pembayaran
dilakukan setelah menerima barang, sedangkan peniual menghendaki pembayaran
dapat diterima setelah barang dikirim. Selain itw, dalam hal bargaining positien jika
penjual lebih lemah maka ia harus membiayal pembeli (seller’s credit), dan jika
bargaining position pembeli lebih lemah maka i harus membiayai penjual {buyer’s

credit / advance payment). ™

2. PEMAHAMAN LETTER OF CREDIT

Banyasknya kendala yang muncul tersebut tidak menghentikan proses perdagangan
internasional karena faktor k&&rgaﬁtungazz antar negara yang sangat tinggl. Make
diperiukan suatu solusi yang dapat menjembatani kepentingan masing- masing pihak
unfuk mengakomodasi masalah  pembayaran. Dalam  praktek  perdagangan
internasional dikenal macam- macam sarana pembayaran, Sistem pembayaran
tersebut digunakan sesuai dengan kesepakatan psra pihak dalarm perdagangan it

sendir.

 Achmad Ruslan dan Nyaman Suastini, Letter of Credit Dalam Negeri/ Antar Pulow, Edisi |, (Jakaria:
Instittt Bankir Indonesis, 1993)

* Jan Rumberg, imermational Commercial Transactions, ¥ Edition, {Paris: ICC Publishing $.A., 2000),
pa343
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Berikut macam- macam sistem pembayaran vang lazim digunakan dalam
perdagangan intemasional, yaitu : ¢/
1. Pembeyaran dimuka { advance payment)
Berdasarkan kentrak dagang, pihak pembeli melakukan pembayaran terlebih
dahulu melalui bank. Selanjutnys pihak penjual melakukan pengiriman barang
setelah menerima pembayarannya.*®
2. Open account {perhitungan kessudian)
Berdasarkan kontrak dagang, pthak penjual melskukan pengiriman barang
terlebih dahuln kepada pihak pembeli. Selanjutnya pihak pembeli melakukan
pembayaran setelah barang diterima,®
3. Inkaso (collection draft’ bill of collection)y™
Tenor cellection ;
DIP (delivery against payment}
Penyerahan dokumen kepada pembeli setelah pembayaran.
DIA {delivery against geceptance)
Penyershan dokumen kepada pembeli dilakukan setelah Droawee
melakukan akseptast draft.
4. Konsinyasi
Pembeli bertindak sebagal agen dari penjual. Berdasarkan cansignment
agreement, pihak penjual melakukan pengirimean barang kepada importir/
pembeli selaku Apgen dan dieruskan kepada pembeli yang sebenamya.
Selanjuinya pikak pembeli scbenarnya melakukan pembayaran setelah barang

terjual dan selama masa penjualan, barang menjadi milik pepjual.

Dalam sistemn pembayvaran tersebut bank tidak bertindak sebagai penjamin dan
sistern pembayaran tersebut tidak memberikan kedodukan yang seimbang bagi para

pthak sehingga akhirnya dikenal sistem pembayaran letter of credit atau lazim

“ Wrawan Sri Kartika, op cit, h.8

* Charles de! Busto, /CC Guide to Documentary Credit Operations for the UCF 360, (Paris: 1CC Publisking
S.A, 16843, .19

“ ibid

* ibid, p.20
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disebut L/C. L/C bersifar accesoir dari suatu perjaniian dagang. Sehingga L/C tidzk
mungkin dapat diterbitkan oleh bank tanpa ada suatu kontrak dagang (sales contract)
sebagai kontrak dasar yang disepakati para pihak mengenai syarat pembayaran (term
of paymenl). Sales contracr tersebut mergpakan kesepakatan yang dibnat dan
ditanda-tangani oleh pihak penjual dan pembeli untuk melakukan jual beii barang/
jasa sesuai dengan syarat serta ketentuan yanyg telah disetujui. Pada dasarnya suatu
sales comtract texditi dari terms of goods, terms of delivery, ferms of payment dan

documentation.”!
1.  Syarat tentang barang {Terms of Geeds) adalah klausul yang disepakati dalam
kontrak yang mengatur tentang barang meliputi
a.  Rincian dari barang meliputi
i, Jenis barang (kinds of goods)
ii.  Type barang (tvpe 9f goodys)
1. Spesifikasi barang (specification of goods)
iv. Keaslian barang {originality of goods)
v.  Asal barang {origiz of goods)
k. Jumlsh dan kualitas barang {guantity and guality goods)
¢.  Harga barang bersangkutan {price of gocds)
2. Syarat tentang pengiriman dan penyerahan barang (Terms of Delivery)
a.  Syarat pengiriman barang, meliputi :

i. Peclabuhan muat don pelabuban Wjuan (port of loading and port of

desiination)

! pelatiban Transaksi Internasiona! Modul I { Mekalah disampaikan pada Pelatiban Transaksi Luar Negeri
PT. Bank Negara Indemesiz, Iakarta, September 2008 )
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iil. Klausul pengiriman scbagian. sebagian (particl  shipment)
diperbolehkan atau tidak

iii. Pindah kapal (transhipment) diperbolehkan atau tidak
b.  Syarai penyerahan bartsng

Pasal~ pasal dalam kontrak mengenai sysrat penyerahan barang yang
pada uwmumnya wmengacu pada  Adernational Commercial Terms
{(NCOTERMS} 2000, sebagai suatu penyeragaman penafsiran terhudap
syarat penyerahan, peralihan resike dan biaya dari penjual kepads
pembelt berdasarkan jenis alat transportasi yang digunakan.
3. Syarattentang pembayaran {Zerms of Puyments)
Pasal- pasal dalam kontrak dagang yang mengatur tentang sistem pembayaran
yang disepakati apakah menggunakan fasilitas L/C atau tanpa L/C.

4.  Syarat dokoumen (Documentations)

Pasal dalam kontrak yang berisi persetujuan tentang jenis dokumen yang
diperlukan dalam rangka realisasi kontrak. Jenis dokumen yang dipersyaratkan
selain isinya yang ditentukan juga batas waldu penyerahannya. Segara garis
besar dokumen yang harus diserahkan penjual/ eksportir  kepada
pembeli/importir adalah

a.  Dolumen financial, berupa draft/ wesel sebagal surat perintah tak

bersyarat untuk membayar sejumiah vang.
5. Dokumen komersial
i. Imvoicef faktur sebagai bukti penjualan barang
it Transport documents sebagai bukti pengiriman/ penganghutan
ili, Jusurance documents sebagai bukti penutupan resiko/ asuransi

iv. Dokumen lainnya seperti ceriificate of origin, analysis, inspection,

packing Hist, weight list, dll.
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Namun demikian LA itu sendiri merupakan suatu hal yang terpisah dari kontrak
dagang karena L/C merupakan suata sarana pembayaran dalam perdagangan
internasional yang diterbitkan oleh hank atas permintaan eksportiv atau importir
{penjual dan pembeli}. L/C baru digunakan jika para pihkak dalam perdagangan itu
sepakat untuk menggunakan fasilitas L/C, dan penyataan kesepakatan tersebut

biasanya tercantum dalam kontrak dagang yang dibuat,?

L#C adalah salah satu solusi penyelesaian dart keandala fersebut karena merupakan
sarana yang dapat meminimalisir resiko yang dihadapi oleh para pihak. Dalam
melakukan fransaksi perdagangas internasional, metode pembayaran yang paling
aman bagi kepentingan para pihak adalah apabila melibatkan pihak bank sebagai
penjamin pembayaran, yaitu melalui pembukaan Banker's L/C™ sebagai salah satu

jasa frade firunce.

Sesual  dengan sifatnya denpan  trade fimonce, pihak  bank  melakuksn
pengambilalihan resiko para pihak vang timbul dalam transaksi perdagangan
internasiona! dan dilakukan dengen membiayai pihak terkait tersebut. L/C
merupakan salah satu instrumen frade fimance yang lazim digunakan oleh suate bank
untull membiayai transaksi perdagangan intermasional yang terbatas dengan jarak

dan dimana pembel!i dan penjual belum saling mengenal dengan baik.

L/C sebagal altematif cara pembayaran lebih disukal dalam dunia perdagangan
karena adanya unsur jaminan pembayaran bersyarat dari penerbit yang berupa Bank
sebagai lembaga kepercayaan. Penjual merasa sman dengan adanya janji
pembayaran dari bank penerbit sepanjang penjual dapat menyershkan dokumen yang

complying preseniation™ sedangkan pembeli sebagai pihak pemohon LIC juge

1 Broke Wunmicke, Diane 8 Wannicke, and Paul § Turner, Standby and Commercial Letter of Credit, 2™
Ediion, (New York: Wiley Law Publicationy, John Wilsy & Sops Inc., 1998), p.19.2.8

*3 1. John 8. Hertanto, 5.IP, Xradit Dokumenter don Teriemahan UCF $06 {Surabays: Indah, 19943 h.19
Banker's L sdalah LC vang diteebitkan oleh bank {opening/ issving bank} dimana bank tersebai
bertanggung jawab penuh terhadap pembayarannys sepanjang svarat vang ditetapkan telsh dipenuhi oleh
benefioiary

* fhid, sesuai dengan syarat dan kondist yang ditetapkan datam L/C
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merasa aman dengan adanya gyarat penyerahan dokumen vang telah ditentukan
dalam L/C.

LAC adalah janii tertulis vang diterbitkan oleh Bank atas perintah nasabahnya
(Applicant/Buyer), dimana Bank berjanii untuk melaksanakan pembayaran kepada
Beneficiary (Seller) melalui penyerahan dokumen yang diminta sesuai dengan syarat
dan kondisi L/C. %

Dalam UCP 600 pasal 2 LIC didefinisikan scbagal setiap janji bagaimanapun
dinamakan atau diuraikan, yang bersifat frrevocable dan karepanya merupakan janji

pasti dati issuing bank *° untuk membayar presentasi yang sesuai.

Selanjutnys M. Rafiqul Islam mendefinisikan L/C sebapai commercial credit, vaitu a
commercial credit is therefore an instrument which mokes the issuer/ bank the
paymaster lo the beneficiary on account of ity cusiomer { the applicant ) in the

process relations between the parties is established.™

L/IC adalah suatu instrumen perbankan yang sangat penting khususnya dalam
perdagangan skspor impor yang diganakan sebagai ssrana untuk mermedahkan
penyelesaian kewajiban kepada pihak lawan, L/C dapat diartikan sebagal surst yang
dikeluarkan bank bersangkutan dan ditujukan kepada eksportir di luar negeri yang
menjadi relasi dari importir tersebut.>® Isi surat tersebut menyatakan bahwa eksportir
penerima L/C diberi hak oleh importir untuk menarik wese] (surat perintah untuk
melunasi utang) atas Bank Pembuka®™ untuk sejumlah vang yang disebut dalam

surat tersebut, Bank yang bersangkuten menjamin untuk mengakseptic wessl yang

# ps. 2 UCP 500

* Bank vang menerbitkan L/C atas permintaan aplicant atay atas nama bank sendizi (Pasal 2 UCP §04)
¥ Credit means any arrangement however named or describe that is irrevocable and thereby constifutes a
definite undertaking of the issuing to honour 2 compiying presemtation. (Art.2 UCPDC 588)

14, Rafiqul Islam, Internastional $rede Low, ( USA: LBC Information Services, 1999 ), p. 340

¥ Kartone, SH., ap sif , 9

 Bank Pembuka / Opening Bank / Issuing Bank adalah bank yang berdasarkan permintaan, membuka
fasiiitas L/C, (Art 2 UICP 8803
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ditarik tersebut asal sesuail dan memenuhl semua syaral yang fercantum di dalam

surat tersebut,

BNI merupakan salah saty bank yang melayani pembukaan fasilitas L/C bags
nasabahnya. Menyadari pentingnyz peran bank dalam perdagangan internasional
maka BNI ikut serta mendukung perdagangan intemasional dengan melayani
penibukaan fasilitas L/C bagi nasabahnya. Nasabah pemohon fasilitas L/C di BNI
adalah nasabah simpanan dan nasabash pinjaman.

Secara garis besar BNI mengenal jenis L/C sesval dengan UCPDC dan prakiek
perdagangan internasional , yaitu sebagai berikut = ©

Berdasarkan penerbitannya :

Revocable, LIC ini bersifat dapat ditarik kembali dan tidsk mengikat pihak manapun
oleh karena itn L/C jenis ini mengandung resiko sebab sewalau- wakiu pada szat
‘barang didalam perjalanan ateu sebelum dokumen diajukan atau walaupun dekumen
telal diajukan tetapi diadakan pembayaran, L/C ini dapat diubab atau dibatalkan
sepihak tanpa sepengetahuan pihak lainnya %

Jrrevocable, dalam L/C ini bank pembuka L/C menyatakan janji yang tidak dapat
ditarik kembali untuk membayar atau mengaksep wesel yvang diajukan dengan

dokumen- dokumen yang sesuai dengan syarat- syarat LIC®

Dengan diberfakukannya UCP 600 dimana BNI adalah bank yeng tunduk pada
ketentuan nasiona! dan internasional yang diakui maka L/C yang berlaku di BNI
adalah hanya L/C irrevocable saja. ™

Berdasarkan hak tagih, 7vansferable 1/7C, ysitu LJC yang memperkenankan

beneficiary pertama yang tercantum dalam L/C untuk meminta nominaieed bark®

5 Buku Pedoman Perusahazn PT. Bank Negara Indonesis (Persero) Tk, Hukum Perkreditan 11, 2004,
2 Charles del Busto, JCC Guide To ... , op cf, p.36

¥ Ibid, p.36

5 o sredit s irrevocabie even if there is no indication to that effect. {Art 3 UCE 600)
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memindahkan sebagian atau seluruh nilai L/C kepada beneficiary lain, . L/C hanya
dapat diterbitkan sebagai transferable L/C jike ada instruksi khusus dari applicant
LAC {importir )

Berdasarkan jaminan pembayaran dikenal :

Confirmed L/C, kepastian pembayaran dijamin oleh confirming bank % dan bank
penerbit. Bank pengkonfirmasi tidak memiliki hak regres (right of recourse)”
terhadap penerima, walaupun cara pembayaran L/C atas dasar negosiasi. Hak regres
tersebut baru muncul jika dilakuken pembayaran kepada penerima dengan under

reserve™ atau dengan penandatanganan letter of indemnity® oleh penerima,
Unconfirmed L/C, LIC yang diterbitkan hanya dijamin oleh issuing bank saja.

Berdasarkan tenor pembayaran dikenal dua macam L/C, vaitu

Sight L/, yaitu mensyaratkan pembayaran dapat dilakukan pada sast dokumen
dipresenfir kepada bank yang ditunjuk dan dokumen tersebut telah sesuai dengan
syarat yang ditentukan dalam L/C,

{Usance L/C, yaitu L/C yang mengandung syarat pembayaran berjangka. Pembayaran

akan dilakukan pada saat jatuh tempo atau diskonto atas banker's acceptance.

Berdasarkan cara pengambilalihannya dikenal
Restricted LAC, suata L/C yang membatasi/ menentukan bank yang dapat melakukan
pembayaran, akseptasi atau negosisi atas wesel vang ditarik berdasarkan L/C

tersebut,

 bank yang diberi kuass oleh ixsuing bank urtuk mengambi! alil nilal dokumen L/C yang diaiukan oleh
Seneficiary sesuai dengan syarat dan kondisi L/C {Ant 2 UCP 600)

“ Bank yang turut mergamin pembayaran LC (Art 2 UCP 660

® Ramian Ginting, Letter of Credit Tinjauan ....., op cit, . 141 menyebulkan Rancangan Peraturan BI No.2/
o PBIZZ0006 po.1 ¥ Hak ragres adalsh hak negoiforing dank (bonk yong melskokan negosiasi} anivk
meminta pengembalian permbayaran darl penerima

% parmian Ginting, Transaksi Bisnix ... , op if, h.55« 56 menyebutkan ¢ jargi merebayar kembali yang
wrumrys dilakoken secars lisan

®Ibi¢, menyebutkan : nassbah menandalangani permyataan bersedia membayar kembali kepads confirming
hark, merupakan suaty bentuk penjaminen.
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Unrestricted L/, suatn L/C yang tidak membatasi/ menetukan bank yang dapat
melakukan pernbayaran, skseptasi, negosiasi atas wesel yang ditarik berdasarkan
LAC tersebut.

Berdasarkan tujuarmyas, yaitu sebagai berikut:
Commercial LAC, tujuannyz menjadi sarana pembayaran dalam suatu transaksi jual
beli sehingga akan memperoleh pembayaran atag dasar suatu presentasi yang

dibuktikan dengan dokumen yang disyaratkan dalam L/C,

Standby L/C, diterbitkan untuk berjaga- jaga terhadap kemungkinan adanya
wanprestasi dan jika teriadi wanprestay tersebut maka LAC dapat direalizas

penarikannya.”™
Berdasarkan cara reimbursenent

Clean Reimbursement, LIC yang mensyaratkan penagihan pembayarannya dilakukan
kepada reimbursing bank apabila dolaunen tglah memenuhi syarat L/C tanpa adanya

penerimaan dokumen terlebik dahulu oleh issuing bank.”

Documentary Reimbursemeni, LIC vang mensyaratkar penagihan pembayarannya
kepada issuing bank apabils dokumen telah memenuh] svarat 1/C dan dokumen

teriebih dahulu diterima oleh issuing bank,

Berdasarkan jenis dokumennya
Documentary Lettzr of Credit, L/C vang mensyaratkan dokumen finansial diserta

dokumen komersial.

Clean Letter of Credit, 1L/C yang hanya mensyaratkan dokumen finansial saja tanps

dokumen komersial.

™ Cotlections and Docwumentary Credits, Revised &Updoted, (London: Euromoney DC Gardner
Warkbook), p.26

¥ Pelaksanaan pembayaran antar bank {bank to reimbuorsement) selanjotnya mengacu pada Uniform Rules
for Bank {2 Baok Reimburserasat, ICC Pub. 524
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Berdasarkan skema transaksinya

Back to Back L/C, L/C yang diterbitkan atas permintaan beneficiary suaw L/C yang
dijaminkan sebaal Master [/C. Masing masing issuing bank wajib melakukan
pembayaran atas LAC yang diterbitkannya. L/C jenis ini biasanya digunakan dalam
perdagangan segitiga.”

Revolving LAC, suatu L/C yang berdasarkan syarat- syaratnya dapat diperbsharui
atau dinyatakan berfaku kembali dalam kaitan “jangka wakin” dan “nilai L/C” secary
otomatis tanpa memerlukan perubahan khusus pada L/C tersebut.

Red Clause 1/C, mengandung syarat bepeficiary dapat menarik pembayaran uang

muka sebelum dilakukan pengapalan barang.

UPAS L/C, L/C yang diterbitkan dengan syamat pembayarannya kepada beneficiary
dilakukan atas uwnjuk {sigh), namun pelaksenaan settlemennya oleh pemochon/

applicant dilakukan secara berjangka (usance)

SKBDN, Surat Kredit Berdokumen Dalam Negert i merupakan L/C yang berlake
secara nasional. Pelaksanazn SKBDN sebagai L/C domestik mengecu pada
Peraturan Bank Indongsia No.5/6/PBL2003 tanggal 02 Mei 2003 temtang Surat
Kredit Berdokumen Dalam Negerh?z

3. PEMAHAMAN BANK

LIC merupakan salah satu jasa yvang diberikan bank kepada nzsabahnya dan hanya
bank devisa saja yang memperoleh ijin untuk melakukan proses penerbitan fasilitas
L/C karena bank devisa adalah bank yang mendapatkan ijin dari Bank Indonesia
selaky bank sentral untuk melekukan jasa transeksi yang berbubungan dengan

sejuruh mata vang asing atau jass bank ke luar negeri, ™ lasa yang disediakan oleh

B Amir M8, Letter of Credit: Dengan Pembahasan Khusus Mengenoi Standby LC Dalam Bisnis Bkspor
fmpor , cet.], (Jakaria : PPM, 20053, h.13

# Achmad Ruskn dan Nyoman Suastini, op eif

* Kasmir, SE., MM, , op ¢if, h.8
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bank selaku bank devisa antara lain adalah transfer ke luar negeri, inkaso keluar

negeri, ravellers chegue, pembukaan dan pembayaran L/C." Demikian BNI sebagai

bank yang memperoleh iim sebagai bank devisa torut serta mendukung perdagangan

internasional dengan melayani penerbitan L/C bagi nasabahnya.

Pihak pihek yang terkait dalam transaksi Documentary Credit/ Letter of Credit

yaitu:"®

L

Issuing Bank/ Qpening Bank

Bank yang menetbitkan L/C atas permintsan/ instruksi applicent atau atas
namarya sendiri. |

Beneficiory

Pihak penerirna L/C yang berhak menerima pembayaran dari issuing bank
Confirming Bank

Bank selain isswing bank yang mengikatksn diri untuk ikut menjamin
pembayaran alas suatu LAC yang diterbitkan oleh issuing bank

Applicant

Pihak yang mengajukan permchonan/ pemberi instruksi dalam pembukaan
suatu L/C.

Advising Bank

Bank vang ditunjuk oleh isswing bank untuk menerima dan meneruskan LAC
kepada beneficiary secara langsung atau melalvi bank lain.

Nominated Bank

Bank yang diberi kuasa oleh issuing bank untuk membayar atau menegosiasi
atau mengaksep dan membayar atas dokumen- dokumen sepanjang syarat-
syarat kondisi L/C dipenuhi,

Tremsfering Bank

Bank yang melakukan pengalihan {transfer) L/C atas permintaan beneficiary
L/C kepada beneficiary ainnya.

" 8. Tamer Cavusgil, Gary Knight, and John R, Riesenberger, op ¢if, p.81
7 Soepriye Andhibrote, op e, h.S1
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Negotiating Bank
Bank yang diberi kuasa oleh issuing bank untuk mengambil alib nilai dokumen

L/C yang digjukan oleh beneficiary sesuai dengan syarat dan kondisi L/C.

$.  Accepting Bank
Bank vang diberi kuasa oleh issuing barnk uniuk melakukan zksepiasi wesel
dan membayar pada saat jatuh tempo dengan Syarat kondisi L/C dipenuhi.

16, Claiming Bank
Bank vyang diberl kuasa untuk membayar, melaksanakan pembayaran
kemudian, mengaksep wesel, atau menegosiasi atas suatu L/C dan melakukan
reimbursernent claim kepada reimbursement bank.

i, Paying Bank
Bank yang ditunjuk oleh issuing bank umiuk melakukan pembayaran
sehubungan dengan adanva tagihan dokumen L/C.

12, Reimbursing Bank
Bank vang diberi kuasz oich lssuing bank untuk melakulan penggantian
pembayaran {eimbursement) atas tagihan dokumen L/C yang diajukan oleh
claiming bank sesuai dengan reimbursement authorization yang dikeluarkan
oleh izsuing dank

13, Qrdering Bark
Bank yang memberi kuasa kepada bank lain untuk membuka L/C.

14.  Transferor
Beneficiary yang meminta kepada tronsfering bank untuk mengansfer LAC
tersebut ke bencficiary lain (ransferee]

15, Transferee
Pihak vyang menerima transfer L/C, umumnya disebut beneficiary lain atau
beneficiary kedua.
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B. STRUKTUR ORGANISAS]

Sebagai bentuk perusahaan, BNI"" memiliki struktur organisasi yang bertujuan
menunjang jalaanya kegiatan perusahaan dan menjalankan fungsi koordinasi
Masing- masing unit organisasi memikiki tugas dan tanggung jawab yang berbeda
sesuai dengan kewenangan yang telah diberikan. Strukiur organisasi juga
menggambarkan sistem manajemen kepegawaian dan membantu anggota suaty
organisasi untuk :

1. Memahami fungsi, tugas dan tenggung jawab serta batas- batas wewenang dan
tangpung jawab tersebut,

2. Membantu pegawal/ anggola organisasi untuk melaksanakan koordinasi
dengan unit fimgsional terkait dengan penyelesaian tugas/ pekerjaan masing-
masing.

3. Membantn pegawai memehami Kebijaksanaan sistem dan prosedur yang
berlaku di perusahaan secara menyeluruh dan terpadu (integral}.

4. Sebagai media pengembangan dan atau peningkatan kemampuan, pengetahuan,
ketrampilan, dan pengalaman pegawal,

5. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja pegawai serta memberi
kernudahan dan arahan dalam melaksanakan tugas, fungsidan tanggung
jawabnya.

77 yrwwbpi.codd PT Bank Negara Indonesia (Persero) Thk mulanya didirikan di Indonesia sebagai Bank
genra). Scianjutnys berdasarkan Undang-Undssg No. 17 whun 1963, BN ditetapkan menisdl “Bank
Negara Indonesia 19487, dan stetusnya meniadi Bank Umuom Milk Negarz yang berfungsi sebapsi bank
umum (middie dan retail). Seislan dengan fungei terzzbut maks BNI membuka csbang luar negoerd.

Bank asing yang membuks habungan koresponden awalnya adalah Overseas Chinese Banking Corporation
Limited (Singspura & Hongkong), Amsterdamsche Bank NV {Amsierdam) dan Banker Trust Company
{Kow York). Kantor Pusat BRI berlokasi di J1. Jesderal Sudirman Kav. 1, Jakarta. Pada whun 2607 BNI
melakukan program geivatisnsi sejalan dengan keloginan otoritas moneter (Bank Indonesia} yang
mengharuskan bank-bank beroperasi di Indonesis memenuhi standar baru permodalannys sesual Arsitekir
Parbankan Indonesis (AP

% Buku Pedoman CGrganisasi BNI, INIGITS/REN, tangpal 02-10-1998, Indeks BO1- 02
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Berkaitan dengan prosedur pembuatan L/C di BNI melibatkan beberapa unit
organisasi terfentu. Berikut akan diberikan sedikit gambaran mengenai stroktor

organisasi di BN terutama yang berkaitan dengan fasilitas LAC.

Direltur Utama membawahi 1 (satn) Wakil Direktur dan 7 {tujuh) direktur lainnya
yaitu Manajemen Resiko; Kepatuhan, Hukum dan SDM; Operasional; Konsumer;
Usaha Kecil, Menengah dan Syariah; Korporasi; Treasury dan Private Banking,”

Kantor Cabang besrada di bawah kewenangan Direktur Operasional. Untuk
kemudahan koordinasi beberapa kantor cabang menginduk pada 1 {(satu) kantor
wilayah. Kantor cabang dan kantor wilayah ada dibawah kewenangan Divisi
Jaringan. Divisi Jarigan bertanggung jawab terhadap Direktur Operasional. Kantor
cabang salah satu tugasnya melayani pembukaan [/C dengan jaminan setoran
marginal deposit langsung bagl para nasabah simpanan atau bagi para nasabah
pinjaman dengan plafond kredit sebagai marginal deposit nya. Bagi nasabah
simpanan kantor cabang diberi kewenangan dalam bentuk limit Negosiasi Wesel
Ekspor (NWE} untuk memberikan kemudahan dengan melalui proses analisa yang

dilzkukan kantor cabang.

Layanan kredit usaha berada dibawah kewenangan Direktur Usaha Kecll, Menengah
dan Syariak. Unit kredit usaha terbagi menjadi kredit menengah dibawah Divisi
Usaha Menengah dan kredit kecil dibawah Divist Usaha Kecil, Linit Kredit ini salah
satu tugasnys memberikan plafond kredit untuk fasilitas L/C bagi para nasabah

pinjaman/ debitur yang memerlukannya.

Dalam memberikan fasilitas tersebut Unit Kredit melakukan analisa kelayzkan
terhadap debitug/ calon debitur apakah layak mendepat fasilitas keedit yang
dimohon, Jika telah memiliki fasitas kredit berjalon maka akan dianalisa apakah
cover jaminan dan kredibilitas debitur masth laysk diberikan fasilitas LAC dengan
plafon kreditnya,

* Surat Keputwsan Direksi BN Nomor KP/24YDIRAR tangpal 29 Tuni 2007
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Pivisi Internasional berada dibawah Direktur Tresuri dan Private Basking. Divisi

Internasional terbagi menjadi beberapa kelompok dengan kewenangan masing

masing yamu

Lop oW

»

Kelompok hubungan lembaga keuangan juar negeri
Relompok penunjang hubungan lembaga kevangan luar negeri
Kelompok perencanaan internasional

Kelompok pengembangan jasa luar negeri

Kelompok penunjang bisnis cabang luar negeri

Kelompok penunjang operasional cabang luar negeri

Unit vang berwenang melakukan pergurusan atas fasilitas L/C ada dibawah

kewenangan kelompok pengembangan jasz luar negeri. Divisi internasiona! vrusan

LAC memiliki fungsi pokok sebagai berikut :

3.
b,

G

Mengeiola, memproses dan melakukan fungsi administrasi transaksi ekspor.
Mengelola, memproses dan melakukan fungsi administrasi transaksi impor.
Mengelola, memproses dan melakukan fungst administrasi SKBON valuta
asing

Mengelola, memproses dan melakokan fungsi administrasi jasa luar negeri
valute asing lainnya.

Mengelola, memproses dan melalakan fungsi administrast documentary
collection atas transakst tanpa L/C,

Membantu cabang- cabang dalam memecahkan masalah transaksi ekspor,
irnpor, SKBDN valuta asing, counter guarantee, dan inkase berdckumen.
Mesmbantu pengembangan transalksi ekspor, impor, SKBDN valuta asing, jasa
perdagangan iuar negeri dan inkaso berdokumen.

Divisi Internasional juga melakukan tugas dan kewenangan lainnya selain L/C.

Demikian unit- unit terkait secara langsung dalam pembukaan fasilitas L/C. Masing-

masing berkoordinasi sesual kewenangan dan tanggung jawabnya untuk proses

perobukaan fasilitas L/C.

Liniversitas Indonesia 38

Letter Of..., Krista Kurnia, FH Ul, 2009



BAB I
TRANSAKSI LETTER OF CREDIT D) PT. BANK NEGARA INDONESIA
{(PERSERO} TBK

A.  PRINSIF DASAR L/C

Penggunaan L/C sast ini sudah merupakan hal yang menjadi kebiasaan vang berlaku
umum dalam perdegangan intermasional, L/C jugs sudah menjadi alat pembaysran

transaksi yang sering digunakan para pihak dalam perdagangan internasional.®

L/C yang diperkenalkan di Imggris pada abad ke 17 merupakan media vang
menjenbatani eksportir dan importir yang dipisahkan oleh jarak dan belum saling

mengenal dengan baik karena domisili di dua negara yang berlainan. ¥

Dengan menggunakan fasilitas L/C kepentingan importir dan eksportic lebih
terakomodir, pemenuhan kewajtban baik dari pihak importir maupun bank pembayar
dapat dialihkan kepada bank pembuka maupun bank pembayar dengan kondisi
persyaratan L/C terpenuhi sermua,

L/C walaupun sazat ini dapat dikatakan menjadi solusi dalam pembayarsn
perdagangan internasional namun tetap L/C memiliki kelebihan dan kekurangan.
Dari sisi eksportir dan importir ada jemninan pembayaran dan penerimasn barang
dengan menggunakan L/C. Dalam prakicknya L/C memiliki berbagat macam jenis
yang penggunaannyva dapat disesusikan dengan kebutvhan, Ada jenis L/C yang
dapat segera menerima pembayaran yaitu sight L/C dimana pembayaran dapat
segera diterima selama dokumen clean® Dalam Red Clause L/C*™ eksportir dapat

menerima permbayaran terlebih dabulu sebelum pengapalan barang. Kemudian Back

¥ 2¢i Setyaningsih Suwardi, $H., Inti Sori Hukum Internasione! Publik, (Bandung: Alumni, 1986), b. 20
S Tiarsim Adisasmita, op cif, k.31

* Broke Wunnicke, Diane B Wunnicke, and Pavl S, Turner, op o, p. 47.3.6 menyebutkan bakwa : kondisi
dimana dokumen vang dipresentir {diserahkan kepada bank) sesual dengan syarat yang diminta dalam LJIC
¥ Charles del Buslo, FCC Guide To ..., op cit, p A%
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to Back L/CH memberikan peluang kepada eksportir yang tidak memsiliki komoditi
untuk melakukan transaksi ekspor impor dengan pihak lin. Bagi pihak importir
sendirl ada keamanan finapsial kerena bank tidak akan melakokan pembayaran
kepada eksportir sebelum semua syarat L/C dipenubi. Hal- hal tersebut merupakan

beberapa keuntungan yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas L/C.

Di sist lain bagi pihak bank maupun shipping company tidak dapat terlibat dalam
pemeriksaan  fisik atas barang yang diekspor/ diimpor. Kondisi demikian
menimbulkan resiko bagl pihak bank terutama karena mengasumsikan kebenaran
obyek perdagangan melaiui dokumen yang diterbitkan oleh instansi yang
bersangikutan saja. Bagi beberapa eksportir dan importic penggunaan L/C dalam
perdagangan internasional sebagal sarana pembaysran juga menimbulkan biaya
vang lebih besar dan memerhukan waktn yang lebih banyak terkait pembukaan
fasititas LJC dan penyelesaian dokumen serta meialul prosedur perbanken yang
rumit. Kepastian atas obyek perdagangan yang diterima importir masib harus
divakinkan kembal dengan menggunskan jasa surveyor yang xemudian
menimbulkan biaya tambahan atas jasa surveyor tersebut,

Narmun kepastian pembayaran lebih terjamin selama syarat tercantum dalam L/C
dipenuhi dan sesual. Namun seperii telah divraikan diatas menggunakan fasilitas
L/C bukan berarti tanpa resiko bagi para pihak vang terikat didalamnya. Guna
meminimalisir resiko yang mungitin ferjadi maka motiak bagi para pihsk untuk
mengetahui secara detail kekurangan dan kelebihan L/C serta aspek hukum yang

melekat. ¥

Secara umum transaksi dengan fasilitas L/C menciptakan hubungan hukum antara
beberapa pihak sesuai dengan fungsi dan tugasnya, yaitu sebagal berikut : 86
1. Hubungan hukum antara pembeli dan penjual berdasarkan kontrak dagang

(sales contract)

® ibid, p61
M Kerut Ridjin, ap ¢ir, p.124
* M. Rafiqu! Istam, op cif, p.341

Universitas Indonesia 38

Letter Of..., Krista Kurnia, FH Ul, 2009



2. Hubungans hukum antaras pemohon dan bank penerbit berdasarkan permintaan
penerbitan L/C sebagai kontrak

3. Hubungan hukum antara bank penerbit dan penerima berdasarkan L/C sebagai
kontrak

4. FHubungan hukum antara bank penerbit dan bank penerus berdasarkan kontrak
keagenan,

5. Hubungan hukum antara bank penerus dan peneritna berdasarkan kontrak

pembayaran L/C.

Dengan adanya soles contract menimbulkan hubungan hukem antara penjual dan
pembeli yang dengan demikizn membawa skibat terhadap pemsenuhan hak dan
kewajiban. Masing- masing pihak terikat terhadap pemenuban hak dan kewajiban
tersebut. Sales of confract dibuat anfara pihak penjsal dan pembeli untuk

menstapkan ¢

1. Syarat mengenai barang (terms gf goods)
2. Syarat penyerahan (ferms of delfivery)

3. Syarat pembayaran (ferms éj paymernt}
4, Syarat dokumen (documentation} *

Sales controcs merupakan suatu dasar terjadinya transaks! ekspor impor antara
penjual dan pembeli yang ofomatis menciptakan hubungan antar negara. Kontrak
dibuat dengan mengacu kepada Hukum Perdata Internasional dengan memberikan
kebebasan berkoptrak antara pars pihak untk menciptakan kesepskatan bersama
dengan tetap memperhatikan kaidah hukum yang berlaku wmum dan tidak
bertentangan dengan kepentingan internasional. (feedom of comtract, choice of law,

choice of forum). %

*! pelatihan Transaktsi Internasional Modul 11 { Makalah disempefian pada Pelatihan Transaksi Luar Negeri
PT. Bank Negars Indonesis, Jakastg, September 2008 )
™ Sri Setianingsih Suwardi, SH, op ¢if, h.10
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Walaupun bank tidak melakukan intervensi sampai pada proses dibuatnya kontrak
dagang namun perlu diperhatikan juga bahwa pada prinsipnyas kontrak dagang tetap
merupakan kesspakatan bersama antara para pthak yang kemudian meniadi hukum
bagi keduanya yang pada dasarnya terdapat kesepakatan mengenai hal tertentu yang
halal, Ditinjau dari hukum nasional Indonesia hal ini memenuhi ketentuan dalam
Kitab Undang- Undang Hukum Perdata pasal 1320 mengenai syarat sahnya suatu

perjanjian dimana harus memenuhi syarat- syaraf sebagai berikut

Ada kesepakatan diantara para pihak yang terikat dalam perjanjian dalam hal ind
berarti kesepakatan pembeli dan penjual yang dicantumkan dalam soles contract,
Jika telah muncul sepakat dalam perjanjian maka perjanjian berlaku sebagai hukum
bagl kedua pihak. Hal ini berkaitan dengan asas kekuatan mengikat dari suatu
perjanjian (pacta sunt servanda).” Asas ini dapat dilihat keterkaitannya dengan
pasal 1338 ayat {1) Kitab Undang- Undang Hukum Perdats, bshwa perjaniian
herlaku sebagal undang undang bagi pembuatnya. Jadi apa yang disepakati wajib
ditasii. Kewaiiban untuk melaksanakan isi perjanjian merupakan kewajiban hukum
yang berarti pelaksenaannya dapat dituniut melaini institosi hukum  vang
berwenang ”°

Kemudian syarat mengenai kecakapan subyek hukum artinya baik subyelk hukum
tersebut adalah perorangsn atau badan usaha harus memenuhi ketentuan cakap
secara hukum. Bagi subyek hukum perorangan berarti telah mencapai umur dewasa
dan tidak berada di bawah pengampuan,

Suats perianilan juga harus memuat suain hal terfentu yang menjadi obyek
perjanfian. Terkzait dengan sales cowmfract sntara pernbeli dan pemjual harus
memperhatikan apakah obyek perdagangan baik jasa dan terutama barang tidek
dilarang oleh peraturan nasional dan internasional mengenai barang- barang yang

dilarang dalam perdagangan internasional. Di Indonesia ada peraturan menteri yang

8 tan Rambarg, opcit , p.4R52
M 1. Satrio SH , Hukum Perikaian: Perikaton Foda Umumnya, cet I¥, (Bandung : PT. Alumni 1589) ,h. 29
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mengatur ketentuan umum barapg- barang vang diawasi dan dilarang ekspornya.
Tentu saja bank sebagai pemberi fasilitas L/C harus memperhatikan ketentuan ini.
Baik pembeli maupun penjual juga harus mematuhi peraturan nasional dan
internasional yang mengatur obyek perdagangan supaya terpenuhi syarat perjanjian
(sales contraci} mengenai causa yang halal, yang dapat diartikan bahwa cbyek
dalam perjaniian tidak boleh bertentangan dengan undang- undang dan kebiasaan

L.

Materi dalam sales confract jugs mencakup pilihan hukum dimana ditentukan
domisili dan pilihan hukum jika terjadi perselisihan atau wanprestasi mengenai
penyelesaian kontrak tersebut, Biasanya disepakati pula aiternatif penyelesaian atas
perselisiban yang mungkin timbul di kemudian hari. (lex loci contractus, lex Joci

solutionis, the closest and most real conngction theory).”

Jadi dapat disimpulkan bahwa sales comtract merupakan cikal bakal fimbulnya
transaksj ekspor impor sampai dengan penyslesaian yang diharapkan. Kemudian
jika sales contract menyatakan bahwa pembavaran akan dilakvkan dengan
menggunakan fasilitas L/C maka sebagai skibatnya akan muncul hubungan hukem
antara bank penerbit (issuing bank} dan pemohon L/C {applicans),

Hubungan hukum antara pemohon L/C dan bank penerbit muncul atas dasar
permintaan penerbitan L/C oleh pemohon L/C kepada bank penerbit. Permintaan
penerbitan L/C diajukan sebagai akibat kesepakatan pembayaran {ferm of paymernt)
antara penjual dan pembeli yang teriuang dalam kontrak dagang (soles contracl).
Jika syarat dan kondist pemohon sesuai dengan prosedur pembukaan L/C pada bank
penerbit maka bank penerbit akan menerbitkan L/C. Namun permohonan penerbitan
L/C tetap merupakan suatu hal yang berdiri sendir} dan terpisah dari kontrak degang

antara penjual dan pembeli.

¥ M. Rafiqu! Islam, op cit, p.350
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Sebelum permohonan L/C diproses oleh bank penerbit sebelumnya pemohan harus
mengisi format permintaan penerbitan L/C yang secara nasional telah ditetapkan
oleh Bank Indonesia sehingga keberadaannya seragam pada semua bank penerbit,
Formulir permohonan penerbitan 1/C juge merppakan salah satw  standard
operasional perbankan guna memenuhi prinsip Know Your Customer (KYC)
Namun terhitung sejak tanggal 4 Juni 1996 Bank Indonesia memberikan kebebasan
kepada semua bank devisa untuk menambahkan klavsul- klausul lain sesuai dengan
kebutuhan bank penerbit dan pemohon, sehingga materi cakupan format permintaan
penerbitan L/C dapat diperiuas.” Permintaan penerbitan 1/C ini yang kemudian
menjadi dasar adanya hubungan hukum antara bank penerbit dan pemohon.

Permintaan penerbitan L/C diatur oleh hulkum nasional masing- masing negars yang
dalam hal- hal tertentu berbeda dengan negara lainnya, Tetapi hakekat permintaan
penerbitan LAC secara internasional adalah sama yaitu bank penerbit menerbitkan
LA karena pemohon berjanji membayar kembali nilei L/C kepada bank penerbit
yeng melakukan pembayaran baik secara lapgsung maupun melalui bank yang
ditunink oleh penerima {(beneficiary). Jadi di sini bank mengikatkan diri untuk
mejakokan pembayaran atas dasar penycrahan dokumen yang diisyarstkan yang
diwujudkan dengan penerbitan L/C. Penerbitan L/C merupakan perikatan yang

mendahului terjadinya akseptasi draft atan pembayaran,

Secara teknis bank penerbit dalam hal inj BNY akan menyetujui pembukaan L/C jika
pemohon adalah nasabah bank penerbit dengan rekaman transaksi baik dan untuk
keperluan penerbitan LAC maka harus ada svate jaminan pembayaran sejumish
nominal L/C dari pemohan.” Jaminan ini lazim disebut marginal deposit yang dapat
berupa jaminan langsung sebesar nominal 1/C fuéf cover dari pemohon atau dapat
berupa fasilitas pembiayaan dari bank penecrbit. Belaip itu pemohon juga harus

menyeiesaikan sgjumlah biava administrasi pembustan L/C yang jumlabnya

= Dr, Ramlan Ginting, SH., LLM., Letter of Credit Tinjauen ........., op oit, b, 87

% Buku Pedoman Perusahaan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Thk, 2007. Syarat ini ditetapkan oleh
BNI sebagel upaya untuk meminimalisir resike veng terjnd} dan guna memenuhi prinsip Krow Your
Customer,
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disesuaikan dengan kebijakan intern masing- masing bank.** Di BNI biaya
administrast untuk penerbitan L/C adalah sejumlah 1/8 (satu per delapan) % dari
jumiah nominal L/C yang dimchen dengan ketentuan minimal USD 10 ateu
ekuivalennya. Jika disepakati bersama antara para pihak maka L/C dapat diberikan
kelonggaran yang tercantum dalam kiausul L/C sampai sejumlah +/- (plus mious) 10
{sepuluh} % dari jumlah nominal/ kuantitas/ harga saivan yang meniadi dasar dalam
L/C. Kondisi ini ditunjukan dengan penulisan nominal yang didepannya terdapat
kats “about™ / “circa™ / “approximately”. Selain itu pemohon L/C akan dikenakan
biaya telex sebesar USD 10 atau ekuivalennya.

Jika nasabah adalah debitur dengan fasilitas pembiayaan di BNI maka marginal
deposit yang harus disediskan biasanya hanya 10 (sepulub) % dari nominal L/C
sedangkan sisanya akan diperhitungkan dari plafond fasilitas pembiaysannya.
MNamun jika nasabah bukan debitur yang memiliki fasilitas pembiayaan di BNi maka
harus menyedizkan dapa sebesar nominal L/C sebagal morginal deposit atss
penerbitan LAC vang dimohon ®

Dalam prakiek perbankan secara internasional dikenal kebiasaan bahwa bank
penerbit menerbitkan L/C kepada penerima sesuat dengan permohonan penerbitan
L/C dari pemchon. Jika bank penerbit melakukan penyimpangan maka bank
penerbit bertanggung jawab akan resiko yang mungkin timbul dari tindakannya.
Pemohon hanya bertanggung jawab sebatas isi permintaan penerbitan L/C. Pemchon
berhak menolak pembsvaran kembali kepada bank penerbit terhadap L/C yang
diterbitkan bank tersebut jika menyimpang dari permintaan peperbitan L/C. Hal ini
sejalan dengan 7rust Theory yvang menyaleken babwa dana pemohon yang
dibayarkan langsung kepada bank penerbit merupakan dana khusus yang

dimaksudkan untuk digunakan sebagai pembayaran kepada pemegang wesel batk itu

* Rroke Wunnicke, Diane B. Wunnicke, and Paul S. Tumer, speit,p271 10,18
M. Bahsan, SH., SE., ap it h. 131
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penerima atav bank pengaksep yang telah melakukan pembayaran L/C kepada

penerima. Bank penerbit berfungsi sebapai trustee.”

Hubungan hukur lain vang tefjadi sebagai akibat transaksi L/C adalah hubugan
hukurn antara bank penerbit (issuing bowky dan penerima L/C (bemeficiary).
Hubungen hukum ini lahir atas dasar L/C yang diterbitkan oleh bank penerbit yang
disetujnl oleh penerima vang mana persetujuan itu dianggap ada dengan penyerahan
dokumen- dokumen vang disyaratkan dalam L/C. Sebelum L/C disetujui oleh
penerima maka L/C merupakan kontrak septhak dari bank penerbit yang tidak
mengikat penerima. Walaupun L/C diterbitkan atas dasar pemintaan penerbitan
fasilitas 1./C dari pemohon (gpplicant) kepada bank penerbit, namun kontrak antara

bank penerbit dan penerima merupakan hal yang berdici sendiri.

Hak dan kewajiban penerima dan baok penerbit diatur dalam UCPDC sepanjang
dinyatakan bshwa L/C tunduk pada UCPDC. MNamun tidak selamanya semua
ketentuan dalam UCPDC dipakai oleh para pihak. Para pihak dapat secara bebas
menyatakan L/C yang mereka gunakan tunduk pada ketentuan UCPDRC secara
keseluruhan atau hanya secara partial saja. Selain itu L/C dapat pula berisi klausul
tersendint di luar L/C vang kemudian berdaku sebagai hukum bagi para pihak yang
ferlibat. Namun jika ada perbedaan antara klausul dalam L/C dan kebiasaan pada
UCPIIC maka sesuai prinsip “lex speciali deragate lex general?” maka yang berlaku
adalaly kescpakatan antarz pmra pibak. Pengaturan seperti inl sesual dengan asas

kebebasan berkontrak yang dikenal secara intemasional ”’

Hak dan kewsajiban bank penerbit dan penerima terutama berkenaan dengan
masakah- masalah L/C yang tidak diatur dalam UCPDC dan L/C tunduk pada hukum
nasional. Penetuan hukum nasional tersebut dilakukan atas dasar klausul piiihen
hukum dalam L/C atau berdasarkan teori penentuan hukum nasional yang berlaku

bagi 1/C yang dilakuken oleh hakim maupun kebiagaan internasional. Terlepas dari

* Marjanne Teemorshuizen, Komus Hukum Belande- Indonesia, orang/ pihak yang diberikan kepercaysan
memegang milik atas barang- barang pihak lain,
? tar Ramberg, opeir, p.i7.1.1
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LAC tunduk atau tidak pada UCPDC atan L/C tunduk pada sekaligus pada UCPDC
dan hukum nasional, hakekat L/C adalah janji pembavaran dari bank penerbir
kepada bank penerima, Bank penerbit melakukan pembayaran kepads penerima

selama dokumen sesuaj dengan syarat L/C, Hal ini sejalan dengan Agency Theory
dan Seifer’s Offer Theory.

Menurut Agency Theory, dalam kontrak penjuslan terdapat kuasa secara tersirat dar
penjual kepada pembell untuk melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan
pembayaran dalam kontrak penjualan. Sehubungas dengan hal tersebut pembeli
yang mengupayakan penerbitan L/C ontuk kepentingan penjual dapat dianggap
sebagal agen penjual. L/C tersebut merupakan tambahan terhadap konirak penjualan
atas dasar mana bank berianii untuk membayar harga penjualan kepada penjual
sepanjang penjual menyerahkan dokumen yang sesuai dari barang yang
bersangkutan {document of title}.

Sementara menurut Seller s Offer Theory, penjnal menawarkan untuk menyerahkan
dokumen atas obyek perdagangan kepada bank pembayar vang membayarkan wesel
penjual, Hal ini distur dalam kontrak dagang vyang tidak dapat dibatalkan.
Pembayaran oleb bank penerbit kepada penerima melalui bank pembayar ditakukan

baik dengan negosiasi maupun collection.

Hubungan hukum lain yang muncul adalah hubengan hukum antara bank penerbit
(issuing bank) dun bank penerus. Bank penerus disini dapat berperan sebagai

advising bank ® | confirming bank*®,

¥ Article  UCPDC 600, Advising of Credits and Amendments

a, A oredit and any smendment may be advised & & beneficiary through an advising bank, An advising bank
that s ot 2 confirming bank advises the credit and any amendment without any vaderiaking 1o honour or
negotiate.

b. By advising the credit or amendment, the sdvising bank signifies that It has satishied itself as 1o the
appareat authenticity of the ¢redit or amendment and that the advice accurately reflecis the terms ang
gonditions of the credit or amendment receivad.

Lniversitas Indonesia 45

Letter Of..., Krista Kurnia, FH Ul, 2009



negotiotingl nominateed bonk (srticle 12 UCPDC 600)'%®

c, An sdviging bank may ufilize the services of another bank ("second advising bank®) to advise the credit
and any smendment to the beneficlary. By sdvising the eredit or amendment, the sssond advising bank
signifies thai it hins satisfied itself as 16 the apparent suthenticity of the advies # has reveived and that the
advice accurately refiecty the terme snd conditions of the credit or amendment received,

d. A bank wiilizing the services of an advising bask or second adviging bank 10 advise a credit must use the
same bank 10 advise any amendment thereto.

. If a bank is requesied to advise a credi or amendment but elects not to do so, it must so inform, withoas
delay, the bank From which the credit, amendment or advice has been recejved,

f. If a bank is requiested to advise 4 credil or ameadment but cannot satisfy itself as to the apparent
authenticity of the credit, the amendiment or the advice, It nivst so fnform, without delay, the bank from
which the instructions appesr (o have been reesived, If the advising bankt or second advising bank elgets
nonetheless fo advise the credit or amendment, it must inform the beneficiary or second advising bank that
it has not been sble to satisfy itseif a3 to the apparent authenticity of the wrediy, the amendment or the
advige.

%8 arsicle 8 UCPDC 663, Confirming Bank Undertaking

. Provided that the stipwlaled documents are presented 1o the confirming bask or to any sther aominated
bunk and thai they constiinie a compiying presentation, the confirming bank must:

i honeur, if the eredit is availsble by

. sight payinent, deferead payment oy sccepiance with the confirting bank:

b, sight paymeat with another neminated bank and that neminated bank does not pay;

e. deforred payment with angther nominated bank and that nominated bank does not ingur #s deferred
peyment underlaking or, having incurred its deforred paymest undertaking, does notl pey at
maturity;

d. acceptancs with another nomisated bank angd that nominated bank docs not acoept a dmaft drawn on
it or, having accepied & draft drawn on it, doss not pay at maturity;

¢, nagotiation with another nominated bank and that nominated bank doss not negotiste,

il. negotiate, without recourse, ¥ the credit is svailable by negotiation with the confirming bank,

b. A confirming bank s irrevocably bound o bonsur or negotiate as of the time 8 adds its confirmation o
the credit.

¢. A confirming bank undertakees o reimburse another nominaled bank that has honoured or negotinted 2
compiying presentation end forwarded the documents to the confirming bank. Reimbursement for the
amount of 3 complying presendation under 5 eredit available by aceepiance or deferred payment is due at
muriveily, whether or sot another nominsted bank prepaid or purchased before maturity. & confirming
bank’s underiaking o reimburge snsther nominated bank is independent of the confirming bank's
undertsking o the beneficiary,

4. If a bank is avthorized or requestsd by the issuing bank to confirm & ¢radit but is net prepared to do so, it
just inform the fssving bank without delay and migy advise the credit withowt confirmation.

" Nomination

a. Unless ¢ nominated bank is the confirming bank, sn euthorization o hoaour or negotiate does nol imgoss
any oblipation on that nominated bank to honour or begotinte, except when expressly agreed to by thal
nominated bank and so communicated to the beneficiary.

b, By nominating a bank to accept 3 draft or ingwr g deferred payment undertaking, an issuing bank
authorizes that nominated bank 1o prepay or purchase a draft accepted or a deferred payment undertaking
incsirred by that nominated bank.

&. Receipt or examination and forwarding of documents by = nominated bank that is not a confimming baak
does not make that nominasted bank liable to hoeour or negotiale, nor dows it constituie honour or
negatiation,
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Hubungan hukum terjadi berdasarkan pada instruksi bank penerbit kepada bank
penerus untuk menervskan L/C berdasarkan hubungan keagenan dimana bank
penerbit bertindak sebagai principal dan bank penerus bertindak sebagai agen.
Hubungan ini juga tersdi jika diantara bank tersebut memiliki hobungan
koresponden. Hak dan kewajiban antar bank diatur dalam instruksi bank penerbit
yang tercantum dalam L/C, dan tercantum dalam UCPDC jika L/C tersebut
menyatakan tunduk pada UCPDC. Dalam UCPDC diatur hak dan kewajiban bank-
bank dalem melakukan penerusan dan perubshan L/C kepads penerima. lika bank
hanya bertindak sebagai bank penerus (odvising bark) maka bank tidak
berkewajiban untuk melekukan pembayaran, negosiasi, atau akseptasi lerhadap

wesel penerima,

Namun jika bank penerus juga merupakan bank vang melakukan konfimasi
{confirming bank} male ada kewajiban yang melekat pada confirming bank sama
seperti bask penerbit yaitn metakokan pembayaran, negosiasi, atay akseptasl wesel
terhadap penerima. Maka sebagai konsekuensinya comfirming bank wajib
melakukan pengecekan terhadap detail L/C termasuk dokumen yang dipresenti
apakah telah sesuai dengan syarat yang tercantum dalam [J/C sehingga dapat

dilakukan pembayaran, negosiasi, atau akseptasi.

Baik bank penerbit (issuing bank} dan bank vang melakukan konfirmasi (confirming
bank}y sama- sama memiliki fanggung jawab terhadapn pembayaran 1L/C yaitu
pembayaran atas L/C dapat dimintakan kepada salah satu bank tersebut. Pembayaran
yang dilekukan olech confirming bank wajiby dibayar kemball oleh Jssuing bank stau
reimbursing bonk yang ditunjuk oleh issuing bank.

Bank penerus berdasarkan permintaan bank penerbit dalam L/C dapat bertindak
sebagai bank yang melakukan negosiasi {negoriafing bank). Dalam kapasitasnya
sebagai negotioted bank maka ada kewsjiban melekat untuk melakukan verifikasi
dokumen yang diterima apakah telah sesuai dengan syarat L/C atau fidak. Jika
dokumen telah dinyatakan cleen maks dapat dilakukan pembayaran {negosiasi)
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dengan hak regres terhadap penerima, artinya jika kemudian negotiated bark gagal
memperoleh pembayaran kembali dari issuing bank atau reimbursing bank maka
negotiated benk dapat meomintz kembali dana yang telah dibayarkan kepada
penerima L/C. Di BNI kak regres juga memperhitungkan biaya bank dan dinyatakan
dalam surat pernyataan tertulis. Hak rcgz*esm ini merupakan suatu kebiasaan vang
berlaku umum karena pembayaran yang diterima bengficiary berasal dari negotioted

bank bukan dari issuing bank.

Bank yang diberi kuasa oleh isswing bank meniadi bank penerus tidak harus
sekaligus menjadi confirming bank dan/ atau negotiating bank. Artinya bank
penerus dapat berfungsi mumi ssbagal edvising bark saja dan fungsi lhainnya
dilakukan cleh bank lain, Tindakan bank penerus atau bank lain untuk melakukan
pembayaran, negosiasi, atau akseptasi merupakan kontrak yang mengikat {#inding

contract) terhadap issuing bank sepaniang dokumen comply with.

Dengan demikian bank penerus dapat berfungsi sebagai :

1. Advising Benk '

2, Confirming Bank '®

£ Transfering Bank

4. Negotiating Bank/Nominated Bank '™

Hubungan hukum bank penerus dan penerima (bengficiery) tergantung fungsi bank
penerus sesuai dengay syarat L/C apakah sebagal cosfirming bank, negotiated bank,
nominated benk, transfering bank. Dalam hal bank penerus berperan hanya sebatas
advising bank maks kewajibannya terhadap beneficiary hanya sebatas pada
penerusan sehingga beneficiary tidak dapat meminta pembayaran kepada advising
bank.

™ Kitab Undang Undang Hukum Dagang Pasal 142, Hak regres adalah hak vniuk menpntut pembayaran
kepada debiter regres vaitu endosan, penerbil dan avelis spabila wesel ditolak sksepiasinya atan apabila
Fada zazt jatuh temno wesel Hdak dibayar oleh terarik.

% froke Wunnicke, Diane B. Wuanicke, and Paul S. Turner, opeit, pA57. 106

3 tpid, p. 255.10.5

™ 1bid, p.259.10.7
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Jika bank penerus juga sebagai confirming bank maka selain melakukan penerusan
bank bertanggung jawab memberikan konfirmasi atag L/C sehingga dengan fungsi
ini beneficiary dapat meminta pembayaran karena kewajiban confirming bank
merupakan tambahas terhadap kewajiban pembayaran dari issuing bonk terhadap

beneficiary.

Jika bank penerus bertindak sebagal negotiated bark maka selain melakukan
penerusan L/C juga wajib melakukan pembayaran dokumen yang diajukan
beneficiary. Untuk itu negotiated bonk harus melakukan pengecekan dokumen yang
dipresentir beneficiary apakah telah sesual dengan syarat L/C. Sehingga negotioled
bark dapat meminta kembali pembayaran kepada issuing bank.

Selain bank penerus, issuing bank jupe mengikatkan diri kepada beneficiary untuk
melakukan pembavaran atas dasar penyerahan dokumen yang memenubi syarat
dalam L/C baik dengan cara membayar, melakukan akseptasi dan membayar,

memberikan kuasa kepada bank Jain untuk membayar, mengaksep, membayar.

Jika suatu bank peperus jugs diberikan halc gebagal fronsferee bank maks bank
diberi kuasa didalam L/C untuk mentransfer L/C atas permintaan bereficiary LIC ke
bengficiary lain. Predikat atas svaty bank diberikan denpan penulisan kKlausul dalam
L/C it sendirt.

Pelaksanaan pembavaran L/C tunduk pada UCPDC dan hukum nasional yang
berkaitan dengan LIC. UCPDC pada dasarya merupakan kebiasaan yang sifatnya
global atas praktek L/C sedangkan teknis pembayaran diatur hukum nasional dan
vang lebih spesifik diatur oleh peraturan intern bank dimana L/C difransaksikan.

1/C sebagai sarana pembayaran dalam perdagangan internasional memiliki prinsip

dasar sebagai berikut : /%

1. Prinsip independensi (independent principle)’™

¥ Mardy Fery, Suam Gogasan tentong Pengaturan Letter Gf Credit (L0 Datam Hukum Nasional (Upaya
Perlindungen Hukum Bagl Pengguan L), Tesis Program Pasca Sarjana Program Siudi Hukum Ekonomi
Universiias InGonesia, 2004
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L/C rnerupakan hal yang bherdiri sendiri oleb karenanya disebut sebagai
independent principle seperti telgh dijabarkan dalam hubungan hukum yang
terjadi anfara para pihak demikian ditegaskan kembali bahwa L/C adalsh
kontrak yang berdiri sendiri diluar sales confract. Ini berarti bahwa bank
sebagai penerbit 1/C sams sekall tidak terkait dengan kontrak dagang yang
dibuat antara pembeli dan penjual. Isi dari kontrak dagang dibuat oleh pembeli
dan penjual sebagai pihak yang terlepas dari bank. Namun demikian gedikit
banyak bank harus mengetahui secara garis besar mengenai kontrak dagang
fersebut lerutama barang yang menjadi obyek dalam perjanjian yang kemudian
menjadi obyek perdagangan yang dicover oleh TJ/C. Ini penting vntuk
diperhatikan karenz obyek perdagangan terutama di Indonesia diatur dalam
peraturan hukum yang memiliki akibat hukuy vang melekat pada para pihak.
Misainys jika obyek perdapangan adalah komoditi yang dilarang menurut
undang- undang maka tentn gaja akan membawa kerugian bagi kedua belah
pihak pembeli dan penjoal.

Dengan ditegaskan hahwa L/C menganut prinsip independen maka L/C adalah
kontrak vang berdiri sendis tidak dipengarchi oleh hal- hal lain ini berarti jika
terjadi perselisiban mengenai prestasi atav obyek ¢i dalam kontrak dagang
antara para pihak tidak meniadikan hal tersebut sebagai penghelang dalam
realisasi kiausul delam L/C dan  pembayaran atas L/C itu sendiri selama
dokumen dan syarat dalam 17C dapat dipenuhi. Jadi tidak dapat dibenarkan
Jika bank-nya salah satu pihak balk penjval maupun pembeli menolak
melakukan akseptasi atau pembaysran dengan alasan perselisihan kontrak

dagang.

Dengan demikian independent principie memberikan kepastian bagi pengguna
fasilitas L/C atas kewajiban bank terhadap L/C yang diterbitkan. Fungsi bank
sebagai mediator tidak terkait dengan kontrak dagang para pihak. Bank adalsh

" Broke Wunsicke, Diane B, Wunnicke, and Paul 8. Tamer, op oit, p.19.2.6
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institusi yang mandiri sehingga bank terkait dalam pembukaan fasilitas [/C
berdasarkan permohonan pembukaan L/C yang diajukan bukan berdasarkan
kontrak dagang.

2. Swrict Compliance Principle '

Seperti telah dinyatakan dalam bab sebelumnya bahwa L/C bara dapat
direalisasi jika syarat yang tercantum dalam 1/C telazh dipenuhi. Svarat- syarat
vang tertulis dalam L/C diajukan oleh pemohon L/C ssbagat klausu! yang
mengamankan kedua belah pihak pembeli dan penjual. Artinya pembeli
mendapat jaminan atas pengiriman barang yang dibelinya dan penjual juga
memperoleh jaminan atas pembayaran obyek dagang karena bank tidak zkan

melzkukan pembayaran atas L/C selama syarat belum dipenuhi.

Xarena pada dasarnya L/C adalah  surat yang menyatakan bahwa penjual
{eksporiir) penerima L/C diberi hak oleh pembeli (importir) untuk menarik
wesel (sural perintah uniuk melunasi uwang) yang dapat ditagihkan kepada
issuing bank untuk seiumiah vang vang disebut dalam surat tersebut. Bank
yang berssngkutan menjamin untuk mengakseptir wesel yang ditarik tersebut
selama sesuai dan memenubi semua syarat yang tercantum di dalam L/C

tersebut.

Bank pada prinaipnya menerima dokumen vang dipresentir dan melakukan
pemeriksaan  secara fisik maupun substansinya. Selama dokumen tersebut
sesuai (clean) dan telah mendapat akseptasi dari bank penerbit maka L/C dapat
dibayarkan kepada penerima. Dengan ditetapkannya prinsip ini dalam prakiek
penggunaan  fasilitas L/C di dumda  perdapangen internasional maka
memberikan kepastian das rasa aman kepada pihak penjual dan pihak pembel

karena kepentingannya sama- sama dijamin oleh bank sebagai mediator,

" thid, p.482.17.2
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Penerapan swrict complionce principle merupakan upays penyeragaman
prakiek pemeriksaan dokumen untuk menghindarkan timbulnya perbedaan
penafsiran para pihak yang terlibat dalam pembayaran L/C karena janji
membayar baru dilaksanakan kepada beneficiary jika syarat dalam L/C telah

dipenuhi dan presentasi dokumen telah sesual.

3. Document Converned Principle
Melalui prinsip ini ditetapkan kembali bahwa para pihak dalam LAC hanya
berurusan dengan dokumen yang menjadi persyaratan pembayaran dalam L/C
jadi bank melakukan pembayaran selama dokumen yang dipresentir sesuai
dengan syarat yang dicantumkan dalam LAC karena pengajuan dokumen
merupakan kondisi agar 1./C dapat dibayar atau diaksep dan dibayar padsa saat
jatuh tempo.'%®

Namun bank yang ditunjuk dan bertanggung jawab untuk melakukan
pembayaran dalam kerangka pelaksanaan L/C wajib mejaskukan pemeriksaan
dokumen vyang dipersyaratkan sebelumn melakukan pembayaran. Karema
issuing bank akan menolak melakukan pembayaran kembali jika bank
pembayar ternyvata melakukan pembayaran dengan kondisi dokumen tidak
sesuai kecuali telah mendapat akseptasi darl issuing bank. Jadi dengan
tanggung jawab ini bank wajib melakukan pemeriksaan secara detall untuk
meminimalisir kemungkinan wnpaid atas pembayaran [/C yang telah
dilakokan karena bDiasa terjadi bahwa fssuing dank menclzk melakukan
pembayaran kembali karena dokumen yang dipresentir tidak sesuar dengan
L/C yang diterbitkan. Dengan demikian document concerned principle dapat
dikatakan sebagai jaminan penerimaan barang kepada pembeli yang

diwajudkan dengan penyerahan dokumen yang disyaratkan.

198 art 1, Gable, Ir, “Srandby Lefires of Credit : Nomenclaturettas Confounded 4nalysis®, Law and Policy
International Buginess, Vol 12, Num 4, p. 507
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Dengan demikian apabila terjadi perbedaan antara kontrak jual beli dan obyek
perdagangan seperti pada kasus di Belgiz antara issuing bank dan eksportir
Narwegia maka bank tetap berpegang pada 1/C dan klausul yang terdapat dalam
L#C sesuai dengan prinsip dasar L/C itu sendiri. Maka putusan pengadilan komersial
di Brussel saat itu sudah tepat karena dalam L/C semus pibak yang terlibat hanya

berurusan dengan dokumen tidak dengan barang dan dokumen comply with.

B. PROSEDUR PEMBUKAAN L/C PADA PT. BANK NEGARA INDONESIA
(PERSERO) TBK

Melalui bab sebelumnya dapat diperoleh gambaran babwa bank memiliki nilal
strategis dalam inendukung perdagangan internasional. Demikian puls BNI sebagai
salah satu Badan Ussha Milik Megara yang bergerak dalam bidang perbankan harus
ikut serta mendukung perdagangan internasional. Dukungan terscbut secara nyata
diberikan melalui pemberian fasilitag L/C bagl nasabab yang memerlukan dengan

prosedur dan syarat tertentu,

Bagi BNI sendiri fastlitas L/ dan transaksi e¢kspor impor pada wmumnya
memberikan koniribusi pendapatan yang cukup besar. Hal ini kemudian memberikan
dorongan bagi BNI untuk memberikan kemudahan bagi nasabahnya untuk membuka
L/C melalei BNL Dukungan nama besar den jaringan BNI di luar negeri juga
menjadi pertimbangan tersendiri bagi nasabah untuk mempercayakan transaksi
perdagangan internasionalnyz melslui BN, Secara umum pemchen L/C harus
merupakan nasabah pada bank yang bersangkutan, demikian pula BNI mensyaratkan
hal tersebut pada para pemohon L/C. Hal ini merupakan salah satu langkah antisipasi

guna menjaga keamanan bagi pihak bank,'®

%% Roselys Hutabacat, Transaks! Elspor Fmpor, vet 3, { Jakaria: Erlanggs, 15903
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Kita semua tentu masih ingat kasus L/C BNI yang mencapai 1,7 triliun dengan
obyek perdagangan ekspor pasir kuarsa dan minyak residu dengan negara tujnan
Kenya dan beberapa negara di Afrika, Transeksi dalam kasus BNI ini merupakan
transaksi bermasalah dengan indikasi transaksi tersebut dilakukan tenpa mengikuti
keteprtnan umum L/C dan ketentuan intern BNI Transaksi usance L/C kedua grop
usaha yaﬁg menjadi bencficiary telah dinegosiasikan oleh BNI Kebayoran Bars

dengan diskonto tanpa didahului adanya skseptasi dari bank penerbit.

Di samping it dokumen-dokumen L/C mengandung penyimpangan dan negosiasi
L/C dilakukan tanpa kelengkapan dokumen Berdasarkan hasil investigasi yang
dilakukan oleh kantor besar''" BNI, para eksportir yait perusahaan-peruszhaan yang
wrmasuk Gramarindo Group dan Petindo Group ternyata telah melakukan ekspor
fiktif. Hal ini terungkap antara lain dari basil verifikasi kepada Pejabat Bez Cukai
cabang Belitung menysngkut Pemberitehuan Ekspor Barang (PEB) Gramarindo
Group dimana Pejabat Bea Cukai cabang Belitung menyatakan bahwa PEB tersebut
palsu,"

Sementara itu penyelesaian pembayaran hasil transzksi ekspor {proceed) dari
beberapa slip L/C tersebut vang telah dinegosiasikan dilakukan bukan oleh bank
pembuka LA (aswing bank), melainkan dilakukan olch para eksportir sendir
dengan cara melakukan penyetoran atae melalui pendebetan rekening para eksportir
tersebut. '

Kalau kita perhatikan satu persatu mengenai kasus L/C texsebut secara jelas dapat
kita lihat kesalahan yang mengakibatkan kerugian besar bagi BNIL. Secara teori

diketahui bahwa negosiasi maupun diskonto baru dapat dilakuksn selama isswing

1 Secara struktural BNT menyebut kantor pusatnya dengan istilah * Kantor Besar ©, Selanjutoya penulis
akan menryebit Kantor Besar untuk kantor pusat BNLL

"' Pradiote, “[iukacita Bank Kapal Layar, “ Trust (November 2003) ; 14- 15

N2 0 Momabami Kasus LAC Bank BNI dati Aspek Teknis Perbaskan * |, hused64.203.7).11/komess:
eaiS HOSekanomiZe 21493 Jem |, Seplember 2008
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bank telah melakukan akseptasi atas L/C yang diterima. Artinys issuing hank
memberikan konfirmasi bahwa atas L/C yang diterbitkan dapat dilakukan
pembayaran setelah diperoleh akseptasi dari issuing bank dan setelah ity barulah
kemudian dilakukan pembayaran dengan catatan dokumen yang digyaratkan dalam
L/C telsh diterima oleh bank dan diperiksa serta dinyatakan sesuai dengan klausul
LIC (complying presentation),

Baik menerima maupun menerbitkan L/C sangat diperfukan naluri bisnis, artinya
periu ditelaah mengenal korelasi obyek perdagangan, kebiasaan bisnis nasabah dan
negara asal tempat para pihak dalam perdagangan, Apakah hal- hal tersebut dapat
diterima secara logika atau tidak, misalnya nasabah yang secara formal memiliki
latar belakang bisnis konveksi tapi melakukan ckspor atau impor suku cadeng
otomotif perlu mendapat perhatian khusus denpan mengadakan penclitian lebih
lanjut. Kepekaan terhadap hubungan tersebut akan memperkectl kemungiinan {raud
pada suatu bank dan dengan demikian memgperkecil kemungikinan kerugian yang
akan terjadi. Penclitian lebih lanjut seharusnya dilakukan oleh BNI Kebayoran Barn
ketika. mendapati bshwa obyek perdapangan pasir kuarsa dan minyak residu

dielspor ke negara- negara di Afrika yang secarz bignis tidak masuk akal,

Kemudian ditinjau darl teknis perbankan proses penyelesaian pembayaran atas L/C
BN] Kebayoran Bara tersebut sangat jelas menunjukan penyimpangen karena
seharusnya proceed dilakukan oleh issuing bonk beik spcara langsung kepads
negotiating bank atau melalel reimbursing bank melals rekening vostro'? dan

rekening nostro''! masing- masing bank dengan didukung mekanisme SWIFT "%

"2 Buky Pedoman Perusshazn PT. Bank Negara Indonesia (Perserc) Thk, 2007, Rekening Vostro adalah
simpanan rapizh maupng valuta asing bank koresponden yang ada di Bank BNIL

'""Rake Pedoman Perusahaan PT, Bank Negara Indonesia (Perseso) Thk, 2007, Rekening Nostro adalah
situpanan valois esing BNY pada bank korespanden dalam jenis valuta yang berlaku 4f negara dimana bank
tersebut berdomisibi,

Baik rekening voslro maupes rekening nostro keduanya berfungsi wntak menyelesaikan transaksi
{settlement) baik transakst kredit, money marke, Torex, dan trade.

2 Abdul Latiff Abdul Rahim, Docwmentary Credits in International Trode, (Malaysia ; Pelanduk
Eabiications {M) Sdn Bhd ; 1950 ), p.32
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Proceed mtas svatu L/C tidak mungkin dilakukan melalui pikak denegficiary dengap

cara melakukan penyetoran langsung atau pendebetan rekening,

Pada masa terjadinya kasus tersebut struktur organisas) vang berwenang membuat
I/C berbeda dengan vang sckarang berlaku. Unit organisesi vang memiliki
kewenangan dalam membuat 1L/C telah beberapa kali mengalami perobahan, Alor
pembuatan L/C pada masa kasus 1/C Kebayoran Baru sepenuhnya menjadi
kewenangan kantor cabang karensg nominal L/C masih berada dalam limit kantor
cabang. Ini disebabkan nominal 1,7 wiliun tersebut oleh pelaku dipecah- pecah
menjadi beberapa L/C sehingpa cukup dilakukan hanya di kantor cabang. Dalam

kondisi tertentys dengan persetyjuan Kantor Wilayah.

Merangkum pein- poin yang tefah discbutkan diatas, secara singkat terjadinya kasus
L/4C BN] Kebayoran Baru tersebut lebih banyak disebabkan karena faktor Auman
error termasuk didalamnya sistem pengawasan intern.*® Kantor cabang memiliki
kewenangan penuh dalam melayani proses pembukaan L/C. Proses dimaksud yang
dilakuken di kantor cabang muial dari penerimagn aplikasi pembukaan L/C, analisa
kelayakan pagabah dan bidang usazhanya, screening dokumen L/C dan penyelesaian
transaksional atas L/C tersebut. Dan bizsanya karena keterbatasan waktu dan tenaga
di kantor cabang maka survey lapangan uniuk menocari daia pendukung atas suaty
L/C ditakukan hanya pada garis besamya saja. Sehiingga kecenderungan vang terjadi
adalah kantor casbang dalam hal pembukaan fasilitas L/C bekerja berdasarkan data

yang diberikan oleh nasabah/ calon nasabahnya.'"’

Society for Worldwide Intarbunk Financiel Telecomunicaiion. Merapakan iembaga nirlaba berbonluk
kaperasi (8C : Society Coorperation) yang menyelenggarakaa jaringan telekomunikasi dengan Komputer
antara anggotanya vang terdiri darl bank dan lembaga keaangan, Untuk pengamanan berits diguaskan Swift
Authentication Key {(SAK), yaitu kode rahasis vang dipertukarkan antara dus bank snggota SWirT,

W wun Wahyu Winasis dan Diak Amelia, “Kenags Harus BNI (Lagi}? , “ Trust (Februsr] 2006) : 28- 29
' Remy Syahdeini, “Memahami Kasus L/C Bank BNI dan Aspek Teknis®, Kompas, Kamis, § November
2003
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Belajar dari pengalaman tersebut kemudian BNI melakukan pembaharuan dalam
gistem pelayanan khususnys dalam hal ini pemberian fasilitas [/C kepada
nasabahnya. Sentralisasi pelayanan L/C diangpap merupakan solusi atag kurangnya
sistern kontrol yang selama ini terjadi selama pelayanan L/C berada di kantor
cabang. Dengan sistem sentralisasi yang ditetapkan management BNI maka

pelayanan L/C sepenuhnya berada di Kantor Besar pada Divisi Internasional.

Pelayanan dimaksud mencakup keselurshan proses pembukaan sampat dengan
penyelesaian atas L/C tersebut vang semula kesehuruhan dilakukan di kantor eabang.
Melalui sistem sentralisasi, kantor cabang tidak memiliki kewenanpan analisa dan
memutus melainkan hanya merupakan kepanjangan tangan dari Kantor Besar dalam
hal ini Divisi Internasional untuk serah terima keputusan dan presentir dokumen saja
dari dan kepada nasabah. Sistem sentralisesi ini memiliki nilai lebih den kurang yang
dt kemudian hari pada akhimya dilakukan evaluasi kembali Karena dengan sistem
sentralisasi pelayanan pemberian fasilitaz L/C menjadi lebih terbatas dalam arti

potensi nasabah kurang tergali secara maksimal.

Hal tersebut pertama disebabkan karena pasabah lebih banyak berintersksi dengan
- kantor cabang sehingga potensi ekspansi pemberian fasilitas L/C sebenarnya berada
pada kantor cabang namun karena Kenior cabang sifatnya pasif sebagai pemberi
informasi saja maka seringkali nasabal/ cazlon nasabah menjadi enggen
menggunakan fasiiitas L/C BNI karena informasi yang diberikan terbatas dan untuk
memperoleh keputusan bagi nasabak memakan waktu lebik Jama. Namun 4i sisi lain
sistem sentralisasi ini memiliki kelebihan yaitu kontrol monitor yang febib tegamin

bagi BNI karena terpusat pada sate onit kerja selama tidak terjadi kolusi intern,

Dengan mempertimbangkan perkembangan kebutuhan nasabah dan prospek bisnis
maka BNI melakuvkan roview atas pelayanan pembukaan fasilitas L/C yang selama
ini dilakukan secara sentral pada Divisi Internasional. Kebijakan tersebut berupa
pemberian kewenangan kepada kantor cabang untuk melakukan negosiasi wesel

ekspor dalam batas nominal fertentu yang menjadi kewenangannya, Hal imd
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kemudian disebut dengan kewenangan limit negosiasi wesel ekspor bagi kantor
cabang {Limit NWE),

C. KENDALA PENERAFAN FASILITAS LIMIT NWE DI KANTOR CABANG

Secara umum kriteria eksportir dapat dibedakan menjadi 2 (dua} bagian, yaitu :

l.  Nasabah Debitor ''®
Nasabah yang telah mendapatkan fasilitas kredit langsung dan / atau tidak
langsung,

2. Nasabah Non Debitur
Nasabah yang belum mempercleh fasilitas kredit, baik langsung maupun tidak
langsunigz. Nasabah giran, deposan di kantor cabang merupakan nasabah non
debitur.

Pembagion kewenangan fasilitas limit Negosiast Wesel Ekspor bagi nesabah
simpanan di kantor cabang dan nasabah pinjaman di Sentra Kredit merupakan
sesuafu yang baru dilakukan di BNI. Hal ini membutuhkan penyesuaian di segaia
bidang balk SDM maupun perangkat kerja pendukungnya termasuk payung
hukumnya,

Terutama untuk pelaksangan fasilitas limit NWE di kantor cabang harus banyak
dilakukan penyesuaian mengingat limit NWE merupakan fasilitas kredit tidak
langsung bagi nasabah dan calon nasabeh serta resike atas pemberian fasilitas limit
NWE melekat sepenubnya di kantor cabang sebagal eksekuotor akhir.

Dalam memberikan fasilitas limit NWE bagi nasabal/ calon nasabah di kantor
cebang dan Sentra Kredit ( debitur maupun non debitur ) harus memperhatikan ¢

Y% M. Bahsan, SH., 8B., Pengantar Analisiy Kredit Perbankan Indonesic, (Jakarta; CV. Rejeki Agung,
2003), h.10
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1. lssuing bank adalah Prime Correspondent , yaitu bank koresponden yang telah

diberikan credit line'?

120
K.

oleh BN, baik bank atan Jembaga kevangan non
ban
2. Bila issuing bank non koresponden, maka L/C tersebut harus dikonfirmasi oleh

Prime Correspondent.

Hal ini penting dilakuken demi keamanan jaminan pembayaran kembali

kewajiban yang telah dinegosiasi terlebih dahulu.

3. Harus ditetapkan limit Negosiasi Wesel Ekapor (NWE). Jadi pelaksanaan
negosiasi dilakukan sgsuat dengan limit yang masih tersedia,
4. Dilakukan Risk Assesment yang mencakup beberapa aspek yaitu :

1. Nilai ekspor diselaraskan dengan bisnis inti eksportir

2. Penilaian Coumtry Risk & Credit Standing lsswing Bank L/C. Credit
Standing ni disebut juga credit line yang merupakan batasan nominal yang
dapat dipergunakan untuk bertransaksi dengan suatu bank.

3. Penilaian tingkat risiko aiss syarat atan kondisi L/C.

4, Eksportir wajib menyerahkan dan menandatangani surat pernyataan dan
pemberian surat kuasa berkenaap dengan pengambilalihan  atan
peaibayaran wesel ekspor oleh BNL

5. Penyerahan dokumen ckspor Kepada bank dilakukan
dengan surat pengantar penyerahan dokumen,

6. Dengan diterbitkannya konvensi terbaru 600 maka prakiek perdagangan
internasional dengan 1/C tunduk kepada ULP 600 dan dengan demikian
menghapuskan UCPDC sebelumnya yaitu UCP 560.

*? Buku Pedoman Perusahaan BNI, Hukum Perkreditan Buku I, 2004

Credit Line adaleh batas maksimum tertentu yang dapat ditolerir pada suatw bank koresponden dalam
melakuian transaksi vang bertujunn untuk menmkan sekecil mungkin resiko yvang mungkin terjadi dalam
pelakeanaan transaksi dengan susiv bank. Peaetapan cradit fine alas suatn bank diperhitunghkan dengan
sumus tertentu dengan memperhatikan fakior- faldor terzentu.

Ada tigs macam jonis penggunean Oredit Line, yollu 1 money market live, copmercial line, dan foreign
exchunge (Forex) line,

Untuk keperiuan fasilifas L/C digunakan credif fing jenis commurciod line yang sosual fungsinya memong
{Ei‘gunakm pnfuk transakst komersial.

% Boki Pedoman Perusahaan BNI, Kebijakan dan Prosedur dari Strategic Business Unit Intemasional Bab
1A, 2007
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7. Negosiasi/Digkonto dengan nilai diatas USDL100,000.00 atay ekuivalennya

wajib meminta konfirmasi kepada Divisi Internasional.

Setelah dilakukan hal- hal tersebut diatas maka seyogyanya regotiated bank dapat
melakukan negosiasi stas incoming LT vang diterima, DI sini kantor ¢abang yang
berperan mengambil keputusan apakah akan dilakukan negosiasi atas incoming L/C
yang diterima atau tidak dengan memperhatikan rekomendasi dari  Divisi
Internasional, Sesual atau tidak dengan rekomendasi Divisi Internasional, kantor
cabang berhak membuat keputusan atas negosiasi suatu L/C dengan resiko yang
melekat pada kantor cabang.

Pada saat menerima berkas dari beneficlary kantor cabang BNI segera melakukan

verifikasi yang meliputi antara lain : ™

1. Issuing Bank

2, Advising Bank

3. Bentuk {form} L/C
4, = Tanggal penerbitan
5. Tanggal jah tempo

6.  Pihak applicesi dan pihak bengficiary

=~

Nilai {amount) LIC

Ly

Tempat /7 cara realisasi {avetiable with .. ... /5y ...}
9.  Pengiriman / penigapaian barang
10. Rincian pengangkutan {fransport detail}

11, Tangpal pengapalan terakhir {{atest shipping date)

2 vohanes Musegl, Perfindhngan Fhukum Torhadap Applicant Akibat Kelataian Berk Dalam Mereraphon
Standar Pemeriksaan Dokumen Pade Letter of Credit, , Skripsi Fakultas Hukurs Universitas Indonesia,
2008
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12.  Uraian barang (descriprion of goods)

13, Dokumen yang diperlukan (document required)
i4. Charges (biays)

15, Preseniation period of document

16.  Reimbursement

Hal~ hal tersebut adalah hal- hal yang harug dimonitor dan tercantum dalam

workshest masing- masing pegawai dalam membuat dan menerima L/AC,

Selain itv hal- hal yang menjadi perhatian kantor cabang dalam menggunakan
fagilitas limit N'WE antara lain adalah pertimbsngan resike pelaksanaan negosiasi
yang dilakukan dicatat sebagai beban kantor cabang artinva pencadangan kerugian
dibebankan pada pembukuan kantor cabang sampai dengan L/C proceed atau jika
ternyata teriadi resiko wnpaid maka akan menjadi kerngian kantor cabang sebagai
pemutus negosiasi.

Kantor cabang secara struktural tidak memberikan kredit kepada nasabsh baik
langsung maupun tidak langsung kecuali pelayanan garansi bank domestik fdf
cover’™ dan kredit dengan jaminan deposito yang di BNI dikenal dengan sebutan
BNI Instan.'®® Walapun secara definitif disebutkan bahiwa Hmit NWE bagi kantor
cahang adalah hal yang berbeda dengan kredit namun ada resiko keedit pada limit
NWE vang menyebabken kerancuan antara kewenangsn kantor cabang dan
kewenangan Sentra Kredit. Pembagian kewenangan ini semakin rancu dengan status

nasabah yang di satu sisi schagai nasabah pinjaman dan sekaligus nasabah simpanan.

2 Buku Pedoman Perusahaan PT. Bank Negara Indonesia (Persera) Thk, Hokum Perkreditan 11, 2004,
Caransi bank domestik adalah peeryatzan tertulis yang diterbitkan oleh bask kepada pembeed pekerjaan yang
meniadi jaminan atas pelaksanaa suaty pekerjasn sisu tender yung aken dilaksanakan oieh subyek
perarangan aiou badan usgha yang meniadi nasebah bank penerbit. Garansi bank yang diterbithan socars ]
sover artinya dengan diterbitkannya garanst banls tersebuit oleh bank maka ada suatu jaminan senilat sominal
yang tersebut pads garansi bank tersebut.

P Buko Pedoman Perusahaan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Thi, Hukum Perkreditan 11, 2004, BNI
Instan sdalah kredit dengan jaesinan deposite BN dimana nasabsh memperoleh dana pinjaman sebesar
maksimwn 90 % dari sominal deposito yang dijaminkan seizlsh memenubi persysratan yang berlaku.
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Karena ketidak-jelasan kewenangan akan berakibat pada pencadangan laba rugi
maka kantor cabang mengharapkan batasan- batasan vang jelas yang menjadi
kewenangan kantor cabang schingga dalam melakukan ekspansi fasilitas L/C bagi
nasabah kantor cabang dapat menetapkan langhksh- langkah yang tepat.

Kondisi ini menyebabkan kantor cabang lebih berhati- hati dalam memanfaatkan
fasilitas timit NWE bagi nasabah selain karena memperhitungkan laba rugi kantor
cabang juga karena perangkat perasturan dan pembagian kewenangan yang belum
diklarifikasi secara tegas. Perangka! peraturen vang berlaku caat ini belum
mendukung kantor cabang sebagai pemutus limit NWE karena secara stuktural

kewenangan kantor cabang bukan memutus kredit.

Kendala Iain terjadi seialan dengan mulai maraknya fasilitas limit NWE dimana
krisis ckonomi terjadi secara global hampir disemna negara di dunia yang
mengakibatkan guncangan pada hampir selurub sekior usaha bahkan mengakibatkan
bangkrutnya bank- bank vang selama it memilild keedibilitas yang sangat baik di
dunia. Hal ini merupakan hambatan dalam perdagangan internasional terutama
berkaitan dengan sistem pembayaran yang menggunakan LC karena dalam hal ini

bank memiliki peran yang sangaf besar,

D. RESIKO 1L/C SEBAGAY INSTRUMEN PEMBAYARAN BERDASARKAN
DOKUMEN

Dilthat dari fungsi dan kegunaannya L/C merupakan cara pembayaran dalam
perdagangan internagional yang paling ideal untuk importir dan eksportir karena
memberi jaminan bagl kedua belsh pihak. Namun demikian pembayaran denpan
menggunakan L/C juga memiliki kelemahan disniaranya wakiu yang diperlukan
menjadi lebih lama karena barus melalui prosedur perbankan yang diantaranya

adalah proses dokumen. Selsin itu prosedur perbankan tersebut tidak memberikan
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jaminan bahwa obyek dagang yang dikirimkan adalah barang- barang vang

sebenarnya dibeli'™ karena pihak bank hanya berurusan dengan dokumen saja.

Disamping ity meskipun pembayaran L/C telab dilaksanakan sesuzi dengan tata cara
dan prosedur yang berlaku baik UCPDC maupun ketentuan lainnya yang berlaku
namun di dalam praktek masih sering terjad: kasus dimana importir atau eksportir
maupun pihak bank mengalami kerugian akibat adanya kesalahan, penyimpangan,
kelalaian atau bahkan penipuan. Masalah terssbut seving menjadi persclisihan yang
menjadi kasug- kasus hukum internasional, bahkan jugs menimbuikan perselisihan

antar bank di negara eksportir den imporiir maupun bank ketiga fainnya,

Pada umumnya masalah yang terjadi adalah berupa wesel yang tidak dibavar
{unpaid bills), pembayaran yang tertunda {defay of puyment), pembayaran ganda
{double payment), penyelesaian wesel ( settlement of draft), dan peniguan {fraud) '™
dalam transaksi L/C.

Wesel- wesel yang tidak dibayar adalah wesel ekspor yang dinyatakan tidak dapat
dibayar oleh bank penerbit/ bank pembayar karena dokumen yang diterima tidak
sesual dengan persyaratan dan kondisi L/C yang bersangkutan,’™ Masalsh ini
biasanya terjadi karena adanya discrepancy (fes) atas dolumen dimana pihak bank
kurang memperhatikan detail dokumen yang mengandung penyimpangan atau
korangnya pertimbangan atas macam discrepancy yang masih dapat diperbaiki
{minor) atau tidak dapat diperbaiki {mayor).

Pembayaran yang tertunda adaiah penundaan pembayaran LAC karena alasan
pengiriman dokumen yang terlambat karena kelalaian bank, penundaan pengiriman
dokumen, dan dokumen mengandung discrepancy.’” Hal ini dapat menyebabkan
gagainya pembayaran yang dapat merugikan semus pihak baik eksportir maupun
bank. Penyelesaian wesel (settlement of draft) adalzh kesalahan advising bank dalam

2 R oselyn Hutabarat, op ¢if , h.26

12 Broke Wunnicke, Diane B. Wunnicke, and Paul S. Tumer, op ¢if , p.487.17.7
135 Roselyn Hutabarat, op cit , h.647

% 1bid, h.649
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pembayaran wesel vang tidak sesuai dengan wakto pembayaran wesel dan istruksi-
instruksi penerbitary/ pembukaan L/C,

Double payment adalah terjadinya pembayaran ganda oleh reimbursing bank karena
kurang teliti/ keteledoran issuing bank/ bank pembuka vang mengirimian
authorization to debit kepada advising bank.®® Penipuan {fraud) dalam transeksi
[4C pada umumnya terjadi dimana bank pembayar melakukan akseptasi, negosiasi
dan membayar dokumen L/C yang seharusnya tidak dibayar karena adanya unsur
pemalsuan dokumen atan identitas penerima.' Penipuan (fraud) merupakan
pengecualian prinsip independensi L/C dalam melakukan pembayaran dan karena it
bank berhak mensiak melakukan pembayaran jika dapat dibuktikan terjadi unsur

penipuan.
Beberapa kasus nyata yang terjadi dalam transaksi L/C antars lain yaita :

Kasus negotiating bank di Indonesia dengan issuing bank di uar negeri,

Negotiating bonk di Indonesia menerima L/C dari issuing bunk i luar negert dengan
syarat Bengficiary ; Firma Setia dan Shipment from : Tanjung Priok, Jakarta. Setelah
barang dikapalkan eksportir menyerahtkan dokumen kepada negoticting bank untuk
dinsgosiasikan, Oleh negotiating bank dinyatakan ada discrepancy antara lain Nama
Penerima : Fa, Setia dan pelabuhan muat ; Tg. Priok, Jaksrta. Namun dokumen
tersebut dinegosiasikan oleh regotiating bank kepada eksportir karena discrepancy

dianggap minor. i

Tetapi fscuing bowk di luar negeri fidak memahami hal tersebut dan dokumen
dianggap tidak sesuai dengan L/C dan karenanya dianggap wnpaid. Disamping iu
tanggal yang tercantum dalam wesel adalah beberapa hari setelah tanggal negosiasi.

Diserepancy iersebut terjadi salah satunya karena adanys over service kepada

P 1hid, h.651
22151d, h.650
138 Broke Wunnicke, Diane B, Wunnicke, and Paul S. Turmner, op ¢it, p422,15.9
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nasabah. Negotiating bank tidsk mendapat pembayaran kembali {reimbursement}

dari issuing bank karena issuing bank menolak membayar.'*!

Kasus issuing bank di Belgia dengan perusabaan eksportir Norwegia

Tanggal 14 April 1980 issuing bank ¢i Belgia menerbitkan L/C atas nama importir
Belgia kepada eksportir norwegia melali advising bank di norwegia. Kemudian
eksportir menyerahkan dokumen kepada advising bank di norwegia. Setelah obyek
perdagangan sampal di tujuan, importir Belgia menuntut bahwa barang barang
tersebut tidak sesuai dengan kontrak jual bell. Impovtir Belgia kemudian memohon
kepada Penpadilan komersial di Brussel untuk mengeluarkan perintah tertulis agar
issuing bank di Belgis tidak membayar kepada eksportir sementara menunggu

putusan pengadilan.'*

Pada sast kasus terssbut terjadi masith mengacu pada UCPDC 300, Maka
berdasarkan UCPDC 500 ps 4 pengadilan komersial di Brussel memutuskan
menelak permohonan importir Belgia, karena dalam L/C semua pihak yang terlibat
hanya berurusan dengan dokumen fidak dengan berang. Disamping ite dokumen
vang disershksn telah sesual dengan kondisi L/C. Jika sekiranya pengadilan
mengabulkan permohonan importir Belgia maka isswing bank harus bertangpung

jawab atas kerugian advising bank karena dokumen comply with.

Dengan kasus tersebut menggambarkan bahwa transaksi L/C merupakan kegiatan
transaksi lvar neperl yang memiliki resiko bagi bank, Adanya kesaighan,
penyimpangan, kelalaian, atau penipusn fidak hanva mengakibatkan fransaksi pagal
tetapi juga kerugian bagi bank yang bersangkutan baik secara materi maupoe

kredibilitas dalam dunia perbankan dan perdagangan internasional.

Dalam sslsh satu kasus terscbut bahkan terdapat penvimpangan dalam prinsip

hukum L/C dimana importir mengajukan penangguban pembayaran ke pengadilan

B Charles del Busto, Case Studies on Documentary Credits under UCP 380, (Paris: ICC Publishing S.A.,
1995)
2 i
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ates kondisi obyek dagang yang diterima.'” Padahal L/C adalah perjanjian yang
sifatnya mandiri dan terpisah dengan sales contract. Meskipun nams bank tersebut

dalam kontrak namun bank bukan merupakan subyek dalam sales contract.

Mengingat dalam pelaksanaan pembayaran L/C pada prinsipnya bank bertindak dengan
kredibiiitasnya sendiri maka bank harus melaksanakan transaksi dengan prinsip kehati-
hatian sesuai dengan ketentuan dan standar prakiek perbankan yang berlaku. Olch
karenanya pertimbangan dan penanganan bank dalam melaksanaken transaksi L/C ini

sangat diperixzkan.m“

3 Jan Ramberg, op cit, p.162.63
" Ketut Rindjin, ap cir , h.124
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BABIV
PRAKTEK TRANSAKSI L/C DI PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO)
TBK.

A. PERAN BNI DALAM MENGAKOMODASI KEPENTINGAN EKSPORTIR

1. PENERAPAN FASILITAS LIMIT NWE DI KANTOR CABANG

L/C merupakan salah satu sarana pembayaran dalam perdagangan internasional
yang dewasa ini menjadi pilihan bagi eksportir dan importir karena dianggap lebih
amaen bagl masing- masing pihak.'® Penggunaan L/C melibatkan pihak ketiga
lainnya diluar eksportic dan importir yang diantaranya adalah bank, oleh karena itu
L/C disebut sebagai produk frade finance karena pasti melibatkan pihak bank.

Pada saat nasabah suatu bank melakukan impor maka bank aken menerbitkan L/C
atau dengan kata lain bank sebagal isswing bamk demikian sehbaliknya pada saat
nasabah suatu bank melakukan ekspor maka bank akan menerima inward L/C dan
atas L/C tersebut bank penerima wajib melakukan pembayaran selama syarat

dokumen terpenvhi, dalam hal int bank sebagai negotiating bark.

Pelaksanaan kewajiban pembayaran atas L/C masuk dapat dilakukan salah satunya
dengan negosiasi. D BNI pelaksanaan negosiasi dapat dilakukar dengan fasilitas
negosiasi wesel ekspor yang diberikan melalul kantor cabang dimana nasabahb

tercatat pertama kall,

Pemberian fasilitas limit NWE di kantor cabang diharapkan dapat memberkan
kontribusi positif bagi peningkstan performance BNI secara khusus dan volume
gkspor nasional secara umurm. Fasilitas limit NWE bukan merupakan fasilitas kredit

dan hanya bersifat eksposure untuk negosiasi wesel ekspor sehingga kewenangan

B2 8. Tamer Cavusgil, Gary Knight, and John R. Riesenberges, op cit, p. 376
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memutus limit NWE merupakan hal yang berbeda dengan kewenangan memutus
kredit.

Baik eksportir yang merupakan nasabah pinjaman mauvpun nasabah simpanan non
pinjaman masing- masing berhak untuk mendapat fasilitas limit NWE selama
memenuhi persyaratan yang ada. Kewenangan atas masing- masing kriteria nasabah
tersebut dibagi kepada unit bisnis yang berbeda dimana fasilitas limit NWE bagi
nasabah pinjaman proses analisa melalui sentra kredit dan bagi nasabah simpanan
non pinjaman proses analisa melalui kantor cabang. Keduanya tetap harus

mendapatkan rekomendasi kelayakan negosiasi dari Divisi Internasional.

Walapun secara definitif disebutkan bahwa limit NWE bagi kantor cabang adalah
he! yang berbeda dengan kredit namun ada resiko kredit pada limit NWE vang
menyebabkan kerancuan antara kewenangan kantor cabang dan kewenangan sentra
kredit. Pembagian kewenangan ini semakin rancu dengan status nasabah yang di

satu sisi sebagal nasabah pinjaman dan sekaligus nasabah simpanan.

Ketidak-jelasan kewenangan akan berakibat pada pencadangan laba rugi, karena
konsekuensi atas negosiasi sepenuhnya berada di kantor cabang, maka kantor
cabang mengharapkan batasan- batasan yang jelas yang menjadi kewenangan kantor
cabang sehingga dalam melakokan ekspansi fasilitas L/C bagi nasabah kantor
cabang dapat menetapkan lanpkah- langkah vang tepat.

Kondisi ini menyebabkan kantor cabang lebih berhati- hati dalam memanfaatkan
fasilitas limit NWE bagi nasabah selain karena memperhitungkan laba rugi kantor
cabang juga karena perangkat peraturan dan pembagian Kewenangan yang belum
diklarifikasi secara tegas. Perangkat peraturan vang berlaku saat ini belum
mendukung kantor cabang sebagai pemutus Hmit NWE karena secars stroktural
kewsnangan kantor ¢abang bukan memstus kredit

Namun karena tustutan bisnis dan ketatnya dunia persaingan jasa perbankan dimana

kantor cabang ditunfut untuk dapat mencapal target dengan melakukan pengamanan
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diri sendiri, Hal intlah yang kemudian seharugnya dilakukan oleh segenap kantor
cabang dengan pertimbanpan bahwa di satu sisi fasilitas limit NWE dianggap
sebagai peluang meningkatkan fee based ifncome secara signifikan namon dengan

resiko yang cukup tinggi dan pembagian kewenangan vang belum jelas.

Kantor cabang tetap dapat menggunakan fasilitas limit NWE dan membuka diri bagi
nasabah simpanan dengan melakukan negosiasi terhadap L/C masuk selama telah
memenuhi syarat dalam L/C atau dengan pengecualian yang sifatnya tidak prinsip
dan masih dapat diterima. Negosiasi dilakukan dengan prosedur vang berlaku dan

mendapat persetujuan management kantor cabang sebagai pemutus akhir.

Scbagai langkah pengaman kantor cabang dapat menetapkan ketentuan blokir atau

gadai'*®

terhadap simpanan nasabah selema bank belum mendapatkan procesd atas
L/C vasng telah dinegosiasi. Walaupun ketentvan ini belum dibakukan dalam
peraturan perusahaan namun selama kantor cabang dapat menjalankan bisnis dan
menciptakan sistem pengamanan diri maka peluang meningkatkan pendapatan dapat
dilakukan. Karena dari sisi yuridis gadai telah diatur dalam hukum nasional dan

dapat memberikan kedudukan yang aman bagi bank sampai dengan L/AC proceed,

Pertama dalam memberikan fasifitas limit NWE bagi nasabah tentu akan dilakukan
analisa secara menyeiuruh termasuk kemanpuan fimansial yang dimihki. Kantor
cabang dapat memberikan penawaran akan melakukan nsgosiasi  dengan
pemblokiran terhadap sejumlah dana yang telah diperhitungkan atas negosiasi
tersebur sampai dengan L/C proveed.

Di sisi lain terdapat tipe nasabah yang sangat memperhitungkan bunga, maka dapat
dimintakan jaminan berupa deposito yang diikat gadai. Sehingga di satu sisi dansg

% prof. R. Subekti, SH., Kitod Undang- Undang Hukwm Perdeta, (Jakarks PT. Pradnya Paramita, 1996}
Ps. 158 Gadat adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpintang atas soatu benda bergerak, yang
diserabkan kepadanya oleh seorang berutang alau oleh seorang laln atas namanys, dan vang memberikan
kekuasaan kepada ¢ berpiutang itu untek mengambil pelonasan dari barang tersebut secara didahoiukan
daripacda orang. prang berpiutang kinnya, dengan kekecualian biaya wiuk melelang barang tersgbut dan
biaya yang telah dikelwarkan untuk menyelamatkannya setelah barang ite digadaikan, blayas- biaya nang
harus didshulukan.
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nasabah tetep mendapatkan pengembangan bungs dan di sisi lain kantor cabang
mendapatkan pengarnanan yang cukup sampai dengan L/C proceed. Sekiranya hal
ini dapat dilakukan maka negosiasi terhadap L/C masuk dapat tetsp dilakukan
dengan tetap memperhatikan pengamanan terhadap kantor cabang sehingga kantor

cabang tidak kehilangan peluang untuk mencapai target yang ielah ditetapkan.

Sejalan dengan mulai diterapikannya fasilitas imit NWE pertombuhan ekonomi
global mengalami guncangan akibet krisis perekonomian yang terjadi hampir di
sernua negara di dupia. Kondisi ini salah satunya berdampak terhadap kineria
perbankan dunis, banyak diantaranya yang mengalami kebangkeutan, Hal ini tentu
saja membawa dampak misalnya terhadap melemahnya kinerja ekspor'™ dan
perabayaran L/C kepada bewefiviary. Bank sebagal peénjamin pembayaran 1L/C
melalul negosiasi limit NWE juga merasakan dampak dari krisis global ini. Karena
negotiaifng bank aken mendapatkan resiko L/C w#spaid ataupun pepundaaan
pembayaran sebagai akibat dari bangkrutnya issuing bank.

Kondisi ini nyata terjadi dalam suatu kasus pembukaan spate L/C usance pada masa
sebelum gejolak perubahan nilai mata vang vang jatuh tempo pembayarannys
terjadi pada saat nilal mata vang terssbut telah melorjzk javh. Bertindak scbagai
Isswing bonk adalah Bank BNX 4di Indonesia. Applicamt mengajukan pembukaan
L/C wusance valuta JPY kepada henmeficiary di Jepang melalui Bank Mitshul,
Pembukazn L/C dicover melalui fasilitas kredit applicant di Banik BNX sejumlah 80
s/d 90 % dari fasilitas kreditnya. Namun pada saat jatuh tempo pembayaran kurs
melonjak jauh schingge melampaui batas kredit yang dibertkan den dengan

demikian mengakibatkan ketidakmampuan dalam menyelesaikan pembayaran.,

Dilihat dari syarat dokumen pihak Bank Mitshui dapat segera melakukan
pembayaran selama dokumen yang dipresentic comply with, Maka pada saat
menagihkan pembayaran tersebut kepada issuing dank yaitu Bank BNX maka BRX

juga harus melakukan pembayaran sebagai kewajiban yeng harus dipenuhi.

¥ rrdowaspadai Stagnasi Ekspor Nasional™ , Bank & Manajemen, September- Okicher 2008, h.69
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Sementara applicant L/C yang merupakan debitur mengalami ketidakmampuan
dalam melakukan pembayaran kewajiban yang jatuh tempo akibat adanya gejolak
nilai tukar mata vang maka BNX harus mencari jalan keluar untuk melakukan

pembayaran kepada pihak segotiated bornk pada saat jatuh tempo.

Tindakan pertama yang harus dilaksenakan adalah menyelesaikan pembayaran
kepada pihak negotiated bank karena hal ini akan berpengaruh kepada kredibilitas
bank di mata internasionsal. Ini dilakukan dengan cara menggunakan biaya tslangan
{tagihan dalam penyelesaian). Secara interngl kemudian BNX harus membantu
mengembalikan kemampusn debiturnys untuk membayar kewajibannya. Dalam
kasus ini dilskukan dengan cara rescheduling terhadap fasilitas keedit yang
diberikan dengan perhitungan bunga scbagai kompensasinya.

Menytkapi krisis perekonomian global maka sebagai langkah antisipasi terhadap
kemungkinan berkurangnya devisa dan terjadinya resiko wipaid maupun penundaan
pembayaran pemerintah menerbitkan peraturan wajib LIC bagi pelaku perdagangan
dalam ekspor komoditi tertentu™® yajty Peraturan Direktur Jenderal Luar Negeri
Departemen Perdagangan No.02/DAGLU/PER/3/2009 tentang Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Peraturan Menteri Perdagangan No JW/M-DAG/PER/3/2009 tentang
Ekspor Barang yang Wajib Menggunakan Letter of Credit. Dengan peraturan ini
diharapkan dapat mendukung stabilitas perdagangan internasioal dan kinerja

perbankan dalam bidang ekspor dengan menggunakan L/C.

Sementara resiko baik unpaid maupun penundasn pembayaran atas transaksi ekspor
yang mungkin terjadi vang salsh satunya sebagai akibat dari krisis global adaiah
dengan mengabhkan resiko tersebut kepada Lembaga Pembiaysan Ekspor
Indonesia. Awalnya dahulu dikeral sebagai Bank Ekspor Indonesia yang didirikan

“* Peraturan Direktur Jenderal Luar Negeri Departemen Perdagangan No.02Z/DAGLU/PER/I/2009 tentang
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peratursn Menteri Perdagangan No. J0/M-DAG/PER/3/2009 tentang Ekspor
Barang yang Weijlb Mengpunzkan Leger of Credit,

Ps.1 Hasil ehspor barang {export proceed) dengan sara pembayaran leiter of credit atau dengan cara
pembayaran lain atas skspor barang komaditi Crude Palm O {CPO}, Produk Pertambangan dan Komoditi
Kopi, Kakae, Karet wajib disalurkan dan dflerima misialui Bapk Devisg Dalam Negeri.
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pada tahun 1999 kemudian dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia yang dapat disebut sebagai Indonesia
Eximbank.'”” Sesuai dengan maksud didirikan lembaga tersebut adalab untuk
mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi peningkatan ekspor
nasional, mempercepat peningkatan ekspor nasionzl, dan membantu peningkatan
kemarmpuan produksi nasional yang berdaya saing tinggi dan memiliki keunggulan
untuk ekspor serta mendorong pengembangan usaha mikro, keeil, menengah, dan

koperasi untuk mengembangkan produk berorientasi ekspor.'*°

Dengan adanya Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia maka perbankan Indonesia
dapat meminimalisir kemungkinan L/C unpaid atau penundaan pembayaran karena
pembiayaan dimaksud dalam Lembaga Pembiayasn Ekspor Indonesia termasuk
peniaminan bagi bank yang menjadi mitra penyediaan pembiayaan transaksi ekspor
yang telah diberikan kepada eksportir Indonesia.””!

2. KEWENANGAN KANTOR CABANG BNI MELALUIFASILITAS NWE

Sebagai bank vang unggul, terkemuka dan terdepan dalam Jayanan dan kinerja, BN
tkut mendukung peningkatan ektivitas ekspor impor negara depngan memberikan
fasilitsas NWE di kantor cabangnya. Fasilitag limit NWE adalah fasilitas yang
diberikan kepada masing- masing kantor cabang dalam melakukan negosiasi sias
wesel ekspor. Jadi fasilitas #rade finance vang diberikan kepada kantor cabang
adalah untuk transakst ekspor.

Ekspor didefinisikan sebagai kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean
Indonesia dengan memenuhi ketentuan yang berlaku. Ekspor dapat dilakukan oleh
setiap perusahaan atau perorangan yang telah memiliki Surat Ijin Usaha (SIUP),

atay [jin Usaha dari Departemen Teknis atau Lembaga Pemerintah Non Departemen

13 Uindang- Undang Republik Indonesia Wo.2 7 2009 Teniang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
"9 thid, ps.4
") Jbid, ps.7

Universitas Indonesia 72

Letter Of..., Krista Kurnia, FH Ul, 2009



berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku, dan Tanda Daftar
Perusahaan. '’ Subyek hukum yang melakukan kegiatan ekspor disebut dengan

istilah eksportir dan memiliki Tanda Pengenal Ekspor,

Jika nasabah bertindak sebagai eksportir maka bank-nya eksportir skan menerima
L/C masuk. Ini membawa akibat bagi bank untuk melakukan pembayaran atas L/C
masuk tersebut selama kondisi “comply with”. Inilah yang kemudian di BNI
menjadi kewenangan kantor cabang yaitu melakukan negosiasi atas L/C masuk
sesuai persyaratan,

Reatisasi L/C Ekspor, dapat berupa : '#

a.  Negosiasi / Diskonto, yaity :

Pengambilalihan nilai wesel yvang ditarik aleh beneficiary kepada suatu bank
atas dasar dokumen-dokumen yamg dipresentasikan den telah dinyatakan

sesual dengan:

i. Syarat dan kondisi L/C,

2. UCPDC,

3, Standard Praktek Perbankan Internasional

dengan cara membayar terlebih dahulu kepada deneficiary sebelum

penerimaan pembayaran dari fssuing/confirming Bank.
2. Collection Basis, yaitu !

Penagihan weselidokumen yang ditarik oleh beneficiory atas dasar suaty L/C
untuk memperoleh pembayaran/akseptasi dari Jysuing Benk/Confirming Bank
tanpa adanya pengambiialihan nilai wesel/dokumen kepada beneficiory
teriebib dahulu,

"*! Tiarsim Adisasmita, Menangari Transaksi Ekspor Berdasarkan Letter of Credit, cet], (Jakana : PT.Puja
Abmusar Consullant (Pal/Cons) : 2007), .3

S Pelstiban Transaksi Internasional { Makaiah disampaikan pada Pelatihen Transsksi Luar Negeri PT.
Bank Negara Indonesiz, Iskerta, Seplember 2008)
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Dalam kondisi dokumen yang telah ditetapkan complying presemation dan telah
mendapatkan  keputusan management serta mensyaratkan penarikan  “by
negotiation” maka pihak bank diberikan kuasa sesara tertulis urtvk melakukan
pembayaran ferlebih dahulu kepada deneficiary sebelum diterimanya pembayaran
dari issuing bank. Hal inilah vang disebut sebagai negosiasi atau pengambilaliban

nilai dokumen.'*

Negosiasi oleh negofiaring bank dilekukan dengsn syarat with recourse, yaitu
bahwsa pihak negotiating bank berhak menuntut pembayaran kembali atas nilai
negosiasi kepada pihak beweficiary apabila terjadi penclakan pembayaran atau
akseptasi oleh confirming bank atau issuing bank. Negotioting bark dalam hal ini
dapat melakukan negosiasi terbadap dokumen yang miengandung discrepancy
dengan didulung adanya feffer of indemnity atan atas dasar pemberizn fasilitas
kepada beneficiary, dalam hal ini yaitu melalui fasilitas limit NWE di kantor cabang
BNI yang telah mendapat putusan dari management.

Pertimbangan pemberian kewenangan pada kantor cabang di BNI adalah sebagai
akibat dari sistem sentralisasi veng dilaksanakan selams ini Kurang menyentuh
nasabah yang volume transaksinya lebih banyak dilakukan di kantor cabang karena
cabang tidak memiliki kewenangan dalam memberikan pelayanan transaksi trade
Jimance. Efisiensi waktu dan jarak merupakan salzh satu konsem nasabsh untuk
bertransaksi secara sentral di Kantor Besar vang dalam hal ini Divisi Intemasional
maupun Sentra Kredit. Denpan kondisi sentralisasi tersebut mengakibatkan volume
transaksi ekspor BNI menurun dibandingkan pada saat kantor cabang memiliki

kewenangan datam hal rrade finance.

Konsern lain pernberian limit NWE adalah untuk meminimalisir kemunghinan fraud
di kantor cabang dengan membatasi kewenangan kantor cabang dengan limit

tertentu untuk fasilitas L/C bagi nasabaly/ calon nasabah. Schingga walaupun kantor

B Colisetion and Documentary Credits, Revised & Updeted, (London: Evromoney DC Gardner
Warkbook), p.9
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cabang diberi kewenangan dalam negosiasi wesel ekspor namun kewenangan
tersebut terbatas dalam limit yang menjadi hak masing- masing kantor cabang. Hal
ini teratama merupakan langksh yang diambil sebagat hasil pembelajaran atas kasus
1/C yang terjad) di BNI dimana kantor cabang memiliki kewenangan mutlak dalam

memberikan fasilitas L/C bagt nasabah,

Limit NWE bukan meropakan fasilitas kredit dan hanya bersifat eksposure untuk
Negasiasi Wesel Ekspor sehingga kewenangan memutus limit NWE merupakan hal

yang berbeda dengan kewenangan memutus kredit.

Pertimbangan lain diberikannya kewenangan negosiasi wesel ekspor bagl kantor
cabang adaish keinginan BRI untuk twrut serta secara aktif mendukung
pembangunan bangsa. Ini dimeksudkan karena selams ini persentase transaksi
ekspor yang dilakukan melatui BNT dibandingkan denpan transaksi ekspor secara
nasions! masih belum menampakkan perbandingan yang signifikan.'®® Ini berarti
bahwa BNI masih melihat potensi peningkaian transaksi ekspor yang aken
* dilakukan melatui BNT dengan diberikannya fasilitas limit Negosiasi Wesel Ekspor
kepada masing- masing kantor cabang. Hal ini tentu akan berakibat secara langsung
bagi sisi bismis BNI salah satunya untuk peningkatan pendapaztan BNI Bank
Indonesia sebagai bank seotral turut memberikan dukungan bagi bank komersial
untuk ikut serta mendukung perdagangan internasional dengan diterbitkannya UU
Nomor 23 Tahun 1999 yang teizh divbah dengan UU Nomer 3 Tahun 2004 tentang
Bank Indonesia dimana Bank Indonesia tidak lagi menyediakan fasilitas
pembiayaan perdagangan internasional. Sebagai akibatnya maka kemudian pada
mass itu didirikan PT. Bank FEkspor Indonesiz untuk menyediakan fasilitas
pembiayaan perdagangen intemasional yang kemudisn berkembang dengan
diberikan ijin kepada semua bank komersial vang telah mendapat ijin sebagai bank
devisa dapat turut serta mendukung perdagangan internasional dengan memberikan

fasilitas ekspor impor kepada nasabahnya,'*

" 1 aporen Ekspor Mon Migass BE 2007
8 Ramian Ginting, Transcksi Hisnis da ......  op cit  B.11
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Limit NWE diberikan secara proporsional kepada masing- masing kantor cabang
sesuai dengan volume aktifitas ekspor impor yang terjadi melalui kantor cabang
tersebut, Kantor cabang dengan aktifitas ekspor impor yang besar akan memperoleh
Himit Negosiasi Wesel Ekspor lebih besar dari pada kantor cabang yang akiifitas
transaksi ekspor impornya lebih sedikit, Namun kondisi tersebut tidak menutup
kemungkinan untuk tambzhan alokasi limit NMWE jika kantor cabang tersebut

mengalami perkembangan transaksi ekspor impor dalam tahun begjalan,

Teknis parhitungan alokasi Hmit NWE bagi masing- masing kantor cabang
dilakukan oleh Kantor Besar melalui Kantor Wilayah vang membawahi beberapa
kantor cabang. Dengan pertimbangan karenz Kantor Wilayah lebih mengenal
prospek  bisnis masing- masing kenfor cabang vyang dibawshinyz schingge
perhitungan imit NWE diharapkan dilakukan secara proporsional dan tepat. Divisi
Internasional di Kantor Besar menerimia laporan dan melakukan pencatatan atas
alokasi limit NWE yang diberikan Kantor Wilayah kepada kantor cabangnya.

Pencrapan Negosiasi Wesel Ekspor dengan limit tertentu @i kantor cabang
melibatkan beberapa unit yaitu Unit Pemasaran dan Unit Transaksi Luar Negeri
hersama dengan management kantor cabang sebagai pemutus akhir atas kelavakan

nasabah vang bersanglutan,

Unit Pemasaran cabang melakukan survey kelavakan nasabal/ calon nasabah
dengan peninjauan lokasi yang dimnaksudkan untuk mengenal nasabah lebih dekat
dengan menggali informasi selengkap- lengkapnya serta kepastian jaminan legalitas
nasabah. Kemudian usuian dari Unit Pemasaran diteruskan kepada Unit Transaksi
Luar Negeri untuk bersama- sama melakukan perhitungan limit NWE atas nasabah
tersebut. Sebelum management kantor cabang memberikan keputusan akhir atas
pemberian limit NWE sebelumnya harus melalui Divisi Internasional di Kantor

Besar sebagai pembert rekomendasi. Tni dimaksudkan sebagai cross check system
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atas hubungan dengan bank lawan, negara tujuan, dan detail dari L/C itu sendiri

apakah telah memenuhi standar di BN atau belum.

Cross check system dimaksud adalah untuk memberikan kepastian pembayaran atas
negosiasi L/C yang akan dilakukan karena evaluasi terhadap issuing bork atau
bank~ bank yang terkait dalam L/C yang diterima meniadi salab satu petimbangan
apakah: negosiasi layak dilakukan atan tidale, Hal ini mencakup apakah bank
tersebut merupakan bank yang memiliki hubungan koresponden'!’ dengan BNI
yang memiliki kemampuan finansial, bonafiditas dan popularitasnya, serta meliputs
fasilitas yang dapat diberikan dan reputasinya sebagai bank domestik maupun

internasional. "¢

Jadi kantor cabang tidak dapat semata- mata melakukan negosiast tanpa
rekomendasi Divisi Internasional. Setelah mendapatkan rekomendasi berbagat
aspek dari Divisi Infernasional dan putusan dari management kantor cabang maka
berdasarkan hal tersebut, Unit Trapsaksi Luar Negeri di kanior czbang skan

melakukan negosiasi atas inward LiC.'

Rekomendast dimaksud vang diberikan oleh Divisi Internasional salzh satunya
berupa suatu pernyatzen atas dokumen yang dipresentic nasabah, vaitu apakah
dokumen tersebut cear atav tidak. Namun keputusan akhir untuk menegosiasi suatu

L/C ietap berada di kantor cabang. Sehinggs dapat terjadi dimana dokumen yang

"7 Achmad Ruslan dan Jyoman Suastini, ap eif , menyebitkan bakwa .
Hobangan korespondes adalah nsbungan antera suatu bank dengan bank lain yvéng menjalin kerjasama
dimana masing- masing pihak mengikatkan diri untuk beriindak sebagai wakil/ agen dari pihak lain dan
dalam kedudukanays bersedia menerima serta melaksanskan amerat dari pihak yang lain dekon operasi
perbankan sebagaimaha diperjanitkan. Hubanpan koresponden antar bank diatue oleh masing- masing
kanlor pusatnya (hesd office} dan berlake meliputl selurub kantor cabang masing- masing pihak vang
ditunjuk oleh bead office~ nya.
Hubungan kevesponden dapat dibaedakan meajadi 3, vaitu
1. Kaorespunden biasa, dimana kedua bank tidak saling membuka rekening
2, One side depository corespondeat, dimana hanya salah yatu pihak saja yang membuka rekening di
pihak lawannys
3. Depesitory corsspondent, dimana kedua pihiak saling membuke rekening di pikak lawannya
sehingga mempermudah penyelesaisn rransaksi . Rekening yang dibuka dikens! dengan istilah
rekering vostro dan rekening nostro.
£ Abdul Lasiff Abdul Rahim, op oit, .58
' incoming LIC wtan LIC vang masuk atas transaksi ekspor yang dilskuken nasabah
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dipresentir  dinyatakan tidak clean oleh Divisi Internasional namun karena
pertimbangan bisnis tertentu kantor cabang terhadap nasabahnya maka kantor
cabang dapat melakukan negosiasi. Inl dimungkinkan terjadi selama pengecualian
vang dilakukan kantor cabang atas negosiasi L/C tidak menyalahi hal- hal yang
sifatnya pringip dan atas keputusan yang dibuat kantor cabang sepenuhnya
bertanggung jawab atas negosiasi vang dilakukannya baik itu sejaian atmu tidak

sejalan dengan rekormendast Divisi Intemasional.

Peran Divisi Internasional dalam hs! inl juga dimaksudkan untuk memberikan
kiarifikasi atas credit line dari suatu bank di luer negeri demi keamanan bank yang
bersangkutan. Dalam kasus mark wp harga barang ekspor dalam rangka
memanfaatkan perbedaan bunga antara bunga diskon di Indonesia dengan bunga
Australian Dollar di Australia. Bertindak sebagai Sssuing bank adalah Bank ABC
London dan advising bank adalah Bank BNX Jakarta dengan pembayaran L/C
usance. Bank BNX setelah menerima persetujuan dengan tested telex, bank
mendigkonte wesel berjangks ke Bark Indonesia dalam USD dengan bunga diskon
3,5 % pa. hasii diskonto dalam rupiah dikeedit ke rekening gire rupiah eksportir.
Kemudian uang tersebut ditukarkan dengan Australian dollar dan ditransfer ke
Australia,

Namun terpyata outstanding wesel berjangka dengan bank ABC London sudah
melampaui credit ne yaitn sebesar USD 15 juia sementara credit line hanya
sebesar USD 5 juta. Dalam hal ini kantor cabang melanggar ketentuan intern karena
pada saat akan mendiskomo wesel tidak melakukan konfirmasi credit line terlehih
dahuiu kepada kantor besar. Diilihat dari dokumen, transaksi tersebut legal karena
apa yang menjadi obyek perdagangan tidak fiktif dilakukan pemeriksaan oleh
kantor bea dan cukal dengan surat- surat sah vang dikeluvackan instansi yang
berwenang, Demikian juga prosedur diskonto wesel ke Bank Indonesia dilakokan
sesuai ketentuan yang berlalu dan pada saat jatuh tempo pelunasan wesel berjangka

dijakukan dengan sesuai.
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Eksportir melakukan transaksi ini dalam rangka mendapatkan keuntungan deri
perbedaan bunga {interest differencial) yang pada sast itubunga diskonto wessl
berjangka sebesar 3,5 % pa. sedanpka bunga Australia dollar sebesar 15 % sehingga

ada selisih yang menjadi keuntengan eksportir.

Maka dalam memberikan fasilitas L/C terhadap nasabah suatu bank harus sungguh-
sungguh mengadakan penyelidikan terbadap kegiatan bisnisnya. Dalam kasus
tersebut kantor cabang menghentikan pemberian fasilitas LAC sampai denpan

outstanding dilunasi.

Pemberien fasilitas limit NWE kepada masing- masing nasabah dihitung
berdasarkan transaksi ekspor vang telah dilakukan di BNI untuk nasabah dan di
bank lain bagi calon nasabah, Dari rekaman transaksi tersebut akan diberikan limit
negosiasi sebesar nilay tertinggi yang pernsh ada. Selain pertimbangan terscbut
diatas, penefapan limit NWE bagi nasabah juga mempertimbangkan potensi
transaksi ke depan yang mungkin dilakukan di BN dengan menggunakan perangkat

knowing your custemer (KYC)'

dan memperthatikan aspek legalitas peruszhsan
dan hasil kunjungan yang telah dilakukan Unit Pemasaran kantor cabang. Prinsip
KYC mutlak harus dilaksanakan karena sangat berkaitan dengan kefentuan undang-

undang tindak pidana pencucian vang.'”

Limit vang diberikan bagi masing- masing nasabah berlaku selama 1 {satu} tahun
namun jika volume transaksi berjalan ke depan menunjukan peningkatan maka lmit
negosiast atas nasabah yang bersangkutan dapat ditinjau ulang untuk ditingkatkan
selama limit gegosiasi pada kantor cabang sebagal negotinting bunk masih

mencukupi,

Atau dalam hal kondisi limit kantor eabang sudah tidak mencukupi maka kenaikan
limit NWE dapat dimintakan kembali kepada Kantor Wilaysh yang membawahinya

1% Try Widiyono, SH., MH., Sp.N., op ¢i, h.77 menyrbutkan : suatu sistem kerja khususnya dalam bidang
perbankan yang digonakan untuk mengzali informasi sedetail- detailnya guna menphindari potensi kerugian
bagi perusshaan.

ey Widiyono, SH, MH, Sp.N., op oft , 533
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untuk dilakukan swirching bt dari kantor cabang lain yeng limilnya masih
tersedia kepada kantor cabang yang membutuhkan kenaikan limit. Hal ini dilakukan
sebagai salah satu upaya peningkatan pelaysnan guna memenuhi kebutuhan nasabah
dan diharapkan dapat mempertahankan nasabah yang telah ada sefama ini.

Limit NWE dapat puia diberikan kepada nasabah pinjaman (debitur) dengan analisa
kelayakan dilakukan pada Sentra Kredit. Pada Sentra Kredit mekanisme pemberian
limit NWE juga melibatkan beberapa unit kerja vaitu Pemasar/ Pengelolz masing-

masing debitur, dan management dari Sentra Kredit tersebut.

Secara struktural usulan pemberian limit NWE kepada debitur di Sentra Kredit
diberikan oleh Pemasar/ Pengelols debitur setelah dilakukan studi kelayakan dan
analisa atas permchonan debitur, Kemudian usulan tersebut disampaikan kepada
Divisi Internasional untuk mendapatkan rekomendasi sebelum diputuskan oleh
management Sentra Kredit vang bersangkutan. Limit NWE merupakan fasilitas
yang perhifungannya melekat dengan fasihitas kyedit berjalan yang diperoleh
debitar dari BNI Sentra Kredit, Namus limit ini diberikan khusus untuk negosiasi
wesel ekgpor saja, sementara umtuk fasilitas pembukean 1/C debitur dapat
menggunakan plafond kredit vang telah melalui analisa dan studi kelayakan sclama
peruntukan plafond kredit yang diperoleh termasuk pembukasn fasilitas 1/C. Jedi
sebenarnya limit NWE jupa merupakan jenis kredit tidak langsung vang diberikan
kepada debitur dimana untuk analiss dan pemberian selurub fasilitas kredit di BNI
dilakukan secara terpusat di Sentra Kredit.

Dapat dipastikan bahwa debitur pasti sekaligus merupakan nasmbah simpanan
karena transaksi stas fasilitas kredit yang dipercich melalul produk simpanan yaity
giro atau tabungan. Namun nasabah simpanan belum tentu nasabal pinjaman. Hal
ini galah satunya yang mendasari diberikan kewenangan menentukan limit NWE
melalni kantor cabang dan melalut Sentra Kredit dilakukan secara terpisah guaa
memaksimalkan ckspolarasi potensi nasabah untuk menggunakan fasilitas 1L/C
melalui BNL
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B. RESIKO YANG DIHADAPI PARA PIHAK DALAM TRANSAKSI L/C
1. MASALAH- MASALAH DALAM PELAKSANAAN PEMBAYARAN
L

1/C telah dianggap sebagal suatu system pembavaran ekspor impor yang ideal
dimana dalam sistem ini melibatkan beberapa pihak yang pada intinya adalsh
applicent, issuing bank, beneficiary, negotiating bank. Bagaimanapun juga suatu
sistem diciptakan pasti ada suatu resiko yang mungkin timbu! sebagai akibamya.
Pemikian terhadap para pihak yang terlibat dalam transaksi L/C melekat resiko
tersebut,

Pada umumnys masalah vang terjadi adalah berupa wesel yang tidsk dibavar
{unpaid bills), pembayaran yang tertunda {(delay ¢f payment), pembayaran ganda
{donble payment}, penyelesaian wesel ( settlement of draff), dan penipuan (Faud)
dalam transaksi L/C.1%

Jika suatu resiko terjadi pada salah satu pihak maka batk secara langsung atau tidak
akan membawa resiko kepada pihak lainrya. Seperti misalnya resiko wesel vang
tidak dibayar (unpaid bills). Resike ini melekat pada pihak bank sebagai bank
pembayar. Sesuai dengan prinsip L/C pada sast dokumen yang dipresentir telab
diperiksa dan sesual dengan klausul L/C maka bank penerima wajib melakukan
pembayaran. Maka seiak saat itulab resiko uppaid bills melekat jika pada saat
pembayaran tersebut ditagihkan kepada issuing bank dinyatakan diserepancy mayor
yang tidak dapat dikorcksi maka ada potensi kerugian bagi bank pembayar. Ini
terjadi seperti pada kasus regotioting bank di Indonesia dengan issuing bank di luar

negeri.

3 R oselyn Hutabarat, op cit, h.26
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Negotiating bonk di Indonesiz menerima L/C darl issuing bonk di luar negeri
dengan syarat Bereficiary : Firma Setia dan Shipment from © Tenjung Priok, Jakarta,
Serelah barang dikapalkan eksportir menyerabkan dokumen kepada negotioting
bank untuk dinegosiasikan. Oleh negotiating bank dinvataken ada discrepancy
antara lain Nama Penerima : Fs. Setia dap pelabuban muat : Tg, Priok, Jakarta,
Namun dokumen tersebut dinegosiasikan oleh negoriaring bank kepada eksportir

karena discreponcy dianggap minor,'™

Tetapi issuing bonk &i luar neperi fidak memaham: hal tersebut dan dokumen
dianggap tidak sesuai dengan LAC dan karenanya dianggap unpaid. Disamping itu
tanggal yang tercantum dalam wesel adalah beberapa hari sctelah tanggal negosiasi.
Discrepancy tersebut terjadi salah satunya karena adanya over service kepada
nasabah. Negotiating bank tidak mendapat pembayaran kembali (reimbursement)

dari issuing bank karena issuing bank menolak membayar,”

Selain resiko tersebut bank juga rentan terhadap resiko penipuan {fand) karena
pada dasarmya bank bertransaksi berdasarkan dokumen saja. Hal ini dapat dilihat
pada kasus penipuan L/C BNI Eebayoran dimana saleh satu penyebabnya adalah
pemalsuan tethadap dokumen yang dipresentir, bahwa dokumen tersebut tidak
diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

Dalam kaitannya dengan tindak pldana pemalsuan dan penipuan LC dan BL maka
ada beberapa hal yang memiliki relevansi dengan tindak pidana tersebuf, Pertama
hendaknya dipahami mengenal  prosedur pembukaan LC. Karena dengan
pemahaman vang balk mengenai syarat dsn prosedur pembukaan LC meka

kemungkinan terjadi tindak pidana dapat diminimalisic,”**

Selzin terjadi pada pihak bank, pihak beneficiary juga dapat mengalami resiko
unpeid bills, Jadi tidak dapat dikatakan bahwa suatu resiko hanya melekat mutlak

" Broke Wunnicke, Diane B. Wunnicke, and Psul S. Tamer, op it , p.422,15.9
13 Charles del Busto, Case Studies..., op cit.
WM. Solehudin, op cit
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pada satu pihek saja dalam transaksi L/C karena proses penyeiesaian atas suatu
transaksi dengan L/C melibatkan banyak pihak maka pada saat resiko terjadi secara
langsung maupun tidak akan berimbas kepada pihak- pihak dalam L/C itu sendiri.

Beneficiory dikatakan mengalami resike wnpaid bills jika barang yang menjadi
obyek perdagangan telsh dikirim dan ternyata issuing bank tidak memberikan
akseptasi atas L/C yang teleh diterima bank-nya beneficiary. Namun dapat saja
kondisi tersebut hanya merupakan pembayaran yang tertunda (delay paymernt) yang
merupakan suaty kondisi dimana beneficiary belum mendapatkan pembayaran atas
komoditi dagang yang telsh dikitimnya. Hal ini juga merupakan resike yang dapat
terjadi kepada pihak beneficiary karena alasan pengiriman dokumen yang terlambat
karena kelalaian bank, penundaan pengiriman dokumen, dan dokumen mengandung
discmpamy"sﬁ Hal ini dapat menyebabkan gapalnya pembayarsn yang dapat
merugikan semua pihak baik eksportir maupun bank.

2. PEMBERLAKUKAN UCPDC DALAM PERSPEKTIF BUKUM
NASIONAL DAN HUKUM PERDATA INTERNASIONAL

Syarat dan ketentuan dalam UCPDC mencerminkan konsensus bersama antar bank
di seluruh dunia, dan oleh karenanya dijadiken dasar bersama untuk menjalankan

bisnis, utamanya dalam penerbiten dan pelaksanaan Lic.'??

Agar sermua persyaratan
(ferm and conditiony dalam UCPDC berisku bagl para pihak yang menyepakatinya

maka hal tersebut haros dinyatakan secara tegas dalam L/C,

Kedudukan UCPDC tidak setara dengan hukum nasional ataupun peraturan
perundang- undangan internasional. Suatu perjanjiap internasional harus dibentuk

oleh subyek hukum internasional, yaitu negara atan organisasi intemnasional,

156 5.0

1bid, h. 649
% tiikmahanto Jnwana, “Aspek Hukum Perdaia Internasional Letter of Credit®, (Makalah disumpaikan
pada Forum Diskusi Pengaturan Letter of Credit di Indonesia, Jakarie § Mei 2004)
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UCPDC bukanlah meyupakap peraturan yang dibentuk oleh Negara maupun
organisasi internasional namun dibentvk oleh suaty lembaga swasta, yaiw
International Chamber of Commerce (ICC). Lembaga tersebut bukan rmerupakan
organisasi internasional dalam konteks hukurn intermnasional publik, karena tidak
didirikan oleh pegara. Lembaga tersebut didirikan oleh subyek hukum perdata di
Perancis yang menggunakan istilah “internasional”. Selain itu UCPDC tidak dapat
dianggap sehbagai swatu peraturan perundsng- undangan, mengingat tidak ada
peraturan perundang- undangan yang men- fake ever materi muatan UCPDC.
Karena fakior- faktor tersehut maka menurut teori ilmu hulum keberlakuan UCPDC

terhadap para pihak dalam L/C tidak bersifat memaksa {dwingen recht).">

Uniform Customs and Practise for Documentary Letter of Credits adalah aturan
bersama para bankers di seluruh dunia.® Keberadaannya lebih dikarenakan
kebuiuhan bersama para bankers dalam transaksi LAC. Transaksi 1/C akan
melibatkan pelaku yang berasal dari 2 (dua) negara yang berbeda. Bila antara para
pelaku tersebut tidak terdapat suatu persepsi yang sama maka akan menimbulkan
kesulitan dalam praktek perdagangan dengan L/C. 1lntuk menghindari dan
mengatasi kesulitan vang mungkin timbul akibat praktek perdagangan dengan L/C
maka dibentuklah VJCPDC yang difasilitasi oleh ICC dan dengan demikian
diharapkan terdapat kesamaan bshasa antara para pelaku/ pengguna L/C dan dapat
mencegah terjadinya sengketa yang timbul akibat kesalahpahaman,

Dilihat dari substansinya, UCPDC dapat dikatakan sebagai kontrak baku bagi bank
penerbit dan bank pembayar vang terlibat dalam transaksi 1/C. Dengan adanya
UCPDC seiain ferdapat persepsi yang sama juga terdapat keseimbangan
kepentingan antara bank penerbit dan bank pembayar. Dengan demikian UCPRC

tidak mengikat secara langsung terhadap para nasabah {(applicant dan bergficiary).

B inid
1% Avdul Latiff Abdul Rahim, op cit
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Apabila UCPDC yang disepakati para pihak sebagai rujukan dalam pelaksanaan
L/C dikaitkan dengan kekuatan mengikat suatu hukum rasional, maka UCPDC
tidak dapat meng- override hukum nasional. Artinya meskipun di dalam L/C sccara
tegas dinyatakan bahwa para piﬁ;ak tunduk pada UCPDC namun apabila ada
pertentangan antara hukum nasional dan UCPDC maka ketentuan UCPDC dapat
dikesampingkan. Sebaliknya UCPDC tidak dapat mengesampingkan kaedah hekum
nasional yang bersifat memakss yang mengatur mengenal L/C. Hukum nasional
tidak dapat dikalahkan glen UCPDC schingga apabila terjadi perselisihan 1/C
berdasarkan prinsip tersebut hakim dapat mempertimbangkan untuk menggunakan

hukum nasional.’®

Dalam transaksi dengan L/C bank penerus diluar negeri akan melakukan
pembayaran dengan cara yang telah ditentukan dalam L/C yaitu secara atas unjuk
{sight payment}, pembayaran kemudian (deferred payment), akseptasi {acceptance)
atau negosiasi (negodiarion),

Meskipun UCPDC telah mengatur mengenai tata cara dan prosedur pembayaran
dengan L/C namun dalam pelaksanaannya masih sering terjadi perselisihan dimana
bank mengalami kerugian akibat adanya kesalzhan, penyimpangan, kelalaian, atau
penipuan baik vang berups wessl tidak dibayar {unpaid bills), pembayaran yang
tertunda (delay of pavment), pembayaran ganda {double paymenz), penyelessian
wesel (seltlement of draff), maupun penipuan (fraud). Masalah ini bahkan

menimbulkan perselisihan antar bank.

Dalam prakteknys penyelesaian masalah tersebut dapat melalui korespondensi dan
pembicaraan antar bank, Dalam penyelesaian seperti ini aspek hukum tidak

diperdukan. Namun jika penyelesaian memerlukan campur tsngan pengadilan atau

"0 Mardy Fery, Suatu Gagasan Tentung Pengaturan Letter Of Credit tLC) Dalam Fukum Rasional (Upaye
Perlindungan Hukwm Bogi Pengpuna 1)), Tesis Program Pascasariana Program Studi Hukum Ekonom)
Universitas Indonesia, 2004,
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lembaga hukum lainnya maka aspek hukum sangat diperlukan dan oleh kargnanya

menjadi kasus hukum internasional.’®’

Pada kenyatagnnya UCPDC tidak mengatur adanya pilihan hukum dalam hak
terjadi perselisihan. Berdasarkan publikasi pendapat ICC yang menyatakan

Because of its incorporation into the documentary credit, the UCP governs
Documentary credits primarily, but not solely. Courts and orbitration tribunals
ofterr apply the UCP because it is the most universally followed sef of customery
Documentary credits rules and because it is perceived as being quile close to the
fevel of perfection permitied by the “laws" of interrational compromise, However it
must be recognize that incorporation of UCF into the documentary credit does not

prevent a court from applying its country s national low © 2

Maka untuk menentukan hukum nastonal yang berlaku atas L/C dalam hal tidak ada
pilihan hukum didasarkan pada prinsip- prinsip atau kaidah- kaidah hukum perdata
internasional, yaitu berdasarkan teori keterkaitan paling dekat dan paling nyata (the
elosest and the most real connection) atay teori prestasi vang paling kavakteristik
(the most characteristic cormection). Beberapa ahli juga mengenal feori pilihan

hukum lainnya yvaitu lex locd contractus dan lex loci solution.

Teori lex loci contractiy menyatakan bahwa hukum nasional vang berlaku atas L/C
adalah hukum nasional dimsna kontrak stau perjanjian diterbithan sementara teor
fex foci solution menyatakan bahwa hukum nasional yang berlaku bukan hukum
negara dimana  perjeniian  dibuat namun  adalah hukum  dimana  kontrak

dilaksanakan.'®

Teori keterkaitan paling dekat (the closest and the most real connection} ini dapat
diterapkan untek menentukan hukum nasional sebagal hukum vang berlaku dalam

hal bank penerus diberi kuasa untuk melakukan pembayaran L/C kepada penerima.

¥ Safarudin Surya Lesmana, Aspek Hukum Penggunaan Latter of Credit (LAC) Dalam Transaksi
Perdagongan Internasional, Tesis Fakultas Hukwe Usiversitas Indonesis, 2064

' Dr. Ramlan Ginting, SH., LLM., Letter of Credit ....... , op ¢ft, 520

¥ Hikmabanto Juwans, op cit, h.9
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Jadi merupakan hukum Negera vang memiliki keterkaitan paling dekar dan paling
nyata dengan pelaksanaan L/C itu sendiri. Berdasarken pendapat ICC tersebut
maka terdapat 2 {dua) forum bagi penyelesaian perselisihan yaitu pengadilan dan

lembaga arbitrase,

Dalam hal bank penerus diberi Kuasa untuk melakukan pembayaran L/C secara
sight atas unjuk dan L/C tidak memuat kiausulz pilthan hukum, maka berdasarkan
teori katerkaitan paling dekat dan paling nyata (the closest and the most real
connection) maka hukum nasional yang berlsku terhadap pembavaran L/C adalsh
hukum negara dimana bank pembayar berada'®™ karena hubungannys dengan

penerima, bank penerbit hanya berfungsi sebagat penerbit L/C.

Dalam hal bank penerus diberi kuasa melakukan pembayaran L/C secara negosiasi
dan di dalam L/C tidak memuat klausula pilihan hukwme maka berdasarkan teort
keterkaitan paling dekat dan paling nyata (the closest and the most real connection)
maka hukom nasional yang berlfaku adalah hukem negara dimana bank negosiagi
berada. Hal ini disebabkan karena katerkaitan paling dekat dan nyata berada pada
negara bank negosiasi yaitw berupa penelitian dokumen yang diajukan dan
pembayaran L/C. Sementara hubungannys dengan penerima, bank penerbif hanya
sehagat penerhit 1L/C saja.

Lebih lanjut dazlam hal bank penerbit diberi kuasa melakukan pembayaran L/C
berdasarkan akseptasi {gaccaprance) dan LAC tidak memuat kiausula pilihan hokem
maka berdasarkan teorl keterkaitan paling dekat dan paling nyata (the closest and
the mosi real commection)} maka hukum yang berlaku adalah hukum negara dimana
bank akseptasi berada karena bank yang melakukan akseptasi melakukan penelitian
dokumen yang diajukan dan mempertimbangkan bahwa bank melakukan akseptasi

atas wesel berjangka dan membayarnya pada saat jstuh tempo.

¥ 3y, Ramlan Gintiag, SH., LLM.,, Letter of Cradit ....... , ep ¢it 1122
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Jika bank penerus diberi kuasa untuk menambahkan konfirmasinya dalam LAC dan
L/C tidak memuat klausula pilhan hokum maka berdasarkan teori keterkaitan paling
dekat dan paling nyata {the closest and the most real connection) maka hukum yang
berlaku adalah hukum negara dimana bank penerus sebagai bank konfirmasi berada
karena dengan konfirmasi yang dinyataken dalam 1/C maka tanggung jawab bank
terhadap pembayaran L/C sama dengan tanggung jawab issuing bank. Baok
konfirmasi melakukan penelitian atas dokumen yang diajukan sebagai syarat
dibayarnya [/C. Sesuai dengan persyaratan L/C bank konfirmasi melakukan

pembayaran baik secara sight maupun usance.
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BABY
KESIMPULAN DAN SARAN

A  KESIMPULAN

1. Pada awslaya perdagangan internasional dimulai karena adanya keterbatagsan
masing- masing negara dalam pemenuhan kebutuhan mengakibatkan adanyas
interaksi anfar negara yang menimbulkan perdapangan internasional. Karena
perbedaan antara pelaku perdagangan maeka diperlukan peran bank sebagai
mediator kepentingan pembeli dan penjual. Demikian BN sebagai bank devisa

dapat berperan baik sebagai bank penerbit maupun bank pembayar.

Dalam konteks BNI sebagai bank-nya eksportir maka BNT memiliki kewsjiban
sebagal megotioted bank untuk melakukan pembayaran kepada nasabahnya
selama dokumen complying presenfation. Demi mendukung peningkatan ekspor
nasional maka BNI memberikan layanan tansaksi L/C kepada nasabahnya.
Dukungan tersebut dinyatakan dengen diberikannya fasilitas limit MNegosiasi
Wesel Ekspor melalul kantor cabangnya masing- masing. Dengan fasilitas ini
kantor cabang dapst membuat keputusan sondiri untuk membayarkan wesel
ekspor yang ynasuk dengan tetep memperhatikan syarat dan ketentuan yang

beriaks secars nasional dan internasional.

2. Fasilitas Negosiasi Wesel Ekspor ini bukan berarti fasilitas yang tanpa resiko
karena negosiasi vang dilakukan oleh kantor cabang sepenuhnya merupakan
tanggung jewab kantor cabang vang berimbas kepada pendapatan kamtor
cabang. Sehingga kantor cabang dapat memberlaskukan pengikatan gadai atau
blokir sejumiak dana yang telah diperhitungkan denpgan fasilitas negosiasi yang
telah diberikan sebagai langkah pengamanan atas resiko yang mungkin terjadi.

Fasilitas L/C sendivi walgupun seat ini dapat dikatekan sebagal sarana yang

dapat mengakomodir Kepentingan importir dan eksportit namun tetap melekat
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resiko bagl para pihak yang terlibat didalamnya. Secara garis besar resiko
tersebut adalah wesel vang tidak dibayar (epaid billy), pembayacan yang
tertunda (delay of pavmeny), pembayaran ganda (double payment), penyelesaian

wesel ( settlement of draff), dan penipuan (fraud) dalam transaksi L/AC,

Masing- masing resiko tersebut tidak dapat dikatakan hanya merupakan resiko
pihak tertentu saja namun memiliki keterkaitan antara pihak vang satu dan pihak
yang lain. Untuk meminimalisir resiko tersebut maka mutiak bapi para pihak

untuk menguasal aturan main dalam transaksi L/C.

B SARARN

Menjawab permasalahan mengenai peran BNI dalam mengakomodasi kepentingan
eksportic maka penulis memberikan saran sebagai berilait

1. Pertama peran BNI untuk mempermudah proses negosiasi dilakukan salah
saturiya dengan diberikannya fasilitas negosiasi wesel elspor bagl masing-

masing kantor cabangnya dengan perhitungan amtera resiko dan prospek bisnis.

2. Namun demikian praktek negosiasi wesel ekspor tetap memerivkan penegasan
pemberian kewenangan bagt kantor cabang dalam bentuk standerd operation
procedur. Hal inl perlu dilskukan untul memberikan kepastian hukum bagi
kantor cabang dalam melakukan transaksi khususnya dalam pelaksanaan

negosiasi dokuraen atas fransaksi ekspor yang dilakukan.

3. Selama penegasan belum diberikan oleh unit yang berwenang maka tidak berarti
bahwa kantor cabang tidak dapat memanfaatkan fasilitas negosiasi wese) ekspor
yang teish diberikan. Fasilitas negosiasi tetap dapat dilakukan guna

memaksimalisasi pendapatan kantor cabang.
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Sementara resike yang mungkin dihadap) para pihak dalam transaksi L/C dapat

diminimalisir dengan cara sebagai berikut :

1. Pezagamanan dimaksud atas negosiasi wesel skspor dapat dilakukan dengan
pemblokiran secjumlah salde setelah diperhitungkan dengan resiko yang
mungkin terjadi sampal dengan LIC procesd atau dengan mengikat gadai atas
sejumlsh aset beneficiary yang telah dilakukan perhitungan sebelumnya,

2. Guna meminimalisir resiko atas fasilitas L/C baik yang diterbitkan atau atas L/C
masuk maka perlu dipahami prakiek L/C yang berlaku tidak hanya secars
nasional atau intern perusshasn namun praktek L/C secara internasional. Dalam
hal ini selalu mengacu pada UCPDC yang disepakati dalam L/C yang saat ini
berlaku yaitu UCPDIC 600,

3. Selain daripada itu dapat dilakukan pengamanan melaluj Lembaga Pembiayazn
Ekspor Indonesia yang dulunya adalah Bank Ekspor Indonesia dimana lembaga
fersebut akan mengeover resiko yang mungkin terjadi baik kepada importir,
eksportir, maupun bank sesuai dengan tujuan dan fungsi lembaga tersebut

berdiri.

Dengar:  demikian maka strategi pengelolaan atau  pengembangan  fransszksi
perdagangan  internasional BNI dapst dilakukan secars komprehensif dan

menyeluruh dengan memperhatikan lingkungan intemal dan eksternal.
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UCP 600

UCP 500 are the fatast revision of the Unlorm Customs and Practice that govern the operation of iefters of
credit,

UCP 00 comes inde effect on D1 July 2567

The 32 sriicies of UCP 603 arg # comprehensive and practical worklag #3d Lo bankers, lawyers, Importers,
and exgarbers, transport exesutivas, educaters, and everyone invalved in letter of credit transactions
warldwide,

1CC Uniform Custorms and Praciies Tor Documentary Oredits (WO 600)
Egrerwetrd

This revision of ik Uniform Customs and Practice for Socumentary Cradits {gammanly called “UL#) & the
sixth revision of the rules sirce they were first promuigated in 2333, 3 is the frult of more than three years
of wark by the Internstional Chamber of Commerce’s {(I0C) Tommission on Banklng Technigire and Praciice.

HIC, which was establlshed In 3919, Bod as (ks prdmary ohisctive facllitating the fow of Internsticnal Leade at
a tlme when ratlonallsm snd pretectiontsm posed s8rious thrgats to e werld trading system. 12 was In that
spirit that the UCP were first iIntroduced - to allsvinie the confusion caused hy Individial countzies’
pramoting thelr own nations rules on isiter of eracdle practics, The ohjective, since aiiginad, was 10 Creaie a
set of ¢ontractust rules that would estatiish uniforemity in that practice, su that practitioners would nel have
to cope with a pigthora of often conflicting natlonal reguiations. The uriversal secaptange of the BOP by
practisionees in countries with widely divergent economin and Judlcia! systemy |5 & testament 1o the ruies’
SULCESE,

# |5 importanst io recali that the UCP repregent the work of » private Internationat organization, not 3
goversmental body, Since Ity inception, 1CC has Insisted o the centrdl role of self-regulation in nisiness
practics. These nles, formudated entirely by exgarts [n the private sectsr, have validated that amroach. The
UCP rarnain the mest suceessiul set of private males tor trade wver devaloped,

A range of fndividuals and groups <ontributed ko the current revision, whlch is antitled UCP 00, These
lnciude the UCP Drafting Group, witich sifted through more than 5000 individoal comments bafore arriving
at this consensus text) the UCP Consulting Sroug, consisting of members from miore than 28 countries,
which served as the sdvisory body reacting o pndl proposing changes to the various drafis; the more thans
464 members of the ITC Cummission on Banking Techricus and Practloe who made partinent suggestions
for chimges in the text; and I0C nsliond] commitiess woridwide which {gok an arilve role |In Sonssiidating
compents frem thelr members, 1T also erpresses # gratitude to practitioners In the Yr2nsport and
insurance industries, whosa perceptive suggestions honed the final deaft.

Guy Seblyn
Secretary Senaral
Irdarnationst Chamber of Commerce

Introduction

In May 30583, the Internationsl Chamber of Sommerce authorized the ICC Commisston on Banking
Technique and Fractice {Banidng Commission) o begin a revision of the Uniform Lustoms and Practice for
Qocumentary Credits, ICC Publlcation 584,

Ay wWhin othor revisions, the generst gbjective was to address develepments in the banklng, transport and
isyrance industries. Additionaily, there was 3 aoed to look at the language and styie used In the YCP o
rernove wording that coukd fead to Inconsistent appiicatian gl interpretation.

When wirk on e rovislon started, a rumber of giobal surveys Indicated that, because of discrepantles,
approximately 70% of Sacuments presented under istters of credit were belng refected on first gresentation,
This oweioysly had, sl continues to have, » negative effect on the letier of cradlt belng seen as a means of
pavrment and, If unchecked, could hava serious Implications for malntaining or ingreasing ity market shase 55
B recoonized means of setlement in intermational trade. The introduction by banks of & discrepsncy (o2 has
highlighted th [mportatee of this issue, espedally when ihe underlying discrepancles have been found 16 he
dubleus or unsoutd, Whilst the nsumber of cases inwlving Dtipation has not grows during the Hetime of YCP
544, the ntroduction of the 1GCs Docernentary Dredit Dispule Resolution Expertise Bufes (DOUDEX) In
Oetober 19597 {subsequently ravised in March 2002) has resuited in more thaon 56 cases belng decided.
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To sddress these smd other concarns, the Basking Commission estabiished a DraRting Grou 10 revise UCP
364, Tt was als¢ dedided to create s second group, Rnown a3 the Crnsuliing Groyp, 1o review and advise on
sarly drafts submiited by the Drofling Group. The Consuliing Groun, made vp of over 40 individuals from 25
countries, consisted of banking and transpart industry experts. Ably ¢o-chaired by John Turnbuli, Geputy
Genera) Managar, Sumltomes #itsut Banking Cerporstion Furope Ltd, Londoen and Carlo [ fEnni, Adviser,
Iteitan Bankers Associatln, Rome, the Consulting Srotp provided valuable input to the Drafting Group prior
itr reieass of draft texts to {0 national commitises,

Tue Drafting Group began the review process by anelyzing the content of the official Oplnlons issued by the
Hanking Comrussion uoder WES 300, Some 500 Oplnions were reviewed 1o assess whether the issues
involved warranted a chinge iIn, an sddition to or & deletion of any UCP articia. In additlon, considersation
was glvan to the content of the faur Position Papers tssued by the Commission in September 19494, the two
Decisinng ayed by the Comsmisslon (concerning the nbrodutiion of the giro and the determination of what
constituted an ofalnal devument under UCP 550 sub-artiche 20¢b} and the decisions issued in DOCDEX
cHSES,

During the revisinn process, nytics was taken of the considerable work that had besn compigded iIn creating
the Interratioral Standard Banking Practice for the Examination of Locuments under Documentary Credits
(U565, ¥ Publication 545 This publication has evedved Into a becsssary companion o the YOP for
determining compiiangs of decaments with the terms of letters of ¢regin. It is the sxpeciation of the Drafiing
Grap and the Banking Commission thit the spplization of the pringiples contained is the 18P, Including
subseyuent revisions therenf, wik continge guring the Hee UGP 600 Is In fotce. AT the time UCP &30 s
Implemenigd, tere will be an updated version of the IBBP in Bring Its contents In ilne with the substarre
and shde of the new rules,

The faur Positlon Pagsers issusd In September 1584 were lesued subleet to thelr appiftation undler UCP 580;
therelors, they wiil not be applicable under UCP 600, The essence of tha Decision covering the
detgrmination of an original documant has been Incorporated inty the text of UCH 08, The sulgome of the
DOCDEX sases were (nvarlsbly based on existing 1CC Banking Commission Opinlons and therafus contolned
no specific issues that requlrad addressing In thesa mules,

Une of the structural changes to the UCP 5 the introductlon of articles covering definitions {arficle 2) and
imterpretationg Eaeticis 33 In providing definitinng of roles plaved by banks and the meardng of $peclfic
torme and events, ULE 600 awplds the neressity of repetitive toxe to explaln thelr interpretation and
appication. Simitarly, the articie covering interpretatioss aims 1o take The ambigully out of vagus ¢ unciear
languags thst aspears In detters of eredit and ta provids a definltive shitidation of pther characiadasiics of
the P or the credit,

During tha course of the lest three years, U natlonal committess were convassed o 8 range of lusoes i
gatermine their preferences on akernatve toxis submitied by the Draftlng Group. The resuits of this
gxerclse and the considerable input from natlonal committees an Individua! items in the text 15 reflettad in
the cantent of UOF 600, The Drafting Group congitierad, not only the cutrent gractice relgtive to the
documentary cradlt, but alzo tried W envisage the future evolution of that practice.

Thiz revislan of the UCP represents the agminatien of guer three vears of extenslve analysls, review, debate
and sompromise amongst the varicys members of the Drifling Group, the members of the Banking
commisslon and the respective ICT aatinngl commitiess. Valuable commest has alsg been recgived from
the 1CC Zpmnission on Transport and Logistics, the Commission on Commigrgial Law and Prectice and the
Lormittes on Insurance.

1% is nob appropriste fr this publicetion to provide an explanatizn 58 10 why an articie has bggn worded In
such a way or whit i3 intended by liy Iscorporation into the muies. For those interesied in understantding the
rationale and intecpratstion of the articles of UCP 80, this information wiil e Found in the Commentary to
the rules, KO Pubdication 601, which represents the Dratting Group’s vigws.

G behalf of the Brafting Group I would ke Lo extend our deep aopraciation 10 the membes of the
onsulting Grouy, ICC nationyl committess and mambers of the Baaking Commisslon for thelr professiongt
sorpments and thelr constructive pavticipation in this procass,

sSpeciel thanks are due to the members of the Drafing Srovp and thelr institutions, who zre Yated befow in
aliphabeticat order.

Nicole Keligr « Vice President, Service Internattonal Frodects, Dresdnsr Bonk AG, Fraokfuri, Gemnany;
fapresentative to the ILT Cormmission on Banking Technigus and Practice;
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Laurenge Kooy - Legpl Adviser, BNP Paribas, Pards, Frénde; Represertative (o the ICC Commissian on
Eanking Technloee and Praclice.

Katis Lehr - Business Managac, Trade Services Standsrds, SWIFT, La Hulpe, Befolurn, then vice Sresldent,
Mapbershin Representation, international Firancial Services Assotlation, New Jersey, USA; Reprosentative
1o the HoC Commission on Banking Technigue and Fractice;

Cle Malengvist - Vics Prasident, Dansite Bank, Copenhagen, Danmark; Representative to the (00
Commilssian on Banking Technlgue sngd Fractice;

faul Miserez - Mead of Trade Finance Standards, SWIFT, La Hulpe, Belgium; Reprasentstive 1 the 1CC
Cormenission on Banking Tedhinlque and Practice;

Rendé Muaber « Divector, Cradit Sisse, Zurich, Switzeriand, Representative 1o the ICE Corumission on
Banklng Technigue and Practice;

Chee San‘g Hoh = Consuitant, Association of Banky In Singapere, Singapare; Representative to the ICC
Cammisslon on Banking Technlque and Practics;

Cran Taylor ~ Sresldent and CEG, Indfernational Finarsial Sarvices Asgocistion., New Jersey USA; Vice
Chatraan, I0C Commission on Banking Techninue and Practice;

Afexantier Zeienay «~ Director, Vieghaconombank, Mascow, Russln; Vice Chalrman, ICC Commission an
Banklng Technigue sy Practce;

Ban Kate ~ Policy Mamager, 3L Commission on Banking Techninue and Prackice, Internationat Chamber of
Commerce, Poarls, France.

The undersigned had the pleasurs of chakring the Drafiing Sroup.

It was theough the generous giving of thelr knowiedge, ime and energy that this revision wag accomplished
8o successiully. As Chair of the Drafting Group, | would like to extend o tham and {o thelr lastitutlons nyy
gratitude for thefr contribation, for a job well dong and for thelr friendship. I would siso (ke o exterd my
sincere thanks o the managemen? of ABR AMRO Bank &.V., for thelr understanding, patlence gad support
doring the coure of this revisian process,

Gary Codiver

Corpurate Directar,

ABHE AMRQ Bank H.¥., Landon, Engiand

and Techalzp! Adviser to the ICC Commission on Banikdng Technlque and Practing
Novembar 2606

Letter Of..., Krista Kurnia, FH Ul, 2009



U 800 -Article 1
Aoplication of UCP

The uniforms Customs and Practice for Documentary Ceadits, 2007 Revision, ICC Publication o, 660 (*LCF)
are roles ot apply 1o any documentary cradit {“credit’) (Including, & the extent to which ey may be
appiicabie, any standby letter of credit when the text of the ¢redit expressly Indicates that It Is sublect o
thage rules, They sre dindlng on 8 perties thareto uniess expressiy modifled or exctuded by the credit.

UCP:800 s Article 2
Gefinitlans
For the purpess of these rules:
Aduiging bank means the bank that advises the Credit at the reguest of the 1ssuing benk.
AppHoant rmaons the parky on whose reguest the oredit |12 ssuad,

Banking day means a day on which a bank Is regulariy snen at the plsce 2t which an sot sublect o these
riies Is to be performed,

Beneficlary means the party In whesse faveur a grodlt Is ssusd,

Complylnig prasentation means & prasentation thet i s accardanes with he lorms and conditions of the
credi, the soplicable provigions of these rules snd Infermational standard banking pracize.

Lonfirmation medns 8 definfle undertaking of the conflimning bank, in additlon o that of the fssulng bank,
to honour oF negotiste 2 complylng presentation.

Confirming bank mesns the bank that adds s confirmation t0 @ crediT upon the lssuing banids
authorization or request.

Credit meang any arrangament, however named or desdribed, that is frrevocable and thereby congtituies 2
definite undariaiting of the 15sulng bank o honour a comgdying presentation.

Honesiiy means:
2. te gay ot sloht I the credit is avaliabis by siaht payrment.

B. o tncur & defarrad vayment vnderdaking ond pay 2 maturdty I the cradit is avallsble by deferred
payment.

€, i anzept a bl of exchenge {"draft™) drawn by the beneficisry and pay ab maturity ¥ the credlt Is avaiiable
by actestance,

Issuing bank means the bank that fstees o credit of the request of an sppiicant or on its gwn behadf,

Negotiation means the purchase by the norminsted bank of drafts {depws on @ bank other than the
sominated bank} andfor docurnents under g comphying piesentation, by advancing & sgreelng to advance
furufs 10 the baneficiary on or before the banking day en which reimbursement s dun to the nominated
b,

Nominated Bank means the bank with which the credit is avaliahiz or any bank in the cass ¢f 2 credit
availabie with any bank,

Presentation means elther the dellvery of doturnents under a eredit 1o the ssuing bank or nominated bank
or the dugurnents so dellversd.

Fresenter means d bensfciary, bonk or oviwer sirly that makes 5 prasentation,
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LUCP 600 - Article 3
Inferpretationg
Far the purpose of these ryles:
Whereg sppllcable, words In the gsingular Include the plurat snd In the piural Jncluds the singuiar,
& credit |2 irrevocabie even if there 1§ ro Inditation o thet effect.

A docurmant may be sighed by hasdwriting, facsimile signature, perforated signature, stamp, symbal or any
other mechanical or sledtronls method of autbentlcetion.

A reguirsment for 3 document 1o be egalized, vissed, certified or gimilkar whi he satisfed Dy any signature,
ik, staeap or Jabe! on e docurment which appears (o satlsfe that requirament,

Sranches of 3 bank (n different oounides are ¢unsideres to be separale banks.

Torms such as "flrgt clase”, Mwal known™, “ualifad®, TIndepsndent”, *afidal”, "compelent™ or "lacal® uged
o describe the Jssuer of 2 documerd gllow any issuer exdept the beneficiary 1o issue thet docurmant.

Uinfess required Lo Be u50d 16 2 documnent, words suchi as “prampt®, "ramsdiately™ o "as soon as possitble”
wiH be disregardest,

The expression "on or about”® or simller will be Interpreted &5 8 stipulation that an event s o coour during 2
pariod of five calendar days beforg unbi Tive catendar days after the specilled date, both start and engd detes
included,

The words "1o®, "until®, "Uil5, “rom” and "hetween® when used to deferming a period of shipment inciude
the dote oF dates mentloned, and the words "hefors® and after” exchide the date mentisned.

The words “from” and “piter™ when used o determine a maturly date exglude the date mentioned.

The tarmng “fisst haif® ang “second half® of s manth shall be construed respectively as the st o the 15t and
the 16th 1o the last dey of the month, @) dates lnciusive,

The terns "beginning®, *middle” ard "eod” of a month shatl be construed respactively A2 the 18t to the
14th, the 11t to the 20th and the 2151 Io B last day of the month, zil dates Inglusive.

UCP 600 - Article 4

Credits v, Contracts

#. A cragit by its nature i o separate tranmacion from the sais or other conbract on witich It may be Dased.
finnks are in no way concerned with or bound by such contract, even ¥ eny reference whalsoever 0 {18
wicludes in the cradit, Conssquently, the undertaking of 3 bank to honour, to negotlate ar to fulfd any other
Obligation under the credit is ned subject fo deims or defencus by the applisant resoiting from #s
redtionsins with the issulng baak or the benaficlary.

A benefickary Lan in no cese avall Hoalf of the contractuat relathonships existing between banks or betwesn
the applicant ary the isng bank,

b. A&n eulng bank shouid disgourage any attempt by the applicent to include, as an Integrd! past of the
eredit, coples oF the undedying contract, sroforma Inveice and the tike.

GEF GO0 AFKiclo &
Dncuritents v, Goods, Sarvices or Performance

Banks deal with doturnents and not with goody, services or perfarmance 10 which the documents may
relate. :
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UCP 600 - Article 6
Avallabillty, Explry Date and Pla¢a for Prasentation

& A credit st state the bank with which i iz avallable or whether it s avallable with aov bank. A credh
avpifable with & nominated bank iz siza avallabie with the msuing bank.

b. A credit must stale whether it 15 avaliable by sight paymen), dgeferred poyment, acCeplanie or
aegoitation.

. A cradit ausst not be (ssued avpiishle by o draft drawa on the applicant, -
4.

i. & credit most state an expiry date for presentation. An axpiry date steted for honour or regetiation will be
degpneg to be an explry date far presemtation.

if. The place of the Dank with which the oredit Is avallabie is the place for presentation. The plage for
presentation under a credit avaliabie with any bank i that of any bank. A pleze for presentatios other than
that of the Bsuing bank 15 In additlan to the place of the isulng bank.

e, Except as provided in sub-eriiele 29 {3}, a presentation by or en behalf of the bensficiary muost be mede
on or before the expiry date.

Uck 500 TArticle 7

Issuing Bank Undertaking

&. frovided thit the stipuiated documents are presented fo the nominated bank or to the issuing bank and
thal they constititie 2 complylng pregentation, the 1ssulng bank must honsir i the cradlt s avaliable by

I. sight payment, deferred payment or acceptance with the lssulng bank;
£, sight payment with § nomingted bank and that nominsted bank does notb pay;

Hi, deferred payment with & nominated hank and that nominated bank does not Incur &3 deferred payment
undertaking or, having ingwrrad bs deferred payment undertaking, d0os not pay ot maturity;

v, atceptance with o nomingted bank snd that ndmirnated bank does aol accept o draft drawn on & o,
having szcepted a draft draws on it, dogs not pay st maturity;

¥. nagotiation with 2 nominated bank and that neminsted baak dogs not negotiate.
b, An issuing bank s irrevecably bound to honger 25 of the Ume it issues the gredlt,

€. An lssiting bank yndertakes 1o reimbyrss 2 nomiriated bank that has honpured ¢r negotiated 2 compiving
presgntatien smf Forwarderd the docurmmbs to the issuing bank, Reimbursamant for the amgust of a
complving presentatlon under » credit avallabie by scepltance or deferred payment §§ die 3t maturity,
whether oy not the nominated bank prepaid or porchased beforg maturity, An Issulng bank's undertaking {o
reimburse & rominated bank s Independent of the Issulng bank’s wndenaking to fhe banefidary,

HCP 680 - Article 8
Confirming Baniz Undertalting

a. Providag that the stipuiated documents are presentad to the confirming bank or to Say other nominated
bank ang that they cungtitute § complving preseatation, the confirmiing bank must:

i. honour, ¥ the redit |s avaliabie by

&, sight payment, defercad payment o acceptance with the confirming bank;

Letter Of..., Krista Kurnia, FH Ul, 2009



b sight paymant with sagther snomineted bonk and that nomingted bark does not pay;

e, deferred paymant with another rominated bank and that nominited bank does not Incur s deferrad
payment undertaking or, having innurred ity defecred govment undertaiing, does nat pay 2t msturity;

¢, acceptance with arother nominated bank and that nomirmated bank does net eccept a draft drawnon B
gr, hiwving accepted o drafl drawn o6 B, does ot pay a2 meturily;

e, peghtistion with sncther ravitnated bank and that nominated bank dogs nol negotiate,
H. nagotiate, withtut cecourse, if the credit is gvallakle by negottablon with the canfieming bank,

b. A confirming bank ¥ lrrevembly biound o honour or pegotlate a5 of the tme | adds Ks continmation to
the credih,

& A conlimyng benk undertakes 1o reirtburse ancther nominated bank thatl has horoured or nogetisted 2
compiving presentefion and Jorwarded the doruments io the gonflrming bank, Refmbursemnent for He
amaurd of & compiying presentativon under & ¢redit svalisbie by awtestance or deferred payiment is due at
maturity, whether or ot 2nothar nominated hank prepald or purchased before maburity. A confiming
pani’s undertaking L reimburse anothar sominated bank i Indepandent of the confirming Dank's
andertaklng 1o the baneficlary.

. i & bank I8 authorized o réquested Dy the Issuing bank to conflirm s credit but 18 not grepared (4 do s,
it must Iform the issuing bank withou delay and ooy advlse the credit without confirrmation,

UCH 660" : Article 9
Advising of Credits st Armendmsnts

# A credlt srd any amendreent may 3¢ advised 1 3 Beneflciary through 80 advising bank. An sdeising bank
thist is not a confiming bank advises the credlt s any amendment withoot any andertsking o homour or
aegoiinhe,

b, By advisiag the credlt or amengment, the advising berdk signifies that Is has saiisfied itself 25 o ihe
apparent authenticity of the credit or amendment 2nd that the advice stourately reflects the terms and
congitinns of the cradit or amsndment recelved,

& An advising bank may stlllze the spvices of anpther bank {"second advising bank™} 10 advise the ¢redit
and any amaagmest to the beneficiery, By advisleg the credit or amendmend, the second advising baak
slanifies that ¥ has satlsfled Rseif as to the apperent suthentlciby of the aghvice 1t has reseived and that the
gdvice scrurately reflects the terms and wonditions of the credit or amendment recelved.

d. A bank uthizing the services of an advizing bank or second advlsing bink to advise o credit must pse the
same bank b sdvise any amendment theaeto,

&, ¥ a bank Iy requested i gdvise o gradit or smendment but elects not o do so, B must so inform, withoot
datay, the bank from which the credit, srmendment or advice has been recgbeed.

f. if & hank is requiested o advise & credlt or Smendment but cannt setisfy Leelf as 1o the spparent
suthenticity of the credit, the amendment or the advice, [t rust so inform, without delay, the bank From
which the Instruckions appear to have bees received. If the advising bank or second advising bank elexts
nonethelags to sdvise the credit or gmendmant, it must Inform the beneflcdiary or second agviging bank hat
i has not boen ahie to satlsfy tse#f 85 to the apparent avthenticity of the credit, the amendiment or the
ativice,

UCP 600« Articia 10
Amendmens

#. Except as otherwilse provided by artlcis 38, a credit can asither be amended nar gancelled without the
agreement of the issulng bank, the confirming benk, if any, and the benefitlary.

Letter Of..., Krista Kurnia, FH Ul, 2009



b. &n issulng bank is lerevacsbly bound by an smendment as of the Hime € Issues the amendment. A
canfirming bank may extand ils confirmation 1o an amendment angd will be brrevoeadiy bound as of the time
it advises the smendment. A confirming bani may, however, choose 1o advise sa amendment without
gxtendlng Its confieratlon and, if $¢, & must infonm the Bsuing ank without delay and inform the
beneficiary i itz gdvice.

c. The terms and conditlons of the original credt (or a credit Incorporating previously accepted
amendoents) will remain in force for the asficiary untll the Boneficiary communicaies its arcaplance of
the amendment to the bank that advised sumd amendment, The beneficlary shouid give notification of
accaptance or reigction of an amendment. if the beneficiary fatls 1o give such ngtifivation, a presentation
that complizg with the credlt and o 3oy aot yet accepted amendment witl be deemed Lo be notificativn of
acceptance by the benzficlary of such amendment. As of that moment the credit will be amended.

< A bank thol advises an amendment shouid Inform the bank from which (t received the smendment of any
notifigaiion of accaphance or rejection.

&, Partlal aoceptance of an amendment i3 aot allowed and wii be deemed to be notHication of rejectian of
the amendment,

f. A provision ln an amendment bo the effect that the amendment shali anker into foree uniess rejected by
thiy heneficary within a certain time shall ha discegardad,

7 X o o

Teletransmitted and Pre-Advised Credlts and Amendments

_ S

UCPo600:

a. An zutherticoted teletransmildsion of a credit or amendment will e deemad to be the sperative cradit or
amendiment, and sny subseguent makl confirnation shall be dlsregarded.

T a inigteansmission states "full details to follow™ (or words of simiiar effect}, or steies that the meail
confirmatien is = be the operative credit or amendmant, Hied the feletransmission wil not &g dewmed to be
the operitive credit or amendment. Tha 1ssuing bark must then Issue the oparative credit or amendment
without deisy In ferms nod ionsistent with the etransmizslon,

B, & prefiminary adgvice of the izsuance of 2 credlt or amendment {“prevadvice™) shal galy be sent if the
issuing bank |5 prepared to issue the aperative credlt or amendment. An Issulng kenic thet sonds & pre-
sovice |5 Imevorably committed to issue the operative credit or amendment, without detay, tn teims aot
meonsistent with the pre-advice.

VCP 668 - Articléi12
Nomination

a. Linless a rominsied bank Is the conffrming bank, an suthorizatlon o hosour or negobists does act rnpose
any ostipstion on that nominated bank to honour or negotiate, except when expressly agreed o by that
nominatesd bank and so comnunicated to the boneficiary,

b. By nominating a bank to sreept a draft or ingir o deferred aapmont undertaiing, an issaing bank
authorizes thal nominated bank t0 prepay or purghase 2 draft aggegted or a deferrad payment undedaking
incurrad by that sarainated bank.

©. Receipt or sawmilnatlon and forwarding of documants by & nominated bank that 1s nat & confirming bank
does pet make that nominated bank Hable to honour or negotlate, nor does it constitute hosaiy oF
negotistion,

UCH 600 Article 13
Bank-to-Bank Reirrdwrsement Arrangements

a. IF 3 eredit states that relmbursement |s to be obtaingd by 2 nominsted bank ["taiming bank™) ctlaiming
on ancther party {"relmburging bank), the credit must state i the reimbursement Is subject o the 1CC
ruies for bank-to-bank reimibursements in sffect on the date of issuance of the credit.
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b, If & credit does nnt siale hat reimbursamant iy sublect to the 10T rufes for bank<to-bank
reimbursements, the followlng apply:

A% issuing bank must provids a relmbursing bank with 8 relmbursement authorizatior that confarms with
the pvaliaiiity statad b the credit. The reimbuirsersent authorization should not be subject to an explry
date.

H.A claiming bank shall nat he requirad o supply 8 reimbursing bank with & certificate of comopliznce with
the terms and conditions of the credit,

Hi.An issulng bank wili be responsibie for any ioss of interest, together with any expanses fncurred,
relmbursement 1 not provided o first demand by 2 relmbursing bank &y aceoedance with the terms and
condltions of the Credit,

IvA relmbursing bank's charges are for the account of the ssuing bank. However, if the charges are for the
account of the beselCiary, It 1S the responsloliity ¢f an {ssulng bank to so Indicate In the credlt and In the
reimbursement suthorization, If a relmburming bonk’s charges are for the account of the beneflclary, they
sholl be deducted from the amount dug to a <loiming bank whes relmbursement is rade. If no
reimbursement i made, the reimbursing bank's chirges remeain the sbllgitlen of the issulng bank.

€. An issulng bank & not relieved of any of iz abligations fo provige reimbursement ¥ relmbursement is not
mzde by a rsimbursing benk on first damand.

UCP 600 ~ Article-12
Standard for Examination &f Documents

& A nominated bank acting on lts pomdnstion, & conflrmiig bani, if any, and the soing bank must examing
2 presentation to deteanine, on the basiz of the doguments alons, whether ¢r not the documents appear on
their Iace (o constitube & camplying preseniation,

h. & norninaied Bonk aciing on its nomination, 3 confioning bank, ¥ any, ard e suing Dank shall each
have a maximam of five banking days following the day of presentation to determing if a presentation i3
compiying, Thig parisd 15 pot curtalied or ptherwise affested by the scouresnce on or after the date of
presentation of any expley date or last day for presentation.

. A presentation Inchuding one or more orlgingl transpart docurngnts subjset to articles 19, 20, 21, 22, 23,
24 or 25 must be made by or on behalf of the beneflciary not later than 21 calendar days after the date of
shlpmeat ag describiad In these rules, but In any event not tater than the explry dite of the credit.

4. Dats in a docoment, when resd in context with the sreght, the document sef ang internatlonal standars
banking practics, seed not be dentical o, bud must not conflic with, data in tho! document, any other
stipuiated dovurment or the Credit,

e. In documents obher $han the commeecial nveite, the description of the goods, sewvices or performance, i
stated, rmay be la panered ferms not cordlisting with thedr descoiption i the cradit,

£ IF a credit requires presentation of a dacument ether than a transport documsnt, nsurance dacumsnt o
commerclzl [nvelee, without stipulating by whom the document Is to be fssued or ks deta content, baaks wik
acczpt the document as presentaed i Bs content appears to fulfil the functlon of the required docurnent, ard
otherwise compBes with sub-articie 14 {d).

g. A domument presenied Dut not required by the credi will be disregarded and may be retumed to the
preseatsr,

h. If & credlt contalay 2 condition without stipulating the document o ndiate comglionte with the
conditlan, banks will desm such conditlon as not statesd and will disregard .

1. A document may be dated prior to the [ssvance dote of the credit, But must net be dated jater than iy
date of presentation,

i When the addresses of the beneficlary and the snplicant sppear in any stipulated document, they negd
not Be the same 54 those stated in the credit or In soy other stipulated document, but must be within the
same country 85 the respective addresses mentioned In the credit, Contact detalis {telefax, telephune, amall
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and the Bke} ststed a5 part of Wig bensficary's and the applicant's address will be disregarded. Howaver,
when the addregs and contact detsis of the spollcant sppear gs part of the corsipnee or notlfy party detalig
on a trangport document subject o artlcles 19, 20, 21, 22, 23, 74 or 25, they must be as stpted in the
cradit,

k. The shipper or consignar of tha goods Indicated on any documerd need not Do the benefinlary of the
Lradit.

i, A transoont decument may be lssued by any party other thon & carrier, owner, master or chariaer
provided that the transport document meels the requlraments of srtlcles 19, 20, 21, 22, 23 or 24 of these
rifes.

Complying Presentation
a. When sr issuing bank determines that 3 presentation Is coenplying, & must hongise,

b. Whas a confirming bank determines thet z presentation Is comglying, It st honowr ar negetiate and
forwargd the dogyments o the lssving bank.

©. When 2 nominated bank determines that a presentatio: fs complying and honours or pegotistes, ¥ must
forward the gaguments f the Conlinming bank o fasuing bank.

UCP:600 < Articlé'16
Discrepant Dongments, Walver srxf Notice

o When a normgaated bank acting o RS nomisstion, a onfirming Bpak, If any, or the issuing bank
determines thst a presentation 4oes not comply, It may refuse to honour st negotiate.

B Whesn an (ssulng Dank detaemines that a presentation does nob comply, ¥ may In s sols judgement
approach the appiicant for a wolver of the giscrepancies. this dogs ngt, hoveever, extund the periad
mentioned I sub-artics: 14 (b

«. When a nominated bank soting on its nomination, a cenfirming bank, If any, or the issuing bank decides
3 refuse L0 hanour or negotiate, it mist glee 3 singic sotice 1o that effect to the presentar.

The notive rmust states

L thgt the bank 5 refuzing to hanour or negotiate; ang

i, gach discrepancy In respegt of which the bark refuses 1o hongur or negotiste; and
Hi

2} that the bank is holdirsg the documents pending further Instrutions from the presenter; o

B thiat the ssulmg bank i holding the docurmnents antil It receives o walver frons (he applivsnt ang 3gees o
aceept ¥, or receives further Instrzctions from the presenier prior 1o agreeing to accept 2 walver; or

£} that the bank i5 returning the documeats; or
4} that the bank is acling I0 accordance with instructians previeasly recelved from the preseniar,

ik, The astlce reguirad o sub-article 18 {¢) most be given by telemrmmunlcation ¢r, IF that 5 not posslble, by
piter expediious meknss no fater than the close of the Hth banking day fimwing the day of presentation.

e. A nominated bank acting on its vominatlon, & confirming Bank, IF 2ay, or the issuing bank may, after
providing notlce requived by sub-article 16 {¢} {3 (a) or {b), return the documents to the preseater st any
time,
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£, 1 an issulng bank ar 2 confirming bank Fails to act In socordance with the provisions of this aetlcis, & shall
be prechuded from cadming that the documments do not constiute a complylsg prasentaflon.

. When an issuing bank refuses to honour ar & ¢anfirming bank refuses to honour or pzgotiste and hes
given notice bo that effegt in accordance with thiy artide, it shall then be entitled 1o 2aim a refund, with
interpst, of any reimbursement mede.

UCP 800 ~ Article 17
{riginal Dotumsats and Coples
a. #% teast orig oNgindl Of sach dosument stipuiated Ia the credit mst be presented.

b. & bank shall {raat as an originel any dotument beardng an apparently original stgnature, mark, stamp, or
label of the lssuer of the docurment, unless the decument 1tself Indicates 13% K is not an origingd,

¢, Unless a document indicates otherwise, & bank will siso accept o document zs original IF It

l. appears o he written, tvped, perfarated or stamped by the docurnent issusr’s hand; or

il. appears ko b on the decyment lssuer's ariglnal gtatlopery; or

1. staves ihat it 5 originel, unicss the stotement appesrs nol bo 2opty 10 the document presstod.

d. i a credit requires presentation of copies of documents, sresentation of eiher orgingis ar coples is
parmltted.

e. If & credit reguires presentation of muliipie dgocuments Dy asing terms such a8 ™I dupBizate”®, "in two foid”
o *in Lwa copiag®, fhis will be satlsfied by the progsentatiun of o least one orlgis! end the remalning
rimiber in copies, except when the document (tself Indicates viharwise.

e S0t ¥ Aicie 8
Commerclel Invaice
2. & epmrercial Invoice:
b must appear to bave been Issued by the Yeneficiary {except as provided In acticie 98);
#. mast be made out i e name of the applicant {excapt a5 provided Iy sub-erticie 38 {5i};
Hi. must be made oot In the seme currency as the credity and
2, nead not be signed.

b A nominated bank acting on s acmination, & confirming bank, If any, 57 the 1ssulng bank may accept 4
commercin involoe issged for zn amount in gxcess of the amoont germitted by the credit, and iy dedslion
will &= bineting upon all pavrilas, providad the Bank i question Bas ast hongored or aegedisted for an amount
I epicess of Yhat perrittes] by the credit,

c. The description of the goods, servites or performance in a corynersial involee must correspond with that
appearing In the credit,

BCP 600 - Article 19
Trensport Dopument Covering at Least Twe Sifferent Modes of Transport

a, A transport dotument covering at least two differant mades of tranggot {multirmodal or combined
trensport document), however named, Must sppesr

f. indicate tha name of the carrler ang be signed by:
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- the cardgr or 3 natred agenmt for or on behalf of the carrier, or
~ the master or & named agent for ar on biehalf of the master.
Arny signaturs by the carrier, master or agent must be identifled ag that of the garriar, master or sgent.

Any storature by an agent muest indicate whather the agent has slgnegd for or on behalf of the caerler or for
or on babhaif of the master.

{i. indlcats that the goods have baen dizpatched, taken in Charge or shipped on boardt at the place stated in
the credgit, by!

- pre-printed warding, of

- @ starnp of notalion Indicating the date on which the goods have besn dispatched, tsken in charge of
shigped on board.

The date of issuance of the tramspart document will be deemed to be the dote of dispatch, taking in chamge
or shupped on Board, and the dists of shipment. However, f the wanspory dotument ingicates, by stamy o
nptation, a date of dispaich, taking In charge or shipped an boarg, this date whl be deemed (o be the date of
shigrngnt.

. indicare the phace of dlepeteh, taling in charge or shlpment and the place of final destination stated In
the credi, even if;

o, the trangpert dacument states, in addition, a cifferent place of dispstch, taking in charge or shipmant or
plite of Anal destinatien,

ar

B. the transport document eoniaing the [ndicating Tintended® or siviipr quaiiflcatlen in relstion o the vessal,
port of loading or port of glstharge,

v, be the saie original transpart document o, ¥ Issued In more than one arigingl, be the f48 et a5 indicated
o the transport documsent,

v Contain tenns and conditlons of arridge or make refarenca to another ssurge containing the terms and
condltions of carrlage (short fornt or Blank back trensport document. Condems of terms gnd congitions of
sarriage will not be examined.

vi. contal no indizaflon that it Iy sublsct to a chartes panty,

B, For the purpose oF g articie, transhipmeant smeans unloading from oni; means of saenveyance and
retoading to ansther mgans of conveysnce fwhether or not in ditferent modes of trangport) during the
carrigge from the place of dispatehy, taking in charge ar shipmeant 1o the place of final destination stated In
the cragit,

L

L A transport document may inditate that the goods will or mpy be Fanshipped provided that the entire
carriage is covered by ¢ng and the same transport dooument.

th A transport document inglcating thet transhipment witl or may teke plaze s scceptable, aven i the credlt
prehibts traashipment.

UCP 600 - Articte 20
B of Ladiag
a.A blll of Jading, however named, must appear 92

i, indizate the marmg of the carrier and be slgnsd byr
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- the carrier ar 2 named agent for or on behalf of the carrier, or
- the master ar a named agent far or on behalf of the master.
Any signature by the carrier, master or agent must be [dentified as that of the carrler, master or agent.

Any slgnature by an agent must indicate whether the agent has slgned for or on behalf of the carrler or for
or on behalf of the master.

Ii. indlcate that the goods have been shipped on board a named vessel at the port of loading stated in the
credit by:

- pre-printed wording, or
- an on board notation Indlcating the date on which the goods have been shipped on board.

The date of Issuance of the blll of lading wlll be deemed to be the date of shipment unless the bill of lading
contzlns an on board notatlon Indicating the date of shipment, In which case the date stated In the on board
notatlon wlll be deemed to be the date of shipment.

If the bill of lading contalns the Indicatlon "Intended vessel” or similar qualification In relatior to the name of
the vessel, an on board notatlon Indicating the date of shipment and the name of the actua! vessel Is
requlred.

Ili. Indicate shipment from the port of loading to the port of discharge stated In the credlt.

If the blil of lading does not [ndicate the port of Ioading stated In the credit as the port of loading, or If it
contzlns the indlcatlon ®Intended” or simllar quallfication In relation to the port of loading, an en board
notation Indlcating the port of loading as stated In the credit, the date of shipment and the name of the
vassel Is required. This provislon applies even when loadlng on board or shipment on a named vessel Is
Indlcated by pre-printed wording on the bllf of lading.

Iv. be the sole original blil of lading or, [f Issued In more than one orlglnal, be the full set as Indicated on the
blll of lading.

v. contaln terms and cenditlons of carrlage or make reference to another source contalning the terms and
conditions of carrlage (short form or blank back bill of lading). Contents of terms and condltlons of carrlage
wlll not be examined. 3

vl. contain no Indlcatlon that It Is subject to a charter party.

b, For the purpose of this article, transhipment means vnloading from one vessel and reloading to another
vessel durlng the carrlage from the port of loading to the port of discharge stated In the credit,

c.

I. A bilt of lading may Indlcate that the goods will or may be trenshipped provided that the entire carriage is
covered by one and the same bill of lading.

il. A blll of Yading Indicating that transhipment wlll or may take place Is acceptable, even If the credit
prohiblts transhipment, if the geods have been shipped in a container, treller or LASH barge as evidenced by
the blll of lading.

d. Clauses In a blll of lading stating that the carrier reserves the right ta tranship will be disregarded.
UCP 600 - Article’2Y

Non-Negotiable Sea Waybllt

a. A non-negotlable sea wayblll, however named, must appear to:

1. Indicate the name of the carrler and be signed by:
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~ the cariinr or a nemed sgent Bor ar o behalf of the carder, or
- the rnaster or & aamed agent fur o on behalf of the master.
Any stgnature by the darvler, master or apent nwst be identified as thet of the canler, master or agent,

Any signsturce by an agent rmust indicate whether the agent has signed for or on behsif of the garrier or for
or i bahslf of the master.

i, indicate that e goods nave been shipped on board a narmed vessel ot the port of toading stated i the
Lradit by:

« pre~printed wordlag, or
- an on boerd notation indicating the date on whizh the goods have besy shipped on boars.

The date of [s5uance of the norsnegaiable saz waybill will be deemed to be the date of shipment unless the
nen-negotiable sea waybill containg #n en boavd notation imileating the date of shigrment, In which case the
dnte stated in the on Board notalion will e deemed 10 be the diste of shipment.

1t the non-negotiable sea wavbill containg the indicstlon "itended vessel or simllar quabificetion in reiation
to the nawe of the vessel, a5 on boarg notation indicating the date of shipment and the wsams of the actual
vessel u reguired,

fii. indicate shiprnent from tie port of iaaging 1o the port of discharge stated (o the zredit

if the non-negetiabiz sea wayblli does notb indicate the port of toading stated in the ¢redit as the port of
lgading, or B [ sontatag the Indication "letanded” ar sirmlar geslificetion in reiation to the port of isading, on
on board potation indicating the port of boading &z stated in the credit, The date of shipment aad the name
of the vessel is regulred. This provision applies even when icading on hoard or shipment on & named vessel
is Indizated by pre-printex! wordlng on the nor-negotiabie sea wayhill,

by, be the sule orlginat non-negotlable sea wayhill or, i ssued In mare than one originz!, ba the il set a3
indicatad on the nes-negotisble sea wayiil,

v crtaln terms and congditions of Carriazge or make refergnce 1 another souree candaining the terms ang
conditlons of tarriage {short form or BiEnk badk non-negstiable sed wayblil}y. Contents of terms and
conditlens of carrfage will not be sxamined,

vl contain no Indicatlon that | is subjett to & charter party,

b. For the purpose of this articie, transhlpment means unigading from one vesse! and reioading to ancther
wessel durlng the carriage from the port of ioadlag to the port of discharge stated in the credit.

L

I. A non-negotiable sea wavbiil may indicate that the gaods will or may be tranghipped provised that the
entire careiags s covered by ong and the same aga-nggotioble sea waybil.

H. & non-negotiabis ses wavbll Indicating St ranshipmsnt wilf or may take placs is soceptable, even i the
grecdit prohibits transhipment, IF the goods have been shipped in 2 contalner, trafler or LASH barge as
evidenced by the nan-negotiable sea waybilh

d. Clauses in 8 non-negoblable ssp waybill staling thit the carrier regervis the right to tranghip wifl he
disregarded.

Charter Party Bill of Lading

a. A bt of iading, however namad, contalning an indicetion that it s subject 16 a charter party {eharter
party blli of Iaiing}, must appesr 6
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i. bg signed by:

- this misster or & samed agent for & o hehall of the master, or

- the gwner o 2 named agent for or on behalf of e aweer, or

- the charterer or 3 aamed agent for or o behalf of the charterer.

Any slonature by the master, pwner, charterer or zgent must be ldentlfled az that of the master, owner,
charterer Or agent,

Any signature by an agent must Indicote whether the agent has signed for or on balasif of the master, owoer
or chartgrer.

An sgent signing ¥or or on behalf of the owner or charterer must Indlcate the name of the owner or
charterer.

b indizate that the goods have boen shipped on board a named vesse! at the port of loading stated [ the
oradit by

~ pre-printed wording, or
« @4 on board notatlon Iindlcating ihe dale s whith the gaods hove beern shipped on Board,

The date of Issusnes of the charter pardy blif of Iading Wl be geemed to be i date of shiprent gnisss the
charter party bl of lading containg &n on board nptatlon ndicating the dote of shipment, In which case the
date ste¥sd in the on board notation wil be deemed 10 be the date of shiprrent.

Hi. indicatg shipment from the port of leading o the port of discharge stated |n the credit, The port of
discharge may also be shown 84 a range of poets or a geooraphics! arez, ag stated In the sredit.

tw. be the sole grigingl charter party 1 of lading gr, ¥ issusd [ more than one wrigipal, be the full set as
Indicated on the charter party bil of lading.

b. & bank wllt not examing charter party contracts, aven If they are requlred to te presented by the terms of
the credit.

HCP.660.- Article 23
Al Transpert Bocument
a. an gle bransport dogumant, howseer samed, must appesr to
i. indicate thg name of the garrier and be slgned
« the gamier, or
- 3 named agent for or on behalf of the garrer,
Any signature by the carver or agent must be identified as that of the carrier or agent.
Ay slgnature by an agent muyst Indicate that the agent has signed for or on behalf of the ¢arler.
iLindlcate that twe gods have baen pocepted for cirrioga.

ili. indlcats the date of issuance. This date wii be dagmied to be the dote of shipment unisss the alr
transport ducurnent Lontaing 2 specfic noistion of the actual date of shipment, In whith case the dote stated
in tha notation wiil be deamed to be the date of shipmert,

Any other information appearing on the air transport docurnent relative to the tiight aumber snid date will
net e considerad in determmindng the dote of shipment,
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bv. indicais the airport of departure and the airport of destingtion statad In the cradi,
¥, be the originsl for cansignor or shipper, even if the ceadd stipulates o foll set of griglnals,

vi. coritain ferms and condltians of gerlade or meke reference to another saurce contalning the ferms and
congitinns of carrfage, Contents of terms and conditions of carrdage will not be examined.

k. For the purpose of this article, transhlprent means undeading from one airCraft ang reloading to ancther
airceaft durlng £he carriags from the akrport of departure to the airport of destination stated in the cragit.

[+

Fo Ars gir transport document may Indlcate Bhet the gonds will or may be transhipped, providsd that the
entire ciwriane |5 coverad by one and the ssme sir transport Qocument,

. An ale tronspret document Indicating that ranshipment wi or may take piace & acceptable, even if the
credit prahibits tzanshipment, i

Romd, Rall or Inlang Waterway Trangpot Datumnents

a. A road, 8 or Inlang wateraay trarsport documeant, however named, must sppear to:
b Indloste the rorms of the carisy gnde

- b signed by Hh cersier or a npmied anent for or on behaf of the Canter, of

« indlcake recelpt of the goods by signsture, stamp or notation by the carrer or g samed agent for or on
behalf of the carsier.

Any signsture, stamp or notation of recelpt of the 200ds by the Carvler or agent must be identiflad oy that of
the carrier ar agent.

Any signature, stamyp or notatlon of regaint of the goods by the agent must mdicate that the agent has
slgned or acted for or on behalf of the carrler.

If a ral brargport document does not [dentify the cerrier, any slgnature or stamyp of the ralbeay company will
be aczepted a8 avidence of the document baing signed by the casrier.

il indirate the date of shipment or the date the qoods have been rotelved for shipenent, dispatch or carriage
#t the place stataed in He Credit. Unisss the transport dotument containg & datad reception stamp, #n
Indicakion of the date of receint ar & ¢ate of shipment, e date of issuance of the transport docoment will be
deered 1o be tha date of shipment.

M. ingicate the place of shipment and the place of destination siated In the credlt,
b,

iv A rpad transport document most 3ppear to be the grigingl for cansignor or shipper or besr Ao markiog
Indicablng for whesn the document hass peen prepared.

it & radl transport docoment marked "dupticets” will be accepted 25 2n arigingl,

i, A rall or Inlang waterway transport dotument will be sccepted as on originet whether marked as 8n
griginat or rest,

¢. In the absence of an indication on the tronsport document as to the number of ordgingls Issusd, the
raanbar presented wlli be deemed 1o constitute a fdl set.
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d. Far tha purpose of this article, transhipmant enegns unloading from one micans of conveyanoe and
reicading to another means of conveyanca, within the same mede of transaort, during the carrage from the
place of shipmant, dispatch or carriage to the place of destinatlon stated In the credlt.

E.-N

i A smpd, rall or inland waterway transpord document may indicate thet the goods Wil or may be
transhipped provided that the entire Carrlage 18 coveret by ome and the same transhort decument,

. A mud, vl or niend waterway transport decument indicating that transhipment wiil or may teke place is
aseceptable, even i the credit prohibits transhipment,

UCRE 600 S Arlicte 25
Courter Recelnt, Past Receipt or Certificate of Pusting
a. A courler recelpt, however narmed, evigenaing receint of goods for bransposd, must sppesr o

1. indlicake the riame of the courler service and be stamped or signed by the narmes courler service &k the
pace from which the credit states the gowds are to be shipped; and

i, lndlcate a date of pick-up or of receipt ar wording o this effect. This date will be deemed to be the date
of shigment,

b A requirement that courler charges are to be pald or prepald may ba salistled by 8 transport document
fssued by 8 courier service evidencing thet sourler Cherges are for the sodourd of 8 party oibier than the
Loarsinnse,

& A post recelpt or certificate of posting, however named, evidenting receipt of goods for iransport, must
anpear to be stamped or signed and datsd st B place from which the ¢redit siales the gosds sre o be
shilpped. This date Wik be deemed to b the date of shiprment.

uipison- articie 26
On fpck®, "Shipper's Load and Count™, "Sald by Shipper to Contain™ and Charges Additlons to Fraight

& A transpaert document must nob budicate that the gocds are or wili be toaded on dock. A Clause on &
transpod dogument stating that the goods moy be ioaded on deck Is acceptable,

b, A tronsport document bearing 2 clapse such 35 "shipper’s inad and count® and *sald by shipper o
spniain® i acceptable,

¢. A transport cocusnent may bear o reference, by slamp of cthenwise, 1o charges additiona! to the frelght.
UCH 600 - Article:27
Claan Transport Document

# bank will only accept a clean transport documant, A clear transport document 18 one besring na clause or
notatlon expressly declaring a defective condltlon of the goods or thelr packaging, The word "clesan®™ need
net appear on & transport document, even If a gredit has a requirement for that transport document to be
*elests on hoard™,

UEP 0D - Article 28
insurance Document aad Coverage
&, An insursance document, such 28 85 INSUCRRCe polity, 3n insurance ceriificate or 2 deciarstion under 2n

spen cover, must 2ppear to be ssued and signgd by an insurance company, an underwriter or thelr agents
tr thale proxies,
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Ay signature by 30 agent or proxy must indicate whether the spent or proxy hag signed for or on behalf of
the insurance company or underwritar,

b, When the Insurance document indicates that i hiss been issued in more than one orlglnal, 4 originals
mustk B prasented.

<. Cover ngtes will not be acsepisd.,
4. An Insurance paiicy I8 acceptable In Heu of 2a Insurance centificate or a declaration under bn open Lover,

@, The dote of the insurance decument must be ng later than the dote ¢f shipment, uniess It dppesrs from
the Insyrange document that the gover 5 effactive from 2 date nat later than the date of shipment.

f.

LThe Esurance document muost (ndcate e smount of Insurancs coverage and be in the same currendy &%
e credit,

i A rew!;émat in the credlt for insurance coverage o be for a percentsge of the value of the goods, of the
Invelee velug or simitar 5 deemed to be the minkmurg amnint of coverags reguinred.

1If there i 5o dication o the credi of the Insurance coverage required, the amount of Insurance coverage
must b2 3t fewst 110% of the TIF or CIP value of the gouds,

When the CIF or O value cannot be faterpsined fram the documents, the amount of inguranse coverana
mrivssh be calculetes! on the biasis of the ammunt fer which henour or nggotlation is requastad Or the grass
value of the goods a¢ showa on the invaize, whithever is greater.

Lit. The Insurance document must ingicate that risks are covered at least botwoern the place of taking in
charge or zhizsnent and the placs of discharge or fn! dastination 2 stated in the credit,

4. & credit should stats he type of Insurance requirad and, if any, the additlonal rigks o Be covered. An
insrengs document will be accepied without regard to any risis that are not covered # the redit uses
imprecise terms such &% "usoal rsks™ or “oustanary risks”.

h. When a credit reguless Ingurance against "all plske”™ and an insurance dotument 1s presanted containing
any "all risks® natation or clause, whether or aot bearing the heading "ail «lsis”, the Insurence documgnt will
be aceepted without regard to sy risks stated to be exagded.

¥ An insurance document may contaln relerence to any exclusion causs,
}. #n insurance document cnav Indicate that the gover Is sublect 16 a franchige or excess {dedOctiBle),
UCP. 80D - Articie 29

a. X the suley dete of a credlt or the st day for presestation falls on e day when the bank o which
presentation is to be made Is ciosed for teasons sther than those referred 1o in srtlcle 36, the axpliry date or
the lest day for prasentotion, 2s the case mipy be, will be extanded fo the first following hanking day.

b ¥ gresentation Is mads on the Sost foliowing banking day, & samdnated bank must provigs the lssulng
bank ¢r confirning bank with o statement on 28 sovering schedule that the presentation was made within
the time Himlts extended it sgeordonce with sub-article 23 {a}.

¢. The latest date for shipmen} will gt be sxtended a5 » result of sub-article 28 {a}.
UCP 600 - Article 30
Tolerance in Credlt Ameour?, Juantily and Unit Prices

a. The words "shout™ or "approximately® used in conneckion with the amount ¢f the cregit or the quaniily or
the unit price stated i the credit are o be construed as allowing a tolerance net o extend 10% more o
10% lese then the amount, the nuantity or the unit price tz which they refer.
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k. A& tnterance not to exceed 5% more or 5% jess thon the quantily of the goods is allpwed, provided the
creddit does not stale the guantlly In terms of & stipulated manber oF packing urlts or individiuat items and
ihe foral amaunt of the drawings does not excead the amount of the dredit.

€. Even when partisl shiprments are niot atlowed, 8 tolerdace not to exceed 5% less thon the amount of the
tredlt is bllowed, grovided that the guantity of the Qoods, if stated In the rradi, i shipped In full and 2 unit
price, If staied in the sradit, 15 niot reducsd or that sub-articte 30 (b) Is not ppplicable. This welarance foss
sat appiy when the credll stipuistes 2 specllic tolerance or uses the expressions sefarced £o i sub-article 30
{a).

UCP 600 - Arficle 3%
Parval Drawings or Shlpments
2. Partlal drowings ¢ shipmears are aliowed,

bl A presentation consisting of mgors han one set of iransport documents evidending shipmant cammencing
on the same maans of conveysnce and for the same journey, provided ey indicate the same dostingition,
will not be regarded as coverlng 3 gariial shipment, even if they Indlcate different dates of shipment or

. different porks of toading, pleces of taking In Chaege or dispatch, I the pegsentation conslsis of mora than
one set of ransport documents, the latest date of shipment as evidenced 6a aay of the seis of ransport
dacuments Wil be regarded as the date of shipment,

A presentation conslsting of ong or more sels of ansport dusuments avldencing shiprsnt on more than
ofe mesns of conveyvence within the same mode of transport will b regarded as covedng o partlsl
shipment, aven If the means of conveyance ieave on the same gay for the same destingtion,

€. A prasentation consisting of more thas ong courler recaipt, posk racelpt or certificate of posting will a0t be
regarded as & parkini shipment I the coutisr receipts, post recelpts or certificates of posting appesr 1o have
zen stampad ar signed by the same courler or postal seevice at the same plsgs and date and for the same
dastination.

UEP 806t Arnticie 52
Instaimant Drowlngs or Shipments

If » drawing or shigrnent by instalments withia given perlods is stipulated n the ¢radit and any [nstalment ig
aGt drawvin or shipped within the period aliowed for that ingtaiment, the credit cossss @ be avallsble for thal
s any subsequent ngtalent.

UCP:600 - Articie’33
Hours of Fresentation
& bank has no obiigation to accept a presentstion oulslde of lts banking hotrs.
UEP 500 - Articie 34
Disclslener on Effectiveness of Doturnents

A bank azzumes so Hebility or responsibiiity for the form, sufficency, sccuracy, geauneness, faisiication or
legat effect of aay document, or for the general or particudar conditions stipuiated in a docurrent or
superkrposed thereon; nor does it sssume any Hsbility or sesponsiblllty for the description, quasntity, weight,
auslity, condition, packing, defivery, valus or existence of the goods, services or other performente
represented by any docameant, of for the qgood falth or arts or ondsslons, zalvency, porformance o standing
of the consignor, the cartder, ths forwarder, the consignge or the Insurar of the goods or any other person.

UCP 600 ~ Article 35

Disgiaimer on Transmission and Transiation
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Traasfarring bank mesns & sominatiad bank that transfers the credit or, in & Lredit avaiiable with any bank,
2 bank that (s specificstiy authorized by fhe issuing bank 1O frprsisr and that triaslars the oredit, An fsuing
pank may be a transfarring bank.

Fransferred credit means o credit that has been made avallabla by the transferring bank to 2 secong
bansficiary,

%. Uniess atherwlge agreed af the time of fransfer, all charges {such a5 commisslons, faes, toets or
expenses} incurred in respect of o tronsfer must be pald by the first bensficlary.

d. A ¢credit may be transferred in part o rare than one second beneficlary provided gartial drawings or
shiprnents are aliowsd.

A transfarred credit connal be traneferred at the reguest of a second? beneficiory to any subseguent
banefidary, The flrst benaficisry 5 not considered 10 be a subsegoent beneficlary.

£, Any request For transfer must Inddicate if and under whi conditions amendments may be advised ia the
sacond benefidery. The transferved credit must clearly indicate those conditions.

1. If 5 coedit is transferrad 2o more than one cecond beneficiary, rejection of an amendmeant by one or more
second henefivlary does nut nvaiidate the acceptanes by any other sscoend beneflclary, with respect ta
whith the wranslerred credit wili be amended acrordingly. For any second beneficlary that rejecied the
amendment, the bransferred credit will remain ppamended.

g The transferrad gradit must acourately refiect the terms st conditions of fhe credit, Ingluding
confleenation, ¥ any, with the exception off

- the ameunt of the credit,

- 8hy unit price stoted therein,

~ thi explry date,

~ the period for presentabion, or

- the atest shipment date or ghvan perlod for shipment,
any or alf of which may be reduced or curtatied,

The percentage for which Insurance cover must be effacted may b2 Increased i provide the amaunt of
cover stipulated in the credil or these articios.

The s of the first benefigiacy may be substitsted for that of the sppiicam in the credit,

¥ the name of the applicant 5 speciflcaily reguired by the oredit to appeur In any coowrnent other than the
ieclce, such reguirement must be refestesd bn the brangfsrred oredt,

h. Thie Dirst beneficlary hes the right to substitite ks own Invelne and draft, ¥ sy, Tor those of 3 second
bencficiary for an amount not in excess of that stipuisted in the oredit, and upon such spbstitution the first
benefivinry can draw undar the cregit for the differance, ¥ any, bebween s Inviice and the invoie of a
sacontd beneficlary.

i, I the first beneflciary 1s 1o present e own Invoice and draft, Fany, but f8lis to do so on first demand, o
If the involces prasented by the firsh bereficlary crepte discrepancies that did not exist In the prasentation
rmade by the secong beneflciary angd the first beneficlary falls ta correct them on first demand, the
trangferring bank figs the right to present the documents as received from the second benefitiary to the
IssEng bank, without further responsibliity to the frst baneficlary.

i. Tae firgt beneficiary may, (a It reguest for fransfer, Indicate that honour or nepotlstion Iz to be effeted
10 a second beneficiary at the place to which the cradit has beern trarwferved, up to and Including e axplry
data of the credit, This is without prefudicte te the right of the first beneficiaey In accordanos with sub-ariidie
38 {h).
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k. Fresentation of documarnts by or on behiaif of a second bensfiniary must be mods o the transferring
nank,

UGk 600 - Article 39
Assignment of Froesgs

The fack that a credit IS nob stated to be ransferable shail not affeet the right of the beneflciney 1 assign
any proceeds t which 1t may be or may become enttiod under the credit, In sccordance with the provislong
of spplicable Jaw. Yhis srdele relates only o the asslognment of grocesds and not to the assignmant of the
right {6 perform under the credit,
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